PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa sesuai Peraturan Gubemur Nomor 130 Tahun ZCO08

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pondapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukots Jakara
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Gubermur
Nomor 174 Tahun 2009, telah diatur Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dazrah Provinsi Daerah
Fhusus Ibukotla Jakaria;

. bahwa berdasarkan Sural Edaran Bersama Menlan Dalam

Negen dan Kepala Lembaga Kebijjakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemearinlah Nomor 027/824/5J Nomor 1/HALKPPO32051
tanggal 16 Maret 2011 telah diaiur Pelaksanaan Peraturan
FPresiden Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadzan Barang!
Ja2sa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pameriniah
Momoar 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuargan Daarah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan dalam rangka penyesuaian dengan kelentuan
parafuran perundang-undangan sera untuk tertib administrasi
Keuangan Daerah, perlu menelapkan Peraturan Gubermur
lenlang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belunja Daerah;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 {enlang Jase

Konstruksi;

. Undang-Undang Nomaor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Dersih d=n Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepolisme;

» Undang-Undangy Momar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

MNagara:
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Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Masional;

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah fterakhir
dengan Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusatl dan Pemearnnilahan Daarah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 lentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus (bukola Jakara sebagal Ibukota
Megara Kesaluan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomaor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Peraluran Pemerinlah Nomor 29 Tahun 2000  tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Pemenntah Momor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah;

Peraturan Pemernntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angoola
Dewan Perwakilan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraluran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Ciaerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 temtang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 teniang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tenlang Hibah
Kapada Daerah;

Peraturan Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenlang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomaor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah:

Peraturan Pemenntah Nomeor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
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Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Namor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan:

Faraturan Presiden Nomar 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Manteri Dalam Negar Nomar 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen MNomor 59
Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 17 Tahun 2007 lentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menter Dalam Megeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APEBD,

Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengaunaan
Bantuan Keuangan Pariai Politik;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemarintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
Paraluran Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisast
Perangkat Daerah;

Pzraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tenlang Kode
Rekening Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukola Jakarta sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 185 Tahun 2010,

MEMUTUSKARN !

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAS |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

:

Pemerintahan Daerah Provins: Daerah Khusus tbukota Jakaria
atlalah Penyelenggaraan urusan pemerntahan oleh Pemernntah
Laerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta menurut asas olonomi dan lugas
pembantuan dengan prinsip olonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara HKesaluan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerinlah Daerah adalah Gubermnur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
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Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI
Jakarta, adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyal batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemenntaban dan kepenlingan masyarakal selempat menurul
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gubermnur adalah Kepala Daerah Provins: Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Dasrah
Khusus lbukota Jakara.

Kota AdministrasifKabupaten Administrasi adalah Wilayah Kera
Walikota/Bupati yang terdini alas Kecamatan dan Kelurahan.

Walikota/Bupati adalah WalkotaBupati di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarla.

Perangkat Daerah adalah Perangkal daerah Pemenntah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekrelaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sekretanat Daerah yang selanjulnya disebul Selda adalah
Sekretarial Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakana

Asgislen Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah Provins:
Daerah Khusus lbukota Jakaria.

Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakara selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkal
SKPD adalah Perangkal daerah pada Pemenntah Provinsi
Daarah Khusus |bukota Jakarta selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

Unil Kerja Perangkal Dasrah yang selanjutnya disebul UKPD
adalah Bagian darn SKPD yang melaksanakan salu atau
beberapa program,

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarla.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutny:
disebut Bappeda adalah Badan FPerencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakara,

Inspekiorat yang selanjulnya disebut Inspeklorat  adalah
Pangawas internal Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakaria

Biro adalah Biro di lingkunpan Sekrelarat Daerah Provins:
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
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Dinas Daerah adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukofa
Jakarta.

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disabul BUMD
adalah Badan Usaha Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi yang
selanjutnya disebut Kappeko adalah Kanlor PFerencanaan
Pembangunan Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupalen Admimstrasi
ang selanjulnya disebut Kappekab adalah Kantor Perencanaan

mbangunan Kabupaten Administrasi Kepulavan Seribu
Provinsi Daerah Khusus lhukotla Jakarta,

Inspektorat Pembantu Kola Administrasi adalah Pengawas

internal Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus lbukola
Jakara.

Inspekioral Pembantu Kabupaten Administrasi adalah Pengawas
internal Kabupalen Adminisirasi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Suku Dinas adalah Unit Kerja Dinas di Kola Administrasi
Mabupaten Administrasi.

Kas Umum Daerah adalah Tempal penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Gubernur unluk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur
untuk menampung selurubh penedmaan daerah dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana keuangan lahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerntah Daerah dan DPRD, dan diletapkan dengan
Faraturan Daerah.

keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerinlahan daerah yang
dapal dinilai dengan uvang lermasuk di dalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah dalam kerangka APBD.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Gubernur yang karena jabalannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan  keseluruhan pengelolaan  keuangan
daerah.

Pejabal Pengelola Keuangan Daerah vyang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjuinya disingkal Kepala BPKD vang
mempunyai lugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bartindak sabagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabal Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang
berindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah

Kuasa BUD adalah Pejabal yang diben Kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah
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Pengguna Anggaran adalah Pejabal pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungs
SKPD yang dipimpinnya,

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah,

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diben kuasa
untuk  melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan
fungsi lata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Keqiatan yang selanjutnya disingkal
PPTK adalah Pejabat pada UKPD SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabatl fungsional yang dilunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
zan memperanggungjawabkan wang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penenmaan Pembantu adalah Pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyelorkan,
menatausahakan dan memperianggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unil kerja
SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk
menerma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
memperianggungjawabkan uang  untuk  keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, manyimpan, membayarkan, menala-
usahakan dan mempedanggungjawabkan uang  uniuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada unit kerja SKPD

Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah Tim yang diangkal
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran unluk
melaksanakan pemilihan penyedia barangfjasa yang memiliki
parsyaratan  keanggotaan, lugas pokok dan kewenangan
sebagaimana persyaralan keanggotaan, tugas pokok dan
kawenangan Kelompok Kerja Unil Layanan Pengadaan.

Pejabal Pengadaan adalah Personil yang memiliki Serifikat

Keahlian Pengadaan Barang/lasa vyang melaksanakan
Fengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjulnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah HKegiatan untuk
mempercleh Barang/Jasa oleh SKPD/UKPD yang prosesnya
dimulai dan perencanaan kebuluhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah Badan usaha alau orang

persecrangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
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Pengawas Teknis adalah SKPD/UKPD Kera Teknis yang
terkait atau konsultan pengawas yang bertugas melaksanakan
pengawasan leknis kegiatan

Pelaksana Teknis adalah Staf SKPD/UKPD Kerja yang terdin
dari tenaga tekmis atau pegawai SKPD/UKPD lain yang
mendapal penugasan dari Kepala SKPD/UKPD Kerna bertugas
melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek/kegiatan
di lapangan baik yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa
maupun pangawas teknis,

Penenmaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas daerah
Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dan kas daerah

Pendapatan Daerah adalah Hak pemenntah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Belanja Daerah adalah Kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Surplus Anggaran Daerah adalah Selsih lebih  antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah  Selisih kurang  antara
pendapatan daarah dan belanja dacrah

Pembiayaan Daerah adalah Semua penenmaan yang periu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan dilgnma
kembali, balk pada tahun anggaran yang barsangkutan
rmaupun pada tahun-lahun anggaran berikutnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjuinya disingkal
SiILPA  adalah  Selisin lebih  realisasi  penenmaan  dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Pinjaman Daerah adalah Semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menenma sejumiah uang atau menerima manfaatl yang
bernilai uang dar pihak lain sehingga dasrah dibebani
kewajiban untuk membayar kembal.

Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang danggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegatan

Belanja Langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/hasil dan kegiatan/program yang akan
alau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualilas yang terukur.

Fungsi adalah Perwujudan tugas kepemernntahan di bidang
tetentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pambangunan nasional

Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebul menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang lerukur sesuai dengan misi SKPD
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Keglatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh
SKPD/UKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran lerukur
pada sualu program dan terdii dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya balk yang berupa personal (sumber
daya manusia), barang maodal lermasuk peralatan dan
teknalogi, dana, atau kombinasi dari beberapa alau kesemua
jenis sumber daya tersebul sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sasaran (largel) adalah Hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan

Keluaran (output) adalah Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapalan
sasaran dan lujuan program dan kebijakan,

Hasil (outcome) adalah Segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dar kegiatan-kegiatan dalam salu
program.

Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perancanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD), adalah Dokumen
perencanaan daerah untuk perode 1 (satu) tahun

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
REA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran

yang bensi program dan kegiatan SKPD serla anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah Tim yang dibenluk dengan Kepulusan Gubemur
dan dipimpin oleh Sekretans Daerabh yang mempunyai tugas
menylapkan serta melaksanakan Kebijakan Gubemur dalam
rangka penyusunan APBD yang anggolanya terdin dari pejabal
perencana daerah, pejabal Badan Pengelola Keuangan
Daerah dan pejabal lainnya sasuai dengan kebuluhan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selamuinya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapalan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Surat Perminlaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat  yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjulnya disingkat
aP20 adalah Dokumen yang digunakan sebagal dasar
pencairan dana yang diterbilkan oleh BUD berdasarkan SPIM

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Pennlah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga
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Uang Persediaan adalah Sejumiah uang tuna: yang disediakan
untuk satuan kerna dalam melaksanakan kegiatan operasional
sehari-han

Surat Penntah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggarankuasa pengguna anggaran  untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanal
kegiatan operasional kantor sehari-han.

Surat Penntah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjulnya disingkal SPM-GU adalah Dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
vang dananya dipergunakan untuk méngganti uang parsediaan
vang telah dibalanjakan

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah Dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi darl jumlah batas pagu
uang persediaan yang lelah ditelapkan sesuan dengan
ketentuan

Piutang Daerah adalah Jumiah uang yang wajib dibayar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak permenntah daerah
yang dapat dinilai dengan vang sebagai akibatl penanjian atau
akibal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau akibat lainnya yang sah

Barang Milk Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dan peralehan lainnya
yang sah

Utang Daerah adalah Jumlah uvang yang wapb dibayar
pemerintah daerah danfatau kewajiban pemerintabh daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, penanpan, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah Dana yang disisinkan untuk
menampung kebuluhan yvang memerlukan dana relati besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Sistern Pengendalian Inlerm Keuangan Daerah adalah Suaiu
proses yang Dberkesinambungan yang dilakukan oleh
lembaga/badanfunit yang mempunyai ftugas dan fungsi
melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi. untuk
menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan.

Kerugian Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyala dan pasli jumlahnya sebaga: akibal
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD, adalah SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi
memberkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang danfalau jasa yang dijual tanpa mengulamakan
mencan  keunlungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produklivitas
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Sural Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah Dokumen yang menyatakan lersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP

Investasi adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, dividen, royalli, manfaal sosial
dan/atau manfaal lainnya sehingga dapal meningkatkan
kemampuan pemarintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Daflar Kebuluhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya
disingkat DKPEBL adalah Pedoman palaksanaan pemeliharaan
dalam salu tahun anggaran

Daftar Kebuluhan Barang Daerah yang selanjulnya disingkat
DKBD adalah Daftar Kebutuhan Barang Daerah dalam satu
tahun anggaran.

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah yang
salanjulnya disingkal DKPBD adalah Daftar kebutuhan
pemelinaraan Barang Daerah dalam satu tahun anggaran

Sisa Administrasl adalah Selisih lebih anggaran yang
tercanium dalam DPA-SKPD dikurangi dengan realisasi
anggaran sasuai nilai kontrak/SPK dan bilaya administrasi
sesuai dengan ketentuan,

Pekerjaan Konstruksi adalah Seluruh pekeraan  yang

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan alau
pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah Jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian terlentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Jasa Lainnya adalah Jasa yang membuluhkan kemampuan
lertentu yang mengulamakan keterampilan (skillware) dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan sualu pekenaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsullansi, pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.

100. Sisa Mati adalah Sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan

(1

(2)

(1)

(2)

lagi untuk pekerjaan tambahan atau dialihkan ke pokerjaan
lain.

BAB I
LIk
Pasal 2

Tahun Anggaran berlaku dalam masa 1 (satu) tahun terhitung
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

APBD setiap tahun diletapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 3

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola
dalam Ag%ﬂ.

Seliap SKPD/UKPD yang mempunyal lugas memungut
dan/atau menernma pendapatan daerah wajib melaksanakan
pemungutan dan'atau penerimaan berdasarkan kelentuan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
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Penerimaan SKPD/UKPD dilarang digunakan langsung untuk

membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan SKPD/UKPD berupa uang atau cek harus disetor
ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) han kerja.

Jumiah belanja yang dianggarkan dalam APBD maerupakan
batas terlinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Pengeluaran lidak dapat dibebankan pada anggaran belanja
jika untuk pengeluaran tersebul tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (G6) dapat
dilakukan jika dalam keadaan darural, yang selanjulnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD danf/atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Kriteria keadaan darural sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai
berikut ;

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemeriniah
daerah dan lidak dapat diprediksikan sebelumnya,

b. tidak dinarapkan lerjadi secara berulang,

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemaearintah daerah;
dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat,

Setiap SKPD/UKPD dilarang melakukan pengeluaran atas

beban anggaran daerah untuk tujuan lain dan yang lelah
ditetapkan dalam APBD,

Pengeluaran belanja daerah didasarkan atas prinsip-prinsip
sebagai bankut ;

a. hemat, idak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebuluhan
leknis yang disyaratkan,

b. efeklif, lerarah dan terkendali sesuai dengan rencana,
program/kegialan serla fungsi setiap SKPD/UKPD,

transparan, akuntabilitas, kepatutan/kelayakan; dan

mengutamakan penggunaan produksi dalam neger, termasuk

rancang bangun dan perekayasaan nasional dengan
memparhatikan kermampuan/potensi Daerah.

en

Pasal 4

Sefiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang
berakibal pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia

atau tidak cukup anggaran unluk membiayal pengeluaran
tersebut.

Atas beban anpgaran daerah lidak diperkenankan melakukan
pengeluaran untuk keperluan

a. perayaan alau peringatan han besar, hari raya, han ulang
tahun/hari jadi SKPD/UKPD, dan sebagainya,

b. pembernan ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan
bunga, dan sebagainya uniuk berbagai peristiwa, kecuali

hadiah alas prastasi masyarakal dan telah diprogramkan
oleh SKPDIUKPD:
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iklan ucapan selamat dan sebagainya;
pesta untuk berbagai penstiwa pada SKPD/UKPD;
. pekan olahraga pada berbagal SKPD/UKPD; dan

pengeluaran lain-lain  untuk kegiatan/keperluan  yang
sajenis/serupa dengan yang lersebut di alas.

~mon

Penyelenggaraan rapal kena, rapal dinas, seminar, perlemuan,
lokakarya, peresmian kantor dan penyambutan pejabat serta
sejenisnya, dibatasi sampai pada hal-hal yang sangal penting
dan dilakukan dengan sederhana.

Pembeniukan panitia dan/atau tim pelaksana kegialan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD.

Kepala SKPD/UKPD waijib mengadakan pengawasan lerhadap
penggunaan alal telekomunikasi, penggunaan air, pemakaian
gas, pemakaian listrik, dan pemakaian alat elekironik lainnya,

Karja lembur hanya dilakukan unluk pekerjiaan yang sifatnya
sangal penting atau mendesak, yang penyelesaiannya fidak
dapat ditangguhkan.

lkatan dinas atas beban anggaran belanja daerah hanya

diperkenankan apabila dana untuk keperluan tersebut telah
dialokasikan dalam DPA-SKFD untuk -

a. pendidikan yang diperlukan uniuk kepentingan daerah; dan
b. siswa/mahasiswa yang berprestasi sangal baik, akan

tetapi tidak mampu melanjutkan pendidikan atas biaya
sendiri,

Pembenan ikatan dinas diletapkan dengan Keputusan Gubemur
unluk jangka waktu 1 (satu} tahun dan dapat diperpanjang

Pemberian tugas belajar dalam alau luar negen bagi pegawai

negern ditetapkan oleh Gubemur sepanjang dananya lelah
dialokasikan dalam DPA-SKFPD.

Honorarium dan tunjangan dibayarkan dalam batas plafon
anggaran yang lelah dialokasikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beraku.

Setelah tahun anggaran berakhir, pejabat yang bertanggung
jawab atas perbendaharaan SKPD/UKPD dilarang menerbitkan
SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan,

BAB NI

STRUKTUR APBD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
APBD merupakan salu kesaluan yang terdin dan ;

da. pendapatan Daerah;
b. belanja Daerah; dan
¢. pambiayaan Daerah,
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Pendapalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf (a) meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar,
yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi semua pengeluaran darl rekening Kas Umum Daearah
yang mengurangl ekuitas dana lancar, yang merupakan
kewajiban daerah dalam 1 (salu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh dasrah

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
humif c meliputi semua fransaksi keuangan untuk menuiup
defisit dan/alau memanfaatkan surplus APED.

Pasal 6
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayal (1) buruf a dirinct menurut urusan Pemenniahan Daerah,

organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayal (1) huruf b dirinci menurut urusan Pemerintahan Caerah,

organisasi, program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek belanja,

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayal (1) huruf ¢ dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah,
omanisasi, kelompok, jenis, obyek dan rinclan obyek pembayaan.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal T

Pendapalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dikelompokkan atas

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. dana permbangan; dan
¢. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(1

(2)

Pasal &

Kelompok PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
terdiri atas :

. pajak daerah;
retribusi daerah;

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
. lain-lain PAD yang sah,

ap oW

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d mencakup ;

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
secara lunal atau angsuran/cicilan:
b. jasa giro;
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(2)

(2)
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pandapatan bunga:

penermaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

penerimaan komisi, polongan ataupun bentuk lain sebagal

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau

jasa oleh daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambalan pelaksanaan

pekernaan,

pendapatan denda pajak.

pendapatan denda retribusi;

pendapatan hasil eksekusi alas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m, pendapatan dari  penyelenggaraan pendidkan dan
pelatihan; dan

n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (ELUD),

@ an

=y
E

— ®T T

Pasal 9

Kelompok Pendapatan Dana Penmbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi -

a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum, dan
¢. dana alokasi khusus.

Jenis dana bagi hasil dirinct menurut objek pendapatan yang
mencakup ;

a. bagl hasil pajak; dan
b. bagi hasil bukan pajak.

Jenis dana alokasi umum hanya terdin atas objek
pendapatan dana alokasi umum.

Jenis dana alokasi khusus dirinci menurul objek pendapatan
menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemenntah.

Pasal 10

Kelompok Lain-ain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ merupakan seluruh pendapatan

daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah
dan dana darurat.

(1)

()

()

Pasal 11

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan
penenmaan daerah yang berasal dari Pemerinlah negara
asing, badan/lembaga asing, badanflembaga inlemasional,
Pemerntah dan Pemerinlah Daerah lainnya, badan/lembaga
dalam negen alau perorangan

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) baik dalam
benluk devisa, rupiah maupun barang danfalau jasa.

lermasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar
kembali.

Pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.



15

Pasal 12

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan
pendapatan yang dilerma dar Pemeriniah dalam rangka
penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

(1)

(<)

(3)

(1)

()

(3

(4]

{5)

Bagian Ketiga
Belanja Daerah
Pasal 13

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayal (3) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemenntahan yang terdirl atas urusan wajib dan urusan
pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang terenlu yang dapal dilaksanakan bersama anlara
Femernniah dan Pemerntah Provinsi DK Jakarta vang
ditelapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

EBelanja penyelenggaraan urusan  wajib  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan uniuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakal dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasiitas sosial dan fasilitas umum yang layak sera
mengembangkan sistem jaminan sosial,

Peningkatan kualilas kehidupan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) diwujudkan melalui prestasi kena
dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan
urusan wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 14

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
ayal (3) diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi, program
dan kegiatan, serta kelompok dan jenis belanja.

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi
perangkatl Provinsi DKI Jakaria.

Klasifikasi belanja menurust fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) terdin atas

a. klasiflikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
b. klasifikasi fungsi p-gelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja rdasarkan urusan pamarntahan
sebagaimana dimaksuu pada ayal (3) huruf a diklasifikasikan
menurut kewenangan Pemeriniahan Provinsi DKI Jakarta

Klasilikasi belania menurut fungsi sebagaimana dimaksud
pada -ayal (3) huruf L yang digunakan untuk tujuan

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara
terdin atas :
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pelayanan umurm;

kelertiban dan keamanan;
akonomi;

lingkungan hidup;

perumahan dan fasilitas umum;
keaehatan,

pariwisata dan budaya;
pendidikan; dan

perlindungan sosial.

~TmepaoFe

Klasifikasi belanja menurit program dan  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesualkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

Penganggaran dalam APBD unluk kelompok belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan belanja yang dianggarkan lidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibagi menurul jenis belanja yang terdini dari :

belanja pegawai,
bunga;

subsidi;

hibah;

bantuan sosial;
bantuan keuangan; dan
balanja tidak terduga

©meangw

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan belanja yang dianggarkan terkall secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (4)
dibagi menurut jenis belanja yang terdini dari :

&. belanja pagawai;
tr. belanja barang dan jasa; dan
¢ belanja modal;

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf a
merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serfa penghasilan lainnya yang diberikan kepada

pegawal negen sipl yang ditelapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dianggarkan pada belanja SKPD/UKPD berkenaan sesua
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan,



(8)
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Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, dan belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hurul b sampai dengan huruf g hanya
dapat dianggarkan pada balanja BPKD

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
dianggarkan pada belanja SKPD/UKPD berkenaan

Pasal 16

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang
yang dihilung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding)
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka manangah
dan jangka panjang.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(n

(2)

Pasal 17

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya
produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksifjasa yang dihasikan dapat terjangkau oleh masyarakat
banyak,

Perusahaan/lembaga terentu sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) adalah perusahaanflembaga yang menghasilkan
produk alau jasa pelayanan umum masyarakal.

Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit
sesual dengan ketenluan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.

Dalam rangka peranggungjawaban pelaksanaan APBD,
penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan laporan perlanggungjawaban penggunaan
dana subsidi kepada Gubarnur,

Belanmja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga
penerima subsidi dalam Peraturan Daerah lemlang APBD

yang peraluran pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam
Peraturan Gubemur.

Pasal 18

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
hurul d digunakan unluk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemenniah
atau pemenntah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/
pamrangan yang secara spesiik telah ditetapkan peruntukannya

Belanja hibah dibenkan secara seleklif dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah, rasionalilas yang pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Gubamur,
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Pemberian hibah dalam bentuk vang atau dalam beniuk
barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemenntah Daerah

tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 19

Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemernintahan di Daerah,

Hibah kepada Perusahan Daerah bertujuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Hibah kepada Pemeriniah Daerah lainnya berujuan uniuk

menunjang peningkalan penyelenggaraan Pemernntahan
Daerah dan layanan dasar urmum.

Hibah kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakalan
berujuan unluk meningkatkan parlisipasi penyelenggaraan
pembangunan daerah alau secara fungsional terkait dengan
dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dilaporkan Pamerintah Daerabh kepada Menten

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun
Anggaran.

Pasal 20

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bersifat
bantuan yang fidak mengikatfidak secara terus menerus dan
tidak wajib serla harus digunakan sesuai dengan persyaratan
vang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Hibah yang diberikan secara lidak mengikal/tidak secara lerus
menarus diartikan bahwa pembearian hibah tersebul ada batas
akhimya tergantung pada kemampuan keuangan daerah
dan kebutuhan alas kegialan fersebul dalam menunjang
panyvelenggaraan Pemenniahan Daerah.

Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya memual identitas penerima
hibah, tujuan pemberian hibah, jumiah uang vang dihibahkan

Fasal 21

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayal (3) hurul e digunakan untuk menganggarkan
pemberian banluan yang bersifat sosial kemasyarakatan

dalam benluk uang dan/atau barang kepada kelompok/
anggola masyarakat.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

" diberkan secara selektif, tidak terus menerusiidak mengikat

serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan
memperlimbangkan kemampuan keuangan daerah yang
pelaksanannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Banluan sosial yang diberikan secara tidak lerus
menerus/idak mengikat diartikan bahwa pembenan bantuan
tersebut tidak wajib dan ftidak harus diberikan satiap tahun
anggaran,



16

Pasal 22

Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan

peraturan  perundang-undangan dianggarkan dalam belanja
bantuan keuangan.

Pasal 23

Gubernur menetapkan Tala Cara Pemberian Belanja Hibah/
Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 24

{1} Belanja tidak lerduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayal (3) hurul g merupakan belanja unluk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang
tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang
telah ditutup.

(2) Kegiatan yang bersifal lidak biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu unluk tanggap darurat dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyalenggaraan
pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan
ketertiban masyarakat di daorah.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bagian Keampat
Pembiayaan Daerah
Pasal 25

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c terdin dan penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.

(2) Penenmaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) mencakup -

SILPA tahun anggaran sebelumnya:

pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman;

penarimaan kembali pembearian pinjaman; dan
panerimaan piutang daerah.

~pap T

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) mencakup :

o

pembentukan dana cadangan;

b. penyeraan modal {(investasi) Pemerintah Daerah,
¢. pembayaran pakok ulang; dan

d. pembenan pinjaman Daerah,



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pembiayaan neto merupakan selisih antara penenmaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Jumilah pembiayaan neto harus dapal menutup defisit
anggaran.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesalu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 26

Gubermur selaku Kepala Daerah adalah Pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan dacrah
yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan

menetapkan kebijakan lentang pelaksanaan APED,
menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah,
menalapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
menetapkan bendahara penerdmaan danfalau bendahara
pengeluaran;

menelapkan pejabal yang bertugas melakukan pemunguian
penerimaan daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
utang dan piutang daerah;

4. menetapkan pejabal yang berugas melakukan pengelolaan
barang milik daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujan
alas tagihan dan memernntahkan pembayaran

apoo

®

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan sebagian
alau seluruh kekuasaannya kepada

a. Sekrelaris Daerah selaku koordinalor pengelola keuangan
daerah;

b. Kepala BPKD selaku PPKD: dan

c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan
dengan Kepulusan Gubermnur berdasarkan prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang
menenma atau mengaluarkan uang.
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Bapian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 27

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

(2)

{3)

(4)

(1)

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (3)
huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam
membantu Gubemur menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lermasuk
pangelolaan keuangan daerah,

Koordinalor Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) mempunyai tugas koordinasi di
bidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
APED:;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
barang daerah,

c. ﬁngaﬁunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan

d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. lugas-tugas Pejabal Perencana Daerah, Pgjabal Pengelola
Keuangan Daerah dan Pejabat Pengawas Keuangan
Daerah; dan

. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
peranggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain lugas-lugas sebagaimana dimaksud pada ayal (2)

koordinalor pengelolaan keuangan daerah juga mempunya
lugas ;

memimpin TAPD,

menyiapkan pedoman palaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan Barang Daerah,
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-
SKPD; dan

&. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Gubermnur.

apoh

Koordinalor pengelolaan keuangan daerah  beranggung
jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) dan ayat (3) kepada Gubemur.

Bagian Ketiga
Pejabal Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 28

Kepala BPFKD seiaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayal (3) hurul b mempunyai lugas sebagai berikut.

a. menyusun dan  melaksanakan  kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;



(2)

(3)

(4)

{5}

(1)

c. melaksanakan pemungulan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam  rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Gubermur.

FPPED dalam melaksanakan fungsinva selaku BUD
berwenang :

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD,

melakukan pengendalian palaksanaan APED,

membankan pefunjuk teknis pelaksanaan sisterm penenmaan

dan pengeluaran kas daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

pinjaman alas nama Pemerintah Daerah,

g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

h. menyajikan informast kevangan daerah; dan

i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sara

penghapusan barang milik daerah.

apow

|

PPED selaku BUD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menunjuk pejabat di lingkungan
BPKD selaku kuasa BUD.

Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
ditetapkan dengan Keputusan Gubermur,

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur melalui Sekrelans Daerah.

Pasal 20

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4),
mempunyai tugas

menyiapkan anggaran kas;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

menyimpan seluruh bukli ash kepemilikan kekayaan

daerah;

2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank danfatau lembaga keuangan lainnya
yang ditunjuk;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD ;

menyimpan uang daerah;

melaksanakan pencrmpalan uang daersh dan mengelola/

menatausahakan investasi:

1. melakukan pembayaran bardasarkan perminlaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum
daerah;

anpow

o
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j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah,

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

I melakukan penagihan piutang daerah.

{2) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD.

Pasal 30

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan
BPKD untuk malaksanakan lugas-lugas sebagai barikut |

a.
b.
c.

d.

i

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pembenan jaminan
atas nama pemernniah daerah;

melaksanakan sistem akuniansi dan pelaporan keuangan
daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sefa
penghapusan barang milik daerah.

Bagan Keempat
Pejabal Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 31

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf ©
mempuryai tugas :

a. menyusun RKA-SKPD,

b. menyusun DPA-SKFPD;

¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

¢ melakukan pengujian atas tagihan dan memernntabkan
pombayaran;

{. melaksanakan pemunguian penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikalan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa yang meliputi:

1) spesifikasi leknis Barang/Jasa;

2} Harga Perkiraan Sendin (HPS); dan

3) rancangan Kontrak,

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
menandatangani Kontrak;

melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
meanelapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;

. menetapkan tim alau lenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer) unuk membantu pelaksanaan tugas Panitia
Pengadaan Barang/Jasa,

n. menelapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia BaranalJasa;

o. menandatangani SPM,;
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mengelola utang dan pivtang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melaksanakan lugas-lugas pengguna anggaran/pengguna
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Gubarnur;

bertanggung jawab alas pelaksanaan lugasnya kepada
Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Apabila Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna
barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk
Pejabat Pembuat Komidmen (PPK) pelaksanaan lugasnya
mengacu pada Peraturan Presiden NMomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerinlah besera
perubahannya.

Bagian Kalima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

(1)

(2)

(3)

Pas=al 32

Pejabal pengguna anggaran/pengguna barang dalam
melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
dapal melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala
UKPD pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) berdasarkan perfiimbangan, besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kena, lokasi,
kompetlensi danfalau rentang kendali dan pertimbangan
obyektil lainnya

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagamana gimaksud
pada ayal (1), untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang
anggarannya melekat pada DPA-SKPD, meliputi:

a. melakukan findakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menelapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa yang medpuli:

1) spesifikasi leknis Barang/Jasa;

2) Harga Perluraan Sendin (HPS); dan

3) rancangan konfrak.

menarbitkan Sural Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

menandatangani Kontrak:

. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

menelapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
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menatapkan tim atau tenaga ahli pemben penjelasan
teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas
Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

. menelapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia Barang/Jasa;
menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

. menandatangani SP.J; -
. mengawasi pelaksananaan anggaran UKPD yang menjadi

tanggungjawabnya;

. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD;

dan

melaksanakan lugas-lugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat

pengguna anggaran.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang
memiliki DPA-SKPD sendiri, meliputi:

a

b,
G
d.

g

= Bl ot

menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD:
menyusun dan mengusulkan anggaran kas UKPD:
melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung
jawabnya;

melakukan pengujan alas lagihan dan memenntahkan
pembayaran;

mengadakan ikalan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas nrﬁgarﬁn yang telah ditetapkan;
mengangkal Panitia'Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
mengangkal Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
menelapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa yang meliputi;

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) rancangan Konirak,

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
menandatangam Kontrak;

melaksanakan Konlrak dengan Penyedia Barang/Jasa,

manetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa,

. menelapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan

teknis (aanwijzer) unluk membantu pelaksanaan tugas
Panilia Pengadaan Barang/Jasa;

menelapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa;

menerbitkan dan menandatangani SPM-UP, SPM-GU,
SPM-TU, dan SPM-LS;

menandatangani SPJ;

mangawasi pelaksananaan anggaran UKPD yang menjadi
tanggungjawabnya;

melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD:
melaksanakan tugas-lugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat
pengguna anggaran,

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur atas usul kepala
SKPD, termasuk dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang!
Jasa sesuai Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tenlang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah
beserla Perubahannya.
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(6) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab alas

pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang.

(7) Apabila Kepala UKPD selaku kuasa pengguna anggaran/

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

kuasa pengguna barang dalam pelaksanaan pengadaan
barangfjasa menunjuk Pejabal Pembuat Komitmen (PPK],
pelaksanaan lugasnya mengacu pada Peraturan Prasiden
Nomor 54 Tahun 2010 tenlang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya.

Bagian Keenam
Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD
Pasal 33

Pajabal pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa
pengguna anggaran‘kuasa pengguna barang dalam
melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada
SKPDIUKPD selaku PPTK,

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
berdasarkan perimbangan kompetensi jabatan, anggaran
kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan obyekll lainnya.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayal (1) beranggung
jawab kepada pejabal pengguna anggaran/pengguna barang
alau kuasa pengguna anggaranfkuasa pengguna barang

PPTK mempunyai tugas :

mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegatan, dan

menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan,

mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/

Jasa kKepada PAJKPA;

menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

kepada PAJKPA dengan Berita Acara Penyerahan,

9. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PAKPA setiap tiwulan;

h. menyimpan dan menjaga keutuban seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

. mengusulkan kepada PAKPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2) parubahan jadwal Kegialan pengadaan;

ma fpoo

Terhadap pelaksanaan lugas PPTK sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d sampai dengan huruf i, apabila PA/KPA
menunjuk Pejabal Pembual Komitmen (PPK) maka lugas

PPTH dimaksud dilaksanakan oleh Pejabal Pembuat Komitmen
(PPK),

Dokumen anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf & mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun
dokumen administrasi yang terkait dengan syaral-syarat

pembayaran yang ditetapkan sesuai Peraluran Perundang-
undangan.



(1)

(<)

(3)

(4)

(3)

Bagian Kelujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

Pasal 34

Umuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPD. Kepala SKPD manetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi lata usaha keuvangan pada SKPD sebagai pejabat
penatausahaan keuangan-SKPD

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah

a. Kepala Bagian HKeuangan Sekretarial Daerah pada
Sekretarat Daerah;

b. Kepala Bagian yang membidangi keuangan pada Biro-
Biro;

€. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD;

d. Kepala Sekretariat pada Inspekioral, Badan dan Dinas;

e Kepala Bagian Kouangan pada Kola Administrasif
Kabupaten Admimisirass,

f. Kepala Bagian Keuangan/Kepala Bagian Tata Usaha
pada RSUD dan RSKD;

g. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektoral
Fembantu Kota Administrasifllnspekioral Pembaniu
Kabupaten Adminisirasi, Kantor, Suku Dinas, Puskesmas.
dan UFT; dan

h. Sekretars pada Kecamatan dan Kelurahan,

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mempunyal
lugas :

a. menelli kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. menelili kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta
SPP-LS Gaji dan Tunjangan serla penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;

menyiapkan SPM,;

melakukan verifikasi hanan alas penerimaan;

melaksanakan akuntansi SKPD: dan

menyiapkan laporan keuangan SKPD.

e =~0an

Untuk pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuanaan
pada Biro, Inspektoral Pembantu Kola Administrasifinspektorat
Pembantu Kabupalen Administrasi, Suku Dinas, Kecamatan,
Kelurahan, Puskesmas dan UPT, dilakukan oleh PPK-SKPD

pada Sekretariat Daerah. Inspektorat, Kota Administrasi/
riabupalen, dan Dinas.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagal pejabal yang
berugas melakukan pemungutan Penerimaan MNegara/Daerah,
Bendahara danfitau PPTI.
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Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 35

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Kepala SKPD
mengusulkan calon Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pangeluaran kepada PPRD.

Gubernur atas usui PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan lugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada
SKPD.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pejabal fungsional.

Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran baik secara
langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bartindak sebagai penjamin alas kegiatan/pekenaan/panjualan
lersebut, serta menyimpan uang pada sualu bank atau
lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Gubernur
menetapkan bendahara penenmaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembaniu pada UKPD yang bersangkutan

Bendahara penenmaan dan bendahara pengeluaran secara

fungsional beranggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 36

Eendahara Penenmaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) wajib manyetor saluruh vang yvang diterima paling lama
dalam waklu satu han kerja setelah penerimaan ke Kas Daerah
atau ke Bank yang ditunjuk alas nama Rekening Kas Daerah

SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), penggunaan atas
penerimaan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu harus menyimpan uang pada Bank DKI atau Bank
Pemerintah lain yang ditunjuk.

Setiap penarikan uang dan Bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus ditandatangani oleh :

. Kepala SKPD bersama dengan Bendahara Pengeluaran;
dan

b Kepala UKPD bersama dengan Bendahara Pengeluaran
pembaniu,
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Untuk keperluan pembayaran lunai sehari-hari, seliap Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diizinkan
mempunyai persediaan uang tunai paling banyak sebesar
Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perubahan atas batas jumiah sebagaimana dimaksud pada
ayal (3) ditetapkan oleh Gubemur.

Pasal 38

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembaniu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut.

Pendidikan paling kurang SLTA;

Memiliki Serlifikat Bendahara;

Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (Ilfa);

Pegawai Neqeri Sipil;

Tidak menjabat sebagai pejabat struktural;

Tidak menjabal sebagal Bendahara lebih dari 5 (lima) tahun

berturut-turut pada SKPD/UKPD yang bersangkutan;

g. Tidak lerkena hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
pada Peraturan Pemeriniah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negen Sipil selama :

1. 1 (satu) lahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
2. 2 (dua) tahun terakhir unfuk hukuman tingkat sedang; dan
3. 3 (tiga) tahun terakhir untuk hukuman tingkat berat.

h. Usia tidak melebihi 53 (lima puluh tiga) tahun pada awal

tahun anggaran.

—~ennoD

Penelitian terhadap Calon Bendahara Penenmaan/Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Penerimaan  Pembantu/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dilakukan minggu ke 2 (dua) bulan
Oktober oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
Pembantuw/Bendahara Pengeluaran Pembaniu yang terdin dari :

a. Ketua Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
b. Sekretaris . Kepala Bidang Pembinaan
&, Angoota ¢ 1. Unsur BPKD:

2. Unsur Inspekioraf;

3. Unsur Badan Kepegawaian Daerah; dan
4. Unsur Biro Hukum,

Bendahara Penenmaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
melakukan perjalanan dinas, culi, sakit atau karena sesualu hal
berhalangan hadir diatur dengan ketentuan sebaaai berikut.

a. Apabila melebihi 3 (liga) hari sampal paling lama 1 (satu)
bulan, wajib memberikan Sural Kuasa kepada petugas yang
ditunjuk unluk melakukan tugas-tugas Bendahara dengan
disertai sural tugas Kepala SKPD/UKFD:

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (liga)

bulan, pelugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
hurul a melanjutkan tugas-lugas Bendahara dan dibuatkan
Berita Acara Serah Terima dan tembusannya disampaikan
kepada Gubemur, Inspekiur, Kepala Badan Pangelola
Keuangan Daerah dan Bendahara yang bersangkutan paling
lama 6 {enam) hari kerja setelah serah terima dilakukan;
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c. Apabila melebihi 3 (liga) bulan, Bendahara belum dapal
melaksanakan lugasnya maka Bendahara yang bersangkutan

dianggap telah mengundurkan dir atau berhenti dan jabatan
sebagai Bendahara.

d. Selanjutnya unluk mengisi jabatan Bendahara sebagaimana
dimaksud pada hurul c, Kepala SKPD/UKPD yang
bersangkutan mengusulkan penggantinga kepada PPKD
dengan tembusan kepada Inspekioral paling lama 6 (enam)
hari kerja sejak tanggal pemberhentian/ pengunduran dir;

a. Selelah diterimanya usulan calon Bendahara Pengganli
sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPKD memproses
Keputusan Gubernur tentang Penelapan Bendahara
Fenggantl; dan

f. Sebelum calon Bendahara pengganti sebagaimana dimaksud
pada hurul e ditetapkan, semua lugas-lugas pengelolaan

keuangan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh
Kepala SKFD/UKPD.

Pasal 39

Cialam hal Bendahara meninggal dunia atau dimutasikan, maka
Kepala SKPD/UKPD mengusulkan calon Bendahara pengganti
kepada PPKD dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dengan mengacu
kepada ketentuan Pasal 38 ayal (1).

Setelah diterimanya wusulan calon Bendahara pengganl
sebagaimana dimaksud pada aval (1) Pejabal Pengelola

Keuangan Daerah memproses Keputusan Gubemur tentang
Penelapan Bendahara pengganti.

Bagan Kesembilan

Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 40

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
dapat dibanlu oleh Pembantu Bendahara.

Fambaniu Bendahara penermaan sebagaimana dimaksud

pada ayal (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat
dokumen penermaan.

Pembantu Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembual
dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji  dan
lunjangan.

Pembaniu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran dalam pelaksanaan tugasnya bertangqung jawab
kepada Bendahara Penenmaan, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Penngeluaran
Pembantu.
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BAB V
PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
DPA-SKPD
Pasal 41

PPED memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun
rancangan DPA-SKPD setelah Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan.

Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merinci  sasaran yang hendak dicapai, program, kegatan,
anggaran yang disediakan unfuk mencapai sasaran lersebul,

dan rencana penarikan dana fiap-tiap SKPD serta pendapatan
yang diperkirakan.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada
PPKD paling lama & (enam) hari kerja setelah pamberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 42

TAPD melakukan inventarisasi dan kompllasi atas rancangan
DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD paling lama

15 (lima belas) har kerja sejak ditelapkannya Peraturan
Gubernur tentang penjabaran APBD.

Bappeda selaku Anggota TAPD melakukan verifikas terhadap
kesesuaian indikator kinerja RKPD dengan tolok ukur kinerja
output danfatau hasil kegiatan pada DPA SKPD.,

Berdasarkan hasil wverifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayal (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan
persetujuan Sekretaris Daerah,

DPA-SKPD yang lelah disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh masing-masing kepala SKPD kepada
BPKD, Inspektorat, Bappeda dan Badan Pemeriksa Keuangan
paling fama 7 (lujuh) har kerja sejak tanggal disahkan.

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayal {2) digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran cleh Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

Bagian Kedua
Anggaran Kas
Pasal 43

nepala SKPD berdasarkan DPA-SKPD menyusun rancangan
Anggaran Kas SKFD,

Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan
dengan DPA-SKPD

Pembahasan rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
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Pasal 44

PPKD selaku BUD meanyusun anggaran kas unluk dijadikan
zehagai bahan pangelolaan kas,

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas guna mengalur
ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD
yang telah disahkan.

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memual
perkiraan arus kas masuk vang bersumber dan penanmaan
dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan uniuk
pengeluaran dalam pelaksanaan APBD seliap periode

Mekanisme pengelolaan anggaran kas ditetapkan dengan
Feraturan Gubernur,

Pasal 45

Anggaran Kas baik yang dilaksanakan cleh penyedia barang/
jasa maupun swakelpla yang ditelapkan oleh Kepala SKPDY
UKPD memuat antara lain :

3. Pembagian tahapan penerimaan dan pelaksanaan kegiatan
unluk masing-masing kegialan,

b. Rencana jadwal wakiu unluk masing-masing lahap
pekerjaan dengan melibatkan SKPDIUKPD Teknis yang
membidangi;

¢c. Rencana biaya untuk masing-masing jenis pekerjaan, dan

d. Omanisasi Kegiatan

Farmat penjadwalan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) bentuk dan isinya sesual contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubermur ini.

Apabila terjadi perubahaan atas kegiatan, nncian kegiatan dan
uralan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Kas
dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran

Apabila terjadi perubahan atas perawalan/pemeliharaan yang
tercantum dalam Anggaran Kas dapal diadakan survey kembali

bersama-sama dengan SKPD Teknis yang bersangkutan
dengan melakukan

a. Peninjauan lapangan;
b. Pembuatan folo-folo;

c. Skelsa kondisi barang; dan
d. Perhitungan perkiraan anggaran biaya.

Khusus untuk tingkal Kota Adminisirasi'Kabupaten kegiatan
survey kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditakukan
dengan mengikutsertakan SKPD/UKPD Teknis yang membidang:
dan SKPD yang bersangkutan

Pasal 46

satelah penetapan angparan kas, PPKD menerbitkan SPD

Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal
dilimpahkan kapada kuasa BUD.

Pengeiuaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD
alau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
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Penarbitan SPD dilakukan seliap tiwulan  berdasarkan

anggaran kas yang telah dibuat oleh SKPD dan disetujul oleh
BFED.

Fenerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayal (4) diatur
sabagai berikut .

a. Kelompok belanja lidak langsung jenis belanja pegawai dan
belanja bunga, diterbitkan sekaligus dalam 1 (salu) tahun
tanpa permohonan

b. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja lidak
terduga, dan biaya pemungutan, diterbitkan berdasarkan
permohonan.

c. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan
sosial dan belanja hibah diterbitkan per koordinator
berdasarkan permohonan

d. Kelompok Belanja Langsung diterbitkan per program
kebutuhan per triwulan untuk saluruh SKPDIUKPD

SPD berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan.

aPD yang sudah diterbitkan sebelum perubahan APBD 1ahun
berkenaan, dalam hal kegiatan-kegiatan yang lercantum dalam
SPD tersebul mengalami pengurangan anggaran, maka SPD

dimaksud mengalami revisi dengan tanggal dan nomor yang
sama.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Pasal 47

Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah menetapkan kebijakan untuk menggali potensi Pajak

Zan Retribusi dan menentukan besaran tarf yang diletapkan
dangan Peraturan Daerah

SKPD/UKPD lidak diperkenankan mengadakan pungulan dan

atau tambahan pungutan diluar kelelapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),

Setiap SKPD yang memungul Pendapatan Daerah wajib
mengintensifkan  pemungutan  pendapatan vyang menjadi
wewenang dan langgung jawabnya,

Semua Pendapatan Daerah dilakukan melalui rekening kas
umum daerah,

Setiap pendapatan harus didukung oleh bukli yang lengkap
can sah alas setoran dimaksud,

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penermaan Pembantu
wajib menyetor seluruh penaerimaannya ke rekening kas umum
daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pasal 50

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukli yang lengkap

dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih,

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD hdak
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD ditetapkan dan ditempaltkan dalam lembaran Daerah

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayal (2) lidak
termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifal wajib yang diletapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

SKPDVUKPD pada tiap tahun anggaran, menyusun anggaran
belanja gaji dan tunjangan pada masing-masing SKPD/
UKPD yang bersangkutan dan paling lama tanggal 1 Juli
menyampaikan kepada Gubemnur dalam hal ini Kepala Badan
Kepegawaian Daerah serla lembusan kepada Inspekiorat/
Inspekiorat Kola'Kabupalen, Kepala Bappeda/Kappeko/Mappekab.

Rencana lersebut disahkan cleh Gubernur setelah mendapatl
perfimbangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan

Badan Kepegawaian Daerah selambat-selambalnya tanggal
20 Ju.

Pasal 52
Gaji Pegawai Negen Sipil dialokasikan dalam APBD.

Pemenntah Daerah dapal membenkan tambahan penghasilan
kepada Pegawal Negen Sipil Daerah berdasarkan perimbangan
yang obyekiif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketenluan peraturan perundang-undangan.

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran
pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
polongan dan pajak yang dipunguitnya ke rekening Kas
MNegara pada bank pamerintah atau bank lain yang ditetapkan
Menteri Keuangan sebagai bank persepsi alau pos giro
dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemberian kenakan gaji berkala dilakukan dengan surat

pemberilahuan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas
nama Gubernur,

Pemberian kenaikan gaji berkala tidak dapat beraku surut
lebih dari 2 (dua) lahun.
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Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat

keputusan oleh pejabal yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibenkan
tunjangan beras dalam benluk uang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) ldak
diberikan rangkap.

Pasal 55

Tunjangan anak dan tunjangan beras uniuk anak yang
diberikan kepada pegawai negeri dibalasi  sebanyak-
banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.

Dalam hal pegawai pada langgal 1 Maret 19094 telah
memperleh lunjangan anak dan funjangan beras uniuk lebih
dari 2 (dua) dua orang anak, kepadanya telap diberikan

tunjangan unluk jumlah menurut keadaan pada langgal
tersebut,

Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang
mempercleh lunjangan anak berkurang karena menjadi
dewasa, kawin atau meninggal dunia, pengurangan torsabu

tidak dapal diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dan
2 (dua),

Pasal 56

Tiap SKPD/UKPD mengadakan fata usaha kepegawaian unfuk
mengelabul pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun,
yang diproses lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 57

Sefain gajl, pegawal juga diberikan tunjangan lainnya sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan,

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 58

Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) tidak

termasuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat
mengikat.

Sefiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah mengenal hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih

Pasal 59

Gubemur membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas linggi dan penting
serla mengadakan penghematan dengan mengurangl frekuensi
jumlah orang dan lamanya perjalanan.
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Perjalanan dinas untuk pejabat esefon I, Il dan IV harus
mendapal penugasan dari Sekda melalul Asisten yang
membidangi dan untuk Pejabat Eselon | harus mendapat
penugasan dari Gubernur

Permohonan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) diajukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum
keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi
dengan :

a, penjelasan mengenal urgensialasan perjalanan dan nncian
programnya dengan menyerlakan undangan, konfirmasi
dan dokumen yang berkailan;

b. izin tertulis dari instansi yang bersangkutan apabila
seorang pejabal/pegawai berasalldiajukan inslansi |ain,
dan

c. pemyataan'keterangan atas pembebanan biava peralanan
dinas.

Penalanan dinas luar neger SKPDIUKPD yang Anggarannya
dialokasikan dari APBD untuk menghadiri seminar, lokakarya,
simposium, konferensi, melaksanakan peninjauan, studi
parbandingan serla inspeksi harus dibatasi dengan ketal seria
proposalnya oleh Asisten yang membidangi.

Dalam tap sural penugasan mengenal perjalanan dinas
luar negen dinyatakan pembebanan biaya perjalanan dinas

Biaya penalanan dinas atas beban APBD dianggarkan pada
DPA-SKPD Sekda kecuali SKPD/UKPD yang karena tugas
dan fungsinya harus melakukan perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pejabat/pegawai
yang diperintahkan untuk melakukan pedalanan dinas
sebelum perjalanan tersebut dimulal.

Pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan
dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubearmur,

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Pasal 60

Pengelolaan anggaran pembiayaan Daerah dilakukan oleh
BPKD,

Semua penerimaan dan pengeluaraan pambiayaan Daerah
dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah,

Pasal 61

Jumiah Pendapatan Daerah yang disisinkan untuk pembentukan
dana cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pemindahbukuan jumlah Pendapatan Daerah yang disisihkan
yang ditransfer dari rekening Kas Umum Daarzh ke rekening
dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukian

Eieh kuasa BUD atas persetujuan Badan Pengelola Keuangan
aerah,



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(3).

Pasal 62

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening
kas umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan
kegiatan dan jumlah dana cadangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraluran Daerah tentang pembentukan dana
cadangan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan
digunakan untuk mendanal pelaksanaan kegiatan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang diletapkan
dalam Peraluran Daerah tenlang pembentukan dana
cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening
kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

dilakukan dengan sural perinlah pemindahbukuan oleh kuasa
BUD atas perselujuan PPKD.

Pasal 63

Penjualan kekayaan milik Daesrah yang dipisahkan dilakukan
sesual dengan ketenluan perundang-undangan

Pencatatan penerimaan alas penjualan kekaynan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukt
penerimaan yang sah,

Pasal 64

Penerimaan PFinjaman Daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang

bersangkutan sesual dengan yang ditetapkan dalam
perjanjian pinjaman berkenaan.

. Penerimaan Pinjaman dalam bemuk mata uang asing

dibukukan dalam nilai rupiah.

Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah didasarkan
pada perjanjian pemberan pinjaman Daerah sebelumnya,
untuk kesesualan pengembalian pokok pinjaman  dan
kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam

Pasal 65

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila
Jumiah yang akan diserlakan dalam lahun anggaran berkenaan

telah ditelapkan dalam Peraluran Daerah tentang penyertaan
Modal Daerah.

Fasal 66

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumiah yang harus
dibayarkan sesual dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya
merupakan priontas utama dari seluruh kewajiban Pemernntah

Daerah vyang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran
berkenaan.
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Pasal &7

Pemberian pinjaman Daerah kepada pihak lain berdasarkan
keputusan Gubernur atas perselujuan DPRD.

(1)

(2)

(1)

(2)

{3

(4)

(S)

Pasal 68

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal
pemerintah Daerah, pembayaran pokok ulang dan pemberian
pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan
oleh PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa
BUD berkewajiban untuk :

a. menaliti kelengkapan penntah pembayaran/pemindahbukuan
yang diterbitkan oleh PPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan
yang tercantum dalam perinlah pembayaran;

¢. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

d. menclak pencairan dana, apabila perinlah pembayaran

atas pengeluaran pembiayaan lidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 69

Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dapal dilakukan
selelah RKA-SKPD disetujui oleh DPRD atau DPA-SKPD
disahkan.

Dalam hal pelelangan/seleksi dilakukan setelah RKA-SKPD
disetujui tetapi DPA-SKPD belum disahkan, pengumuman

dilakukan dengan mencantumkan kondisi DPA-SKPD belum
disahkan.

Penandatanganan Surat Pennlah Kesja (SPK)YKontrak Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
saetelah DPA-SKPD disahkan.

Uniuk pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) Pengguna AnggaranMuasa Pengguna
Anggaran membuat permintaan secara tertulis kepada Panitia
Pengadaan Barang/Jasa

SPK/Konirak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 7 (tujuh) har kerja sejak diterbitkan, lembusannya
sekurang-kurangnya disampaikan kepada :

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Inspekiorat; dan

¢. Inspekloral Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi bagi
kegiatan di tingkat kota Administrasi/Kabupaten.



(1)

(2)

(3)

{4)

(1)

(2)

(1}

(2)
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Paszal 70

Panitia pengadaan barang terpusat pada BPKD melakukan
pengadaan barang kebutuhan SKPD/UKPD yaitu

a Kendaraan dinas operasional standar,
b. Pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya, dan
c. Asuransi Aset (kendaraan dinas operasional dan bangunan)

Panitia pengadaan barang lerpusat pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Kehumasan melakukan pengadaan barang
kebutuhan SKPD/UKPD berupa alat komunikas yang
memerlukan frekuensi khusus

Kepala SKPDIUKPD dapal membeniuk Panita Pengadaan
Barang/Jasa sebelum DPA-SKPD disahkan sepanjang anggaran
telah dialokasikan

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panita Pengadaan
Barang/Jasa, Kelua Panitia dapal menetapkan petugas
sekretarat sesua dengan kebutuhan

Pasal ™1

Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa menggunakan
standansasi harga perencanaan, dengan memperiimbangkan

3. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh Badan Pusal Statistik (BPS),

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapal
dipertanggungjawabkan;

c. daftar biayaftanf BaranglJasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal,

d. iaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan
dengan memperimbangkan faktor perubahan biaya.,

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga beralan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia,

f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis. bak yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain,

g. perkiraan perhilungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer's estimate);

h. norma indeks; danfatau ; dan

I, informasi lain yang dapat dipedanggungjawabkan

Standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul g dibuat dalam benluk Patokan Harga Satuan (PHS)

unluk berbagai jenis Barang/Jasa ditelapkan setiap 6 {enam)
bulan sekal

Untuk jenis barangfasa yang belum ada patokan harga
satuannya, atau apabila lerjadi perubahan harga dalam kurun
waklu sebelum diterbitkannya PHS yang baru, Kepala SKPD/
UKPD dapat menetapkan PHS dengan mempertimbangan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Penetapan PHS oleh Kepala SKPO/UKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan heEada Kepala
BPKD/Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota/Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebagai bahan
masukan uniuk dicantumkan dalam PHS.
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3} PHS sebagaimana dimaksud pada t (2) dipersiapkan dan
G e s s

(6)

(1)

(2)

ditetapkan dengan kepulusan yang atangani oleh :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk bidang
Pengadaan Barang/Jasa lainnya: dan

b. Kepala Dinas Komunikasi, Informalika dan Kehumasan
untuk pekerjaan bidang teknologi informasi baik perangkat
keras maupun perangkal lunak; dan

c. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota untuk pekerjaan
bidang jasa borongan dan konsultasi serta furniture/
meubelair olahan/rakilan yang dibuat sesuai dengan
gambar/desain (customed made).

Standardisasi harga saluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat {3) dipergunakan oleh Kepala SKPD/UKPD
selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
sebagal harga perencanaan dan masukan dalam menetapkan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)YOwner's Eslimate (OE).

Pasal 72

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat
dilakukan dengan sislem bulanan dengan menggunakan
retensi sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) atau sistem

tarmin '_.ranq didasarkan pada presiasi pekeraan sebagaimana
tertuang dalam dokumen konirak.

Jumlah pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan
sesual dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan
melebihi prestasi efjaan yang diselesaikanfiumlah barang
yang diserahkan dengan ketentuan sebagai berkut

a. Unluk pekenaan konstruksi dan jasa Launnz_;a dengan nitai
00 (

pekerjaan Eal'mg tinggi Rp 100.000.000,00 (seralus jula
rupiah) dilaksanakan sebagai berikut,
Tahap Jumiah Angsuran |
Angsuran Frasisel yang dibayarkan
| 20 % J0 % dan milan kontrak |
Il 50 % 30 %% cdarn nikat kontrak
1 75 % 25 %% dari mia kontrak
4T 100 Y 20 %% dari nilal kontrak
W seiesa  omass pomesharaan i 5 % daii nilal kontrak
imasa pemelibnraan unluk
pekeraan parmanen 6 (enam)
bulan, unmtuk pokefaan semi
permanen 3 (liga) bulan dan
masa pemelharaan  dapal
L metampaui tahun angoaran)

Pembayaran angsuran V dapal juga dilaksanakan dengan
cara memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5 %
{(lima persen) dan nilai kontrak,

. Untuk pekefjgan konstruksi, Pengadaan Barang/Jasa lannya

dengan nilai pekerjaan diatas Rp 100.000.000.00 (seratus
juta rupiah) dilaksanakan sebagai berikut.
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Tah Jumilah uran
" Prestasi o
Angsuran yang dibayarkan
i 20 % 20 % dan nilal konlrak
it S0 % a0 % dari nilai kanlrak
i 5% 25 % dari nilai kontrak
I 100 % 25 % dari nilai kontrak
Jamingn pelaksanaan  dikembalikan  dan
diganti dengan jaminan  poemaoliharaan

sphesar § % (lima persen) dan nilai konirak

Jaminan pelaksanaan beraku sejak Sural  Perjanjian/
Kontrak ditandatangani dan berakhir sampai dengan
berakhimya masa pelaksanaan, sedangkan jaminan
pemeliharaan  dikembalikan selelah masa pemelibaraan
saelasai,

c. Uniuk pekeraan jasa konsultansi perancangan/desain teknis
jasa konstruksi dilaksanakan sebagal benkut,

]
Tahap . | dumilah Angsuran yang
Angsuran Tahap Pekerjaan | Prestasi dibayarkan
I Kaonsapsi 110% | 11 % dad nilal kontrak
Parencanaan
] Pra Perencanaan | 260% | 15 %% dari nilai kontrak
{1} Rencana
Pealaksanaan S4.0% | 28 % dar nilal konirak
n Pembuatan
Dokuman BT.5% | 33,5 % dari nila konirak
|
W Pelaksanaan
Pedelangan o Y 2.5 % dari milal kontrak,
| Pengawasan
Berkala 100 % | sesual dengan
persentase pada sediap
tahap pembayaran
angsuran pekerjaan
pemborongannya
| dikalikan 10 % dar nilal
| | — . kontrak konsultans

d. Untuk pekeraan jasa konsullasi perencanaan/perancangan
teknis jasa konstruksi yang dilaksanakan tidak dalam satu
fahun anggaran dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya (x-1
atau lebih), dilakukan sebagai berikut.
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Tahap Tahap Prestasi Jumlah Angsuran
Angsuran Pekerjaan Yang dibayarkan
[
I ml"ﬂm 11,00 % | 11,00 % dan nilai kontrak

i Pra Rencana | 2600 % | 1500 % dar nilal konlrak

Rencana
! Pelaksanaan 5400 % | 28.00 % dari nilal kontrak
" s B7.50% | 33,50 % dan milai kontrak
Dokumen
Palaksanaan

Penyalesaian pembayaran unluk tlahap pelelangan dan
lahap pengawasan berkala dilakukan kemudian bersamaan
tahapan pelaksanaan fisiknya dan dibuatkan kontrak baru
melalui mekanisme penunjukan langsung kepada penyedia
jasa yang sama,

Nilai kontrak dihilung secara proporsional terhadap nilal
tahapan pelaksanaan fisik yang dianggarkan pada tahun
berkenaan.

. Untuk pekerjaan jasa konsullansi non jasa konstruksi dan

jasa konsultansi perencanaan/planning non jasa konstruksi
dapat dilaksanakan sebagal barikut.

Tahap Jumlah Angsuran
Angsuran Tahap Pakerjaan Prestasi yang dibayarkan
I Laporan 20 % | 20 % dari nilal konlrak
Pendahulian
il Laparan Inlermm 50 % 30 % dari nilal kontrak
Laporan Draft Final
imn Laparan Final T5 % 25 % dari nilai kontrak
(termasuk hasll
41 pErencanaan) 100 % | 25 % darni nilai kontrak

Untuk pekerjaan jasa konsultansi pengawasan leknis jasa
konstruksi, pembayaran angsuran dilaksanakan sesual
tahapan pembayaran pekerjaan fisik yang diawasinya.
berdasarkan .

a) Perhitungan tagihan untuk setiap angsuran lerdiri dari
biaya langsung personil dan biaya langsung non
personil,

b) Tagihan untuk biaya langsung personil diperhitungkan
berdasarkan jumiah orang bulan nyata yang flelah
dilaksanakan diserlai dengan tanda bukti daftar hadir

ﬁarrg telah diperiksa dan disahkan oleh pengguna jasa:
an

c} Tagihan untuk biaya langsung non  personil
diperhitungkan berdasarkan semua pengeluaran nyata
yang telah dilaksanakan disertai dengan tanda bukii
penerimaan barang/ pekerjaan, kuitansi, dan dokumen
asli lainnya, vang telah diperiksa dan disahkan oleh
pengguna jasa.



{3)

(4)

(1)

{2)

(3)

{4)

(3

(1)
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Apabila nilai pekenaan yang dilakukan Penyedia Barangl
Jasa sampal dengan Rp 100.000.000.00 (seratus jula rupiah)
alau apabila Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya
memerlukan wakiu yang pendek/singkat, maka Kepala SKPD/
UKPD/Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur pembayaran
sekaligus atau kurang dar 5 (lima) kali angsuran, dengan
ketentuan bahwa setiap angsuran pembayaran  lidak
diperkenankan letih besar dari prestasi pekerjaan yang telah
dilaksanakan.

Apabila nilai pekerfoan yang dilaksanakan Penyedia
Barang/Jasa di atas Rp 100.000.000,00 {seratus juta rupiah).
maka Kepala SKPD/UKPD/Pejabat yang ditunjuk dapal
mengatur pembayaran lebih alau kurang dar 5 (lima) kal
angsuran dengan pertimbangan teknis, dengan kelenluan
bahwa setiap angsuran pembayaran tidak diperkenankan
lebih besar dan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan
dan jaminan pelaksanaan dikembalikan selelah selesal
penyerahan/pemelitharaan

Pasal 73

Kepala SKPDYUKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang
dan pemeliharaan/perawatan barang bergerak harus
memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia dalam DPA-
SKPD sesuai dengan RKBD/RKPBD-SKPD.

Kepala SKPDYUKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang
dan pemeliharaan/perawatan barang bergerak harus membual
DKBLU dan DKPBU, dengan berpedoman kepada slandardisasi

dan patokan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71

DKBU dan DKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada
Kepala Inspeklorat/inspekiorat Pembantu  Kota/Wabupaten
Administrasi. Bappeda/Kappeko/Kappekab sarta Bim Administrasi
yang bersangkutan dan selanjutnya BPKD membual DKED
dan DKPBD untuk masa satu tahun anggaran beralan yang
melipuli kebuluhan barang seluruh SKPD/UKPD di lingkungan

Pemennlah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan
kebuluhan Barang dan Jasa.

DKBU dan DKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku untuk Belanja Langsung,

SKPD yang kantomya menyalu dalam salu  bangunan,
penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD biaya pemeliharaan
gedung dan TAL dialokasikan pada SKPD yang berwenang
mengelola bangunan kantor dimaksud.

Pasal T4
Pemeliharaan dan alau perawalan dilakukan terhadap barang

inventaris yang telah tercalat dalam daftar invenlaris baik
barang dalam pemakaian maupun barang persediaan
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Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan usaha unluk memperlahankan kondisi sualu
barang dan bentuk fisik lainnya agar dapat berfungsi
sebagaimana mestinya alau dalam hal usaha meningkatkan
wujud barang tersebut, serta menjaga terhadap pengaruh
vang merusak sera upaya unluk menghindari kerusakan
komponen/elemen barang akibal keusangankelusuhan
sebelum umumya berakhir.

Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha
untuk memperbaiki kerusakan agar suatu barang dan hanfuk
fisik lainnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD/UKPD segera melaporkan kepada Gubernur
melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah lerhadap barang
SKPD/UKPD yang belum tercatat dalam daftar inventans

Pasal 75

Lintuk pekeraan pemoliharaan dan perawatan SKPDILUKPD
selelah disahkan DPA harus segera melakukan kegiatan
persiapan pembusatan RAB, RIKS dan Gambar.

Pembuatan RAB, RKS dan Gambar dapal dilakukan olsh
Konsullan atau SKPD/UKPD Teknis terkait.

RAB, RKS dan Gambar yang dibual oleh Konsullan sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) harus dikonsullasikan/disahkan
SKPD/UKPD Teknis terkail, dengan memperhatikan ketentuan

sehagaimana fercanium dalam Lampiran | Peraturan Gubermue
ini.

Untuk pembuatan RAB, RKS dan Gambar cleh SKPD/UKPD
Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD/
UKPD mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD/UKPD
Teknis terkait untuk pekeraan perawatan Kelompok |

Untuk pembuatan RAB, RKS dan Gambar pekerjaan
perawatan Kelompok Il dan jasa cleaning service dilakukan
oleh SKPDVUKPD yang bersangkulan,

Penyelasaian RAB, RKS dan Gambar sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lama 20 hari kerja.

Penyelesaian RAB, RKS dan Gambar sebagaimana dimaksud
pada ayal (5) paling lama 5 hari kerja.

Pangelompokkan jenis barang sebagaimana dimaksud pada
ayal (4) dan ayal (5) diatur dalam Lampiran Il Peraturan

Gubermnur ini.
Fasal 76

SKPD/UKPD setelah DPA SKPD disahkan hamus segera

melakukan kegiatan persiapan dengan mengajukan permchonan
rekomendasi kepada



A6

a. Kepala Dinas Pariwizala dan Kebudayaan untuk bangunan
yang memiliki nilai sejarah dan budaya: dan

b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

1. Unluk pekerjaan pembangunan dan pengembangan
system informasi, jaringan dan pengadaan perangkal
keras bidang leknologi informasi;

2. Unluk pekerjaan pengadaan personal compuler dan
notebook (laptop).

{2) Penyelesaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan
rekomendasi diterima.

Pasal 77

(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan uniuk
kepentingan umum dilaksanakan oleh Kepala SKPD/UKPD
yang dialokasikan dalam DPA-SKPD.

(2) Ketlenluan lenlang pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur tersendiri.

{(3) Tala cara pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesual dengan Ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan/Kontrak Tahun Jamak
Pasal 78

(1) Gubemur dapal menyelenggarakan Kontrak Tahun Jamak

(2) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya unluk
masa labih dan 1 {satu) Tahun Anggaran.

(3} Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan pekerjaan yang sudah terukur secara jelas dan

pasl, yang didukung dengan dokumen perencanaan yang
lengkap,

(4} Penmtahapan pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak harus |glas
dan dapat dipettanggun - swabkan secara teknis, menguniungkan
Pemenntah Provinsi O lakarta sera tidak merugikan Penyedia
Baranpg/Jasa, sehingy alokasi anggaran tahunan harus

sudah diperkirakan de jan harga-harga pada tahun yang
akan datang,

{5) Pengusulan Konirak Tahun . mak dilakukan oleh SKPD/
UKPD kepada Bappeda.

(6) Bappeda mengkaji dan meneruskan usulan kegiatan kontrak
tahun jamak kepada Gubernur unluk dibahas oleh panitia
khusus DPRD,
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Berdasarkan parsetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayal (6), Bappeda mempersiapkan Keputusan Gubemur tentang
Penelapan Kegiatan/Kontrak Tahun Jamak.

Alpkasi anggaran untuk Kontrak Tahun Jamak sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) merupakan prioritas yang harus
ditetapkan pada seliap tahun anggaran selama pelaksanaannya.

Tata cara pengusulan dan pengkajian kegiatan kontrak tahun
jamak ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.

(10) SKPD/UKPD tidak diperkenankan mengusulkan kegiatan/

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(4)

(5)

kontrak tahun jamak tanpa melalui ketentuan yang ditetapkan,
Pasal 79

Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
merupakan satu kesatuan pekerjaan dan tanggung jawab

Konlrak jamak dilaksanakan oleh 1 (salu) Penyedia Barang/
Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa,

Untuk Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuatkan kontrak induk dan kontrak anak.

Kontrak induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat
1 {satu) kali yang harus memuat nilai keseluruhan pekerjaan,
jangka waklu penyelesaian pekerjaan, rincian lahapan
pekerjaan dan pembayaran tiap tahunnya.

Kontrak anak sebagaimana dimaksud pada ayal (4) dibual
pada setiap tahun anggaran yang mencakup jangka wakiu
dan nilai pelaksanaan pekerjaan sesuai anggaran yang
tersedia pada Tahun Anggaran tersebut.

Pasal 80

Rontrak Tahun Jamak, dilakukan melalui proses Pengadaan
Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku,

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan
realisasi anggaran kegiatan/Kontrak Tahun Jamak, maka

dilakukan pembahasan untuk disesuaikan kembali tanpa
merubah kontrak induk.

Pasal 81

(1) Kontrak Tahun Jamak lerbagi atas 2 (dua) kriteria, yaitu

(2)

a. Kontrak Tahun Jamak yang secara teknis tidak dapat
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan harus
selesai dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; dan

b. Kontrak Tahun Jamak yang harus dilaksanakan terus
menarus tanpa terpulus dan tidak bisa ditunda.

Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, persetujuannya melalui mekanisme pembahasan oleh
panitia khusus DPRD.
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(3) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

(1)

(2

(1)

huruf b, persetujuannya tanpa melalui mekanisme pembahasan
oleh panitia khusus, namun sekaligus bersamaan dengan

penetapan APBD pada setiap Tahun Anggarannya.

Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan paling lama selama 12 (dua belas) bulan
datam 2 (dua) tahun anggaran.,

Pasal 82

Kegialankontrak lahun jamak sebagaimana dimaksud pada
Pasal B1 ayat (2) adalah kegiatan yang terukur dan merupakan
satu kesaluan pekerjaan yang berkelanjuian dan fidak dapat
dipisahkan dan tahapan seliap tahunnya, diantaranya :

a. pekerjaan konsiruksi, dan

b. pekerjaan jasa lainnya.

Kegiatan/kontrak lahun jamak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 81 ayal (3), antara lain :

a, pekerjaan pemeliharaan dan jasa kebersihan yvang lidak
dapat terhanti, terkail dengan keamanan dan keselamatan
penghuni atau pemakai bangunan;

b. pekerjaan pemeliharaan dan jasa kebersihan yang lidak
dapat terhenti, terkait dengan keamanan dan keselamatan
masyarakal dan lingkungan;

c. pekerjaan pemeliharaan yang tidak dapat terhenti, terkait

dengan bidang teknologi informasi dan kendaraan dinas
oparasional;

d. pekerjaan pengadaan obat-obatan, asuransi kesehatan,
makanan, minuman dan bahan bakar yang tidak dapat
terhenti terkait dengan keselamatan dan kelangsungan
hidup manusia/satwallingkungan; dan

a. pekerjaan pengadaan jamuan makan istimewa tamu
Gubemur, Wakil Gubeamur dan Sekretaris Daerah, bahan
bakar, jasa angkutan dan sewa mesin folo copy yang tidak

dapat lerhenti terkait dengan kelangsungan tugas dan
fungsi SKPD/UKPD.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 83

Apabila suatu kegiatan telah selesai, Penyedia Barang/Jasa
yang bersangkulan harus menyerahkan hasil pekerjaannya
kepada Panilia/Pejabal  Penerima Hasil Pekeraan dan

dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan yang dilakukan
dalam dua tahap yaitu : a4

a. Serah Terima Tahap Pertama (Serah Terima 1) setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus persen); dan

b. Serah Terima Tahap Kedua (Serah Terima Il) setelah
masa pemeliharaan berakhir,



(2)

(3)

(4)

(3)

(6)
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Berita acara serah lenma pekerjaan tahap pertama dibuat
setelah berita acara prestasi pekerjaan yang menyatakan
hahwa pekerjaan tersebut lelah selesal 100% (seratus persen),
sedangkan berita acara serah lerima pekerjaan tahap kedua
dibuat setelah masa pemeliharaan berakhir dan Penyedia
Barangl/Jasa telah menyelesaikan seluruh kewajibannya disertai
surat jaminan konstruksi sesuai SPK atau sural perjanjan/
kontrak

Berita acara serah lenma pekerjaan lahap pertama can tahap
kedua dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penyedia
Barang/Jasa dan Panitia/Pgjabat Penenma Hasisl Pekerjaan,
tembusan disampaikan kepada Inspektorat/inspekiorat Pembaniu
Kota/Kab, Badan Pengelola Keuangan Daerah paling lama
3 (Bga) hari kerja setelah tanggal berita acara serah lerma
pekerjaan

Bentuk dan isi Benta Acara Serah Ternma Pekefaan sehagamana
conloh format terlampir.

Seliap kegialan yang lelah selesai sesual SPK atau surat
perjanjian/kontrak, Kepala SKPIYUKPD menyerahkan hasil
pekenaan yang menambah asel Daerah, secara keseluruhan
danfatau parsial kepada Gubemnur, dalam hal ini Kepala BPKD
dengan berita acara penyerahan paling lama satu bulan
setelah berita acara serah lerma tahap kedua uniuk dicatat
sebagai asel Daerah, dengan tembusan disampaikan kepada
Inspektorat/inspektoral Pembantu Kota/Kabupaten

Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada penyerahan
hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (5) adalah
sebagai berkut

a. Dalam hal hasil kemiatan berupa bangunan gedung, jalan,
jembatan, saluran, taman, dan pekerjaan umum lainnya,
dokuman dimaksud terdin dari

1 Folokopi DPA-SKPD;

2. Serlifikal alau bukti pemilikanmak atas tanah diserai
bukh pelepasan hak atau pembayaran atas tanah
(kalau dalam kegiatan lermasuk pekerjaan pengadaan
lanah);

SPK atau surat penanpan/kontrak;

Berita Acara Serah Terima pekerjaan tahap | dan tahap Il;

Gambar situasi, gambar perencanaan, dan gambar-

gambar perubabhan vyang teradi selama masa

pelaksanaan (as built drawings),

6 Sural lzin Mendirikan Bangunan (IMB). Apabila belum
ada IMB dapat diganti dengan Surat Keterangan dari
SKPD/UKPD Teknis terkait yang bersangkutan;

7. Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi bermeterai dengan

jangka waktunya antara 2 (dua) sampai 10 {sepuluh)
fahun; dan

L o Ll

b. Dalam hal hasil kegialan berupa barang antara lain,
kendaraan bermotor, alat-alat berat, mesin-mesin kantor,

perabot kanlor dan lain yang sejenisnya, maka dokumen
dimaksud terdiri dari

1. Folokopi DPA-SKPD,
2. SPK atau surat perjanjian/kontrak,



(1)

(2}

(3)

1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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3. Berila acara pemeriksaan barang yang dibuat oleh
panilia pemerksaan Barang Unit yang dibentuk oleh
Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan;

4. Berita Acara Serah Terima Barang;

5. Brosur-brosur dan spesifikasi teknis barang vyang
dianggap perlu; dan

6. Khusus unfuk kendaraan bermotor dilengkapl dengan
BPKB.

Kepala BPKD menyiapkan Keputusan Gubernur untuk
menatapkan hasil kegiatan yang lelah selesai berikut
kekayaannya, untuk diurus  oleh SKPD/UKPD vyang
memanfaatkan hasil kegiatan tersabut.

Setiap akhir tahun anggaran Kepala BPKD menyampaikan
laporan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan
kepada Kepala Inspekloral dan Kepala Bappeda atas
penambahan aset sebagaimana dimaksud pada ayal (6).

SKPO/UKPD vyang wmenenma hasil kegialan benkut
kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus
mengurus dan memanfaatkan hasil kegiatan lersebul
sehingga dapal dicapai sasaran sesuai dengan yang lelah
ditetapkan di dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Panitia/Pajabal Panerima Hasil Pekerjaan

Pasal B4

Kepala SKPD/UKPD menetapkan Panilia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilarang merangkap sebagai
Panitia/Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan,

Kepala SKPD/UKPD dan Pegawal pada Inspeklorat/
Inspekioral Pembantu Kota/Kabupaten dilarang duduk sebagai
anggota Panilia/Pejabal Penerima Hasil Pekeraan pada
SKPD/UKPD yang menjadi objek pemeriksaannya,

Dalam menjalankan/melaksanakan tugas, Panitia/Pejabal
Penarima Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala

SKPDIUKPD.
Bagian Kesepuluh
Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal B5

EUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan
dan pengeluaran Kas Daerah

Untuk mengelola kas Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayal (1), BUD memhuka rekening Kas Umum Daerah pada
bank yang sehal.

Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubermnur.



Pasal 86

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas kepada SKPD alau masyarakal, BUD dapat
membuka rekening penenmaan dan rekening pengeluaran pada
Bank Pemerintah yang ditelapkan oleh Gubernur.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

{3)

(4)

Pasal 87

Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
digunakan untuk menampung penerimaan Daerah setiap
hari.

Ketentuan lentang pelaksanaan penenmaan dan pengeluaran
kas dialur dengan Peraturan Gubemur tersendiri.

Pasal 88

Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal B6

diisi dengan dana vang bersumber dari rakening kas umum
Daerah.

Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengoluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Kas Non Anggaran
Pasal 89

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penarimaan
dan pengeluaran kas dari pihak ketiga yang tidak

mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembrayaan
Pemerintah Daerah.

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
seperti

polongan Taspen;

polongan Askes;

potongan PPh;

. potongan PFN;

penarimaan uang jaminan; dan
penermaan lainnya yang sejenis.

~sap o

Pengelvaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
seperti

a. penyeloran Taspen;

b. penyeloran Askes;

c. penyetoran PPh;

d. penyeloran PPN,

€. pengembalian uang jaminan; dan
I pengeluaran lainnya yang sejenis

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperlakukan sebagai penernmaan perhitungan pihak keliga



(3)

(6)

(7)

(&)

(1)

(2)

(3)

(4)

a2

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga

Iinformasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan
arus kas aktivitas non anggaran.

Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemearintahan.

Katentuan lebih lanjul mengenai tala cara pengelolaan kas
non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Gubernur,

Bagian Keduabelas
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 90

Untuk pelaksanaan APBD, paling lama akhir bulan Desember,
Gubemur menetapkan

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,

pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,

belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak

terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SBPKD;

g. bendahara penermaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu SKPD; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

~oapow

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) huruf h, didelegasikan oleh Gubernur kepada
Kepala SKPD.

Pejabal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
mencakup ;

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dar sualu program sesual dengan
bidang lugasnya;

¢. pejabal yang diben wewenang menandatangani surat bukdi
pemungutan pendapatan Daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti
geneﬁmaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
an

e. pembanlu bendahara penenmaan dan/atau pembantu
bendahara pengeluaran.

Penetapan Pejabal sebagaimana dimaksud pada ayatl {1)

dan ayal (3) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran
herkenaan.



(1

(2)

(3)

ad

Pasal 91

Kepala SKPD/UKPD, Bendahara dan orang atau badan yang

menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Daerah
wajib menyelenggarakan pembukuan/penatausahaan

Dokumen yang menyangkut keuanganikekayaan Daerah/

barang milik Daerah disimpan oleh BPKD secara lengkap dan
teratur

Pembukuan dan penalausahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur tersendi,

Pasal 82

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SFD,
atau DPA-SKPDVDPPA-SKPD. atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SFD.

Pasal 93

Kelentuan lebih lanjul mengenai tata cara penatausahaan dialur
dengan Peraturan Gubemur.

(1

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pasal a4

Setelah tahun anggaran berakhir, semua buku catatan
akuntansi ditutup.

Semua transaksi yang leradi setelah berakhimya lahun
anggaran berkenaan dimasukan sebagai transaksi tahun
anggaran berikuinya

Pasal 95

Sisa anggaran akibat proses Pengadaan BarangfJasa dapat
dipergunakan untuk pekeriaan lambah pada kegiatan yang

bersangkutan dengan biaya maksimal 10 % dan nilai kontrak
awal.

Sisa anggaran selelah pelaksanaan pekerjaan lambah

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
marupakan sisa administrasi.

Sisa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) lidak
dapal dipergunakan lagi untuk pekerjaan tambahan/ dialihkan
ke lokasi lain dan segera dilaporkan sebagai sisa mati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) disampaikan
segera kepada Gubemur dalam hal ini Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada
Inspekioratl dengan melampirkan sural pernyataan Kepala
SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Sural Pemyalaan sebagaimana dimaksud pada ayal (4) bensi
tentang penyerapan anggaran selelah dilakukan pelelangan/
penunjukan/pemilihan/seleksi harga ditambah biaya administrasi
lainnya.



Pasal 26

Atas dasar laporan sisa anggaran Kepala SKPD/UKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Kepala BPKD berkewajiban
melakukan penyesuaian/koreks! sisa anggaran.

{1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 97

Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan
yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam
Kelompok Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan dalam
Meraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak

dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran
barkenaan.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan membual jurnal pada Buku Jurnal Umum.

Fasal 98

Kepala SKPDIUKPD wajib menyampaikan laporan yang
berhubungan dengan pelaksanaan APBD untuk lata
sembukuan anggaran dan perhilungan anggaran secara tertib
dan teratur paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikulnya kepada Gubemur dalam hal ini Kepala BPKD
dengan tembusan Kepala Inspekloral dan Kepala Bappeda

Kepala Suku Dinas/BadanMantor Kola Administrasifabupatan
Administrasi, melaporkan pelaksanaan Belanja secara terdib
dan teralur paling lama seliap langgal 10 bulan benkutnya
kepada Gubemur dalam hal ini Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah dengan dikelahui oleh Walikola/Bupali dan
lembusan KappekoMappekab, Inspeklorat Pembaniu Kotal
Kabupaten Administrasi, Kepala SKPD yang bersangkulan
di tingkat Provinsi dan Biro Administrasi terkait.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) merupakan
bahan masukan, bagl Wahkota/Bupali dalam rangka pembinaan
operasional di wilayahnya dan Kepala SKPD yang bersangkutan
ditingkal Provinsi dalam rangka pembinaan teknis

Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) belum disampaikan maka Sekrelaris Daerah member
‘sguran kepada Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan
dangan lembusan kepada Kepala Inspekiorat/inspaktorat

Pembantu Kotaabupaten Administrasi dan Walikota/Bupati
yang barsangkutan.

Fepala SKPD/UKPD wajib menyampalkan laporan realisasi
Pengadaan Barang/Jasa seliap triwulan secara tertib dan
teratur kepada Gubermur dalam hal ini Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Biro Prasarana dan
Sarana Kota unluk pengadaan jasa konstruksi, dengan

tembusan kepada Kepala Inspektorat/inspektoral Pembantu
Kota/Kabupaten Administrasi.



(6)

{7)
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Apabila dalam waktu 14 (empat belas) han kerja laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum disampalkan,
maka Sekda memben leguran kepada yang bersangkutan

dengan lembusan kepada Kepala Inspeklorat/itbankol
Iibankab.

“epala SKPD/UKPD menyampaikan laporan kinerja anggaran
secara lerlib dan leralur setiap triwulan paling lama G han
kena setelah berakhimya triwulan yang bersangkutan kepada
Gubemnur dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah dengan lembusan kepada Kepala Bappeda dan
Kepala Inspaktorat.

Bagian Ketigabelas
Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pasal 94

Gubernur dapat memberikan izin pembukaan rekening iUk
keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

(1
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2}

(1)

{2)

Pasal 100
BUD menalausahakan Kas Daearah,

BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Gubemur,

BUD dalam melaksanakan penatausahaan Kas  dapal
manctapkan pejabal yang melakukan lugas pembayaran alas
dasar SPM dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D).

Pasal 101

BUD menyimpan uvang milik Daerah pada Bank yang sehal
dengan cara membuka Rekening Kas Dasrah.

Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dietapkan dengan Keputusan Gubemur dan
diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 102

BUD seliap bulan menyusun rekonsiliasi Bank vang
mencocokkan saldo menunut pembukuan Bendahara Umum
Damrah dengan saldo menurua! laporan Bank,

Tata cara membuka Rekening Kas Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diletapkan dengan
keputusan Gubermur,

Pasal 103

Pelaksanaan pengeluaran/pembayaran atas beban APBD
dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan dan diajukan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Batas waklu pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) diatur sebagai berikut :
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a. Pengajuan SPM-GUITU paling lama tanggal 15 Desamber
Tahun Angparan yang berkenaan; dan

b. Pengajuan SPM-LS BaranglJasa paling lama tanggal
20 Desamber Tahun Anggaran berkenaan

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.

{4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD berkewajiban untuk

a. maneliti kelengkapan Sural Perintah Membayar (SPM)
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran.

b. meneliti kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD
yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

&. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,

d. memerintahkan pencairan dana dengan menerbitkan
SP2D sebagai dasar pengeluaran Daerah; dan

e, maenolak pencairan dana, apabila Sural Perintah
Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran lidak memenuhi persyaralan yang ditetapkan.

Pasal 104

(1) Uang milik Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum
Daesrah sementara belum digunakan dapat dideposiiokan
sepanjang lidak mengpanggu likuiditas keuangan Daerah

(2) Bunga Deposito, bunga alas penempalan uang di Bank, dan

jasa giro merupakan pendapatan Daerah yang harus langsung
disetor ke rekening Kas Daerah.

(3) Tata cara mendeposilokan uang sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) diletapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 105

BUD sebagamana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1)
menyerahkan bukli lransaksi yang asli atas penerimaan dan
pengeluaran uang secara haran kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah yang melaksanakan akuntansi keuangan

Daerah sebagai dasar pencalatlan transaksi penarimaan dan
pengeluaran kas.

Pasal 106

(1) BUD menulup semua fransaksi penerimaan kas dan transaksi
pengeluaran kas setelah tabun anggaran berakhir,

(2) Selambal-lambatnya 1 (salu) han kera selelah tahun

anggaran berakhir, BUD melakukan perhilungan kas dan
dituangkan dalam Berita Acara,

Pasal 107

Bendahara Umum Daeran menyimpan seluruh dokumen atas
transaksi penerimaan dan pengeluaran vang dengan lerdib
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Bagian Keempatbelas
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
Fasal 108

Pada SKPD/UKPD, ditunjuk Penyimpan Barang dan Pengurus
Barang untuk melaksanakan tata usaha barang.

Pelaksanaan lugas dan tanggungjawab penyimpan dan
pengurus barang sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Kelimabelas
Pertanggungjawaban
Pasal 109

Bendahara penermaan pada SKPD wajib mempertanggung-
jawabkan secara adminisiratil atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan
perfanggung-jawaban penenmaan kepada pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat
tanggal 10 {sepuluh) bulan berikutnya =

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung-
jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggung-jawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkutnya

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penenmaan kepada bendahara
penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan benkutnya

Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungawaban penenmaan

Bendahara penerimaan pembanfu mempertanggungjawabkan
bukti penenmaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas
yang diterimanya kepada bendahara penenmaan.

FPasal 110

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/
ganti uang persediaanflambah uang persediaan kepada
kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya

Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana
cimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran
menearbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban
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Ketentuan batas waklu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam
Pearaturan Gubarnur.

Untuk lertib laporan perlanggungjawaban pada akhir Tahun
Anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan
Desember disampaikan paling lambal tanggal 31 Desember.

Pasal 111

Dalam melakukan wverifikasi atas laporan pertanggungjawaban
yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

{4)

meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban
dan keabsahan bukli-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
menguji kebenaran perhilungan atas pengeluaran per rincian
obyek yang lercantum dalam ringkasan per rincian obyek,
menghitung pengenaan PPMN/PPh atas beban pengeluaran par
rincian obyek; dan

menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang
dilerbitkan perode sebalumnya.

Pasal 112

Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi
tanggung jawabnya.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan
penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan
laporan peranggungawaban pengeiuaran kepada bendahara
pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya

Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan

analisis atas laporan perlanggungjawaban pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 113

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan

dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 3 (liga) bulan. S W

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
malakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalam berila acara pemeriksaan kas.

Berila acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada
ayal (3) disertai dengan register penutupan kas sesual
dengan Lampiran Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 114

Bendahara Penenmaan dan Bendahara Penenmaan Pembaniu
wajib memperanggungjawabkan secara administralil atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungiawabnya dengan
menyampaikan laporan perlanggungjawaban penerimaan
kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna  anggaran
melalui PPK-SKPD paling lambal tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Bendahara Penenmaan dan Bendahara Penernmaan Pembantu
wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan
menyampaikan laporan perlanggungjawaban  penerimaan
kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikulnya.

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, avaluasi dan analisis

alas laporan peranggungjawaban Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

Warilikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penermaan

Mekanisma dan lata cara verfikasi, evaluasi dan analisis

sebagaimana dimaksud pada ayal (4) diatur dalam Peraturan
Gubernur.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembaniu
wajib memperanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/
ganti uang persediaanftambah uang persediaan kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalw
PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan benkutnya

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembaniu
wajib  mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampalkan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
kepada PPKD selaku BUD c.g. Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, dan Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah paling lambal tanggal 10 (sepuluh) bulan benkutnya

Penyampalan pernanggungjawaban bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayal (7) dilaksanakan setelah diterbilkan sural
pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna
angoaran/kuasa pengguna anggaran.

Kepala BPKD dilarang membayarkan penggunaan uang
persadiaan/ganli uang persedisanlambah uang persediaan
apabila laporan peranggungjawaban pengeluaran sebagamana

dimaksud pada ayat (7) belum disampaikan dan diterima oleh
BPKD.

Pasal 115

Bendahara pengeluaran yang mempunyai sisa uang persediaan
yang tidak dipergunakan lagi wajib menyetorkan ke BFY.,

Penyeloran kembali sisa vang persediaan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) yang dilakukan dalam tahun anggaran
berjalan dibukukan sebagai Contra Post pengeluaran kode
rekening yang bersangkulan oleh BPKD.
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Sisa uvang persediaan yang terdapat pada tanggal 31
Desember harus disetor ke Kas Daerah pada hari dan langgal
yang sama

Pasal 116

Kepada pelugas kegiatan diberikan honorarium  dengan
jumlah yang ditenlukan oleh Gubernur sedangkan uang
lembur diberikan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Uang lembur, honorarium panitia atau tim dibayarkan sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
batas-balas anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD uniuk
masing-masing kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 117

Kepala SKPD/UKPD, bendahara dan orang alau badan yang
menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Daerah
waijib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Daerah,

Penatausahaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengikuti pedoman/petunjuk sistem administrasi

pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan
Keputuzan Gubearnur

Pasal 118

Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan Daerah
digunakan kebijakan akunlansi yang mengatur perlakuan

akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan
Daerah,

Penerapan sistem akunlansi sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) berpedoman pada sistem akunlansi yang dilatapkan
dengan Keputusan Gubemur

Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut
kas atau non kas dibukukan pada buku jumnal berdasarkan
bukti transaksi yang asl dan sah.

Pencatatan ke dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud
pada ayal (3) sesual dengan urutan kronologis lerjadinga
transaksi atau kejadian keuangan tersebul.

BPKD mencalat transaksi alau kejadian yang mengakibatkan
penerimaan kas ke dalam Buku Jumnal Penerimaan

BPKD mencatat transaksi alau kejadian yang mengakibatkan
pengeluaran kas ke dalam Buku Jumal Pengeluaran

BPKD wajib menyampaikan laporan Buku Jumal Penerimaan

dan Buku Jurnal Pengeluaran kepada Badan Pengelola
Keuangan Daerah

BPKD mencalal transaksi atau kejadian keuangan yang tidak
mengakibalkan penerimaan dan pengeluaran kKas ke dalam
Buku Jurnal Umum.
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BPKD mencatal lransaksi atau kejadian yang telah dicata!

dalam Buku Jurmal, selanjuinya secara penodik dan/atau
real time di posting ke dalam Buku Besar,

Buku Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditutup dan
diringkas pada setiap akhir bulan,

Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan
akunlansi kepada Gubernur yang lerdiri dari laporan bulanan
dan laporan triwulanan.

Dalam laporan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayal

(11) disajikan laporan pelaksanaan pendapalan dan laporan
pelaksanaan belanja.

Pasal 119

Kepala SKPD/UKPD wajib menyusun laporan keuvangan yang
meliputi |

a. Laporan Realisasi Anggaran,
k. Weraca; dan
¢. Catatan alas Laporan Keuangan

Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan
Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dan

a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja dan pembiayaan. yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
perode:

. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai asel, kewajiban, dan ekuitas dana
pada tanggal tertaniu;

¢ Laporan Arus Kas menyajikan informasi  mengenal
sumber penggunaan, perubahan kas dan selara kas
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setlara
kas pada tanggal pelaporan; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan yang harus disapkan
secara sistematis melipuli penjelasan alas dafiar terinci
atau analisis alas nilai sualu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus
Kas, lermasuk pula pengungkapan-pengungkapan lainnya

yang diperlukan unluk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.

Pasa. N

Pergeseran anggaran anlar uni anisasi, anlar kegiatan dan
antar jenis belanja serla pergesu. antar objek belanja dalam
jenis belanja dan antar nncian k belanja diformulasikan
dalam DPPA-SKPD (Dokume: laksanaan Perubahan
&nggaran-SKPD),

ﬁerge*mfan antar nincian objek belanja dalam objek belanja
berkenaan dapat dilakukan alas persetujuan PPKD.
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Pergeseran anlar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan alas perselujuan Sekretaris Daerah.

Pergaseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3} dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Gubenur tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD.

Pergaseran anggaran antar unil organisasi, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja dapal dilakukan dengan cara merubah
Feraturan Daerah lfentang APBD,

Anggaran yang mengalami baik berupa penambahan danfatau
pengurangan akibal pergeseran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan
Subemur tentang penjabaran Perubahan APBD

Pasal 121

SKPD/UKPD dilarang melaksanakan kegialan sebelum DPPA-
SKPD disahkan.

(1)

(2)

{1

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 122

Untuk mengetahul sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang
sudah ditetapkan telah sesuai dengan rencana dan peraturan
nperundang-undangan yang berlaku dilakukan pengendalian

Jenis Pengendalian lerdir dari :
%

a. Pengendalian Umum; dan

b. Pengendalian Teknis.

Pasal 123

Pengendalian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayat (2) huruf a dilakukan terhadap semua kegiatdan melalui |

a. pemantauan secara terus menarus atau insidantil terhadap
keseluruhan kegiatan dalam penggunaan dana, daya dan
wakiu agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

o. pengamalan terhadap penggunaan dana, daya dan wakiu

oleh seluruh kegiatan agar sesuai dengan kebijakan yang
diganskan; dan
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c.evaluasi terhadap hasil keseluruhan kegialan untuk
mengetahui sejauh mana penggunaan dana, daya dan
wakiu yang telah ditetapkan.

(2) Pengendalian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara sebagai berikut,

a. Menelti laporan bulanan dan ftriwulan dari Unit Kenqa
sebagai umpan balik;

Mengadakan peninjauan lapangan sewaktu-waklu;
Mengikuti terus menerus umpan balik dan hasil peninjauan
lapangan untuk mendapatkan peringatan awal; dan
Mengadakan evaluasi atas laporan dan hasil peninjauan
lapangan untuk mengetahui pelaksanaan seluruh kegiatan
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
serta memberikan saran penanganan lebih lanjut.

a oo

Pasal 124
Pengendalian Umum dilakukan oleh Gubermur yang dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah, selaku pengendali penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

b. HKepala Bappeda selaku pengendali sasaran fungsional
programfkegialan dalam rangka pencapaian sasaran program
RPJIMD dan sasaran targel kinerja kegiatan dalam RKPD;

& Kepala Inspekloral selaku pengawas fungsional melakukan
penguiian  ketepatan, kecepatan pelaksanaan/penyerapan
anggaran sebagai umpan balik pengendalian mulai dan awal
lahun anggaran;

d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku pengendali
administratif dan operasional yang menyangkul penyerapan
anggaran sera selaku pengendall administralil dan operasional
yang menyangkul kegialan Pengadaan Barang/Jasa dalam
rangka pencapalan sasaran. Asisten Pembangunan dibantu
oleh Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota selaku
pengendali administrasi operasional menyangkut kegiatan
jasa konstruksi dan jasa konsultansi;

e. Para Asisten Sekrelaris Daerah lainnya dibantu oleh Kepala
Biro yang bersangkutan selaku pengendali administratif dan
operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami
hambalan berdasarkan hasil pemantavan dan evaluasi
nencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD yang
dilakukan oleh Bappeda; dan

. Walikota/Bupati dibantu oleh Sekretaris Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi dan Kappeko/Kappekab selaku
pengendali administrasi dan operasional pelaksanaan program/
kegiatan di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten.

Pasal 125

Pengendalian Umum sebagai upaya mengatasi leradinya

gnarr;bﬁlan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran
alah :

a. Peninjauan lapangan; dan

b. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk penyelesaian
hambatan.
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Pasal 126

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut.

Kepala SKPD/UKPD tingkat Provinsi melaporkan pelaksanaan
program/kegiatan dan anggaran kepada Asisten Sekrelaris
Daerah Provinsi sesuai bidang koordinasinya melalui Biro
yang membidangi dan Kepala Bappeda, dengan tembusan
kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah untuk pengadaan barangfjasa lainnya
dan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kola untuk
pekerjaan konstruksi dan konsultansi, paling lama langgal
10 (sepuluh) bulan benkutnya;

Kepala SKPDVUKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupatan
Administrasl melaporkan pelaksanaan program/kegiatan
dan anggaran kepada Asisten Kota Administrasi'Kabupaten
Administrasi sesuai bidang koordinasinya dan HKepala
Kappeko/Mappekab, dengan tembusan kepada Kepala
Inspektoral Kota/Kabupaten Administrasi, Kepala Biro
Prasarana dan Sarana Kola unluk pekeraan konstruksi
dan konsultansi, dan Kepala Unil atasannya paling lama
tanggal 10 {(sepulub) bulan berkulnya,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buru & dan b
meliputt pencapaian kinerja program (oulcome)  dan
kegiatan (outpul), kemajuan realisasi pencapaian largel
pendapatan, realisasi penyerapan belanja;

Para Asisten Kola AdminislrasiiKabupaten Admimnisirasi
menghimpun laporan  bulanan programfkegiatan  dari
anggaran yant dikoordinasikan dan melaporkan kepada
Walikola/Bupati melalui Sekretaris Kota Administrasi/

Kabupalen paling lama langgal 15 (lima belas) setiap
bulan,

Kepala Kappeko/Kappekab menyampaikan laporan bulanan
seluruh program/kegialan prioritas Walikota/Bupati dan
anggarannya kepada Walikola/Bupati dan Kepala Bappeda
paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulan;

Walikota/Bupali menyampaikan laporan bulanan hasil
konsolidasi di wilayahnya kepada Gubernur dalam hal im
Sekda paling lama tanggal 17 (lujuh belas) setiap bulan

dengan lembusan kepada Asisten Sekretans Daerah yang
membidangi;

Asisten Sekretaris Daerah dibantu cleh Kepala Biro
Administrasi yang bersangkutan, Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah menghimpun laporan bulanan dan
programikegiatan dan anggaran yang ada ditingkat Provinsi
dan Kota Administrasi! Kabupaten Administrasi;

Kepala BPKD menyiapkan laporan konsolidasi penyerapan
anggaran bulanan kepada Sekretaris Daerah paling lama
tamggal 20 (dua puluh) setiap bulan; dan
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Inspekiurlinspekiur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi
melakukan analisa dan evaluasi atas laporan dan hambatan/
kendala dalam pelaksanaan anggaran.

(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayal (2) hurul a dilakukan sebagai benkut.

(3]

H.

Kepala Bappeda menyampaikan laporan triwulanan
mengenai pelaksanaan seluruh programfkegiatan priorilas
Gubemur dan Walkola/Bupatl kepada Gubemur melalui
Sekretaris Daerah, paling lama 3 (tiga) minggu setelah
berakhimya triwulan yang bersangkutan dengan tembusan
kepada Kepala BPKD, Inspeklorat dan Walikota/Bupati,

Kepala BPKD menyampaikan laporan realisasi anggaran
kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah paling lama

4 (empat) minggu setelah berakhirnya triwulan vyang
bersangkutan,

Para Asislen Sekretaris Daerah menyampaikan laporan
tiwulan mengenal pelaksanaan program/kegiatan dan
anggaran kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan
kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daarah;

. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur mengikuti dan

mengawasi perkembangan programfkegialan dan anggaran
yang ada, baik berdasarkan laporan para Asisten Sekrelans
Daerah dan Kepala Bappeda maupun Walikota/Bupatli
dengan melakukan penelitian serta dengan mengadakan
pertemuan berkala bersama Kepala SKPD/IUKPD;

. Kepala BPKD menyiapkan laporan Gubernur kepada DPRD

tentang pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran paling
lama 30 (liga puluh) han setelah berakhimya triwulan yang
bersangkutan; dan

Walkkota/Bupati dibantu oleh dan Kappeko/Kappekab
melakukan pertemuan berkala tiwulanan dengan Satuan
Kerja dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah lenlang pelaksanaan program/kegiatan

dan anggaran paling lama 3 (iga) minggu setelah berakhirmya
trivulan yang bersangkutan

Isi laporan pelaksanaan programikegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2} mencakup

a. Pelaksanaan programfkegiatan dan anggaran sehingga

lerihat besamya pencapaian sasaran dalam penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan di Daerah serla
hambatan-hambatan yang terjadi di luar jangkauan SKPD/
UKPD pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan
upaya penanggulangannya;

Realisasi penyerapan anggaran yang berdasarkan
penerbitan SPD, SP2D dan masalah yang limbul dalam
pelaksanaan anggaran; dan

Pelaksanaan program/kegialan dan anggaran balk fisik

maupun administratif dan masalahhambatan yang timbul
dalam palaksanaan,
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Pembuatan laporan pelaksanaan program/kegiatan berpedoman
pada contoh fermat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
A Peraturan Gubernur ini.

Sekretans Daerah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBD yang meliputi realisasi pendapatan daerah, penyerapan
belanja daerah dan realisasi pembiayaan daerah.

Pengendalian umum selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayal (2), aya!l (3}, ayal (4), ayat (5). dan ayal (6) juga
dilaksanakan melalui sistem informasi pengendalian  dan
evaluasi,

Pasal 127

Pengendalian tleknis dilakukan terhadap kegiatan yang
dikerjakan oleh pihak keliga atau kegiatan konstruksi melalui:

a. pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk

maiakukan tindakan perbaikan terhadap deviasiketerdambatan;
dan

b. melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasiketerlambatan
ang lerjadi  dengan Earnbagian sampai dengan 10%
fsepuluh persen) dilakukan oleh pelaksana kegiatan,
di atas 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua pulub
ersen) dilakukan cleh Kepala SKPDVUKPD, Apabila doviasi/
eladambatan melebihi  20% (dua puluh persen) Kepala
SKPOIUKPD harus segera melaporkan dan menyampaikan
rencana tindakan perbaikan kepada Sekretans Daerah
melalui Asisten yang bersangkutan,

Pengendalian teknis dilaksanakan dengan cara

a. meneliti laporan kegiatan dan mengadakan evaluasi
secara berkala atas pelaksanaan fiskk kegiatan untuk

mengkaji sejauhmana pencapaian tujuan kegialan yang
berzangkiutan; dan

b. melakukan peninjauan lapangan dengan tujuan

1. mengamati dan mengikuti perkembangan pelaksanaan
kegiatan,

2. menguj kebenaran laporan yang disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) huruf a.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan olah:

a) Staf pelaksana kegialan kepada Kasubbid/Kasi/
Kasubbag selaku pelaksana kegiatan baik secara
lisan maupun tartulis;

b) Pelaksana kegialan kepada Kepala SKPD/UKPD

melalui Kepala Bidang/Bagian, selaku pengendali
tekmis kegiatan;

c) Kepala SKPD/UKFD kepada Sekrelaris Daerah
melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bhulan
dengan lembusan Kepala, Kepala Bappeda, Kepala
Badan Fen''olaan Keuangan Daerah, Kepala Biro
Administra:  “kait dan Kepala Biro Prasarana dan

Sarana Kota menyangkut kegialan jasa konstruksi
dan konsultansi, dan

d) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan kepada

Gubemur paling lama tanggal 20 (dua puluh) setiap
bulan.
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(3) Uniuk pekerjaan yang bemilai paling sedikit Rp 100.000.000,00
{seratus jula rupiah) dapal diberikan biaya pengendalian
teknis

(4) Persenlase alokasi dan penggunaan biaya pengendalian
leknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Peraluran Gubermur ini.

Pasal 128

Laporan HKepala SKPD/UKPD kepada Sekda sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 127 ayat (2) huruf b angka 3) huruf ) berisi
hal-nal sebagai barikul.

a. Kemajuan hasil kegiatan,
b, Realisasi anggaran;,

c. Kegiatan-kegialan knlis seperti tercanium dalam Rencana
Operasional,

d. Kegiatan-kegiatan penting lain yang tidak tercantum dalam
Rencana Operasional letapi oleh Staf Pelaksana kegiatan di
lapangan periu dilaporkan kepada Pelaksana kegiatan;

e. Hambatan-hambatan vyang berada di luar kemampuan
pelaksana kegiatan dan juga sebab-sebab terjadi dan
penyelasaiannya,

{. Perkiraan dapal selesai atau fidaknya pelaksanaan kegiatan

sesual jadwal dan atau pada akhir lahun anggaran yang
bersangkutan,

g. Perkiraan penyerapan anggaran dan kemajuan fisik pada akhir
tahun anggaran yang bersangkulan;

h. Perkiraan pencapaian sasaran fungsional serta dampak dari
pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat wakiu
pada akhir tahun anggaran; dan

i. Penilaian terhadap Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 1249

Pengendalian teknis dilakukan oleh :

a. Kepala SKPDYUKPD selaku penanggung jawab tlerhadap semua
kegiatan balk teknis, administrastif maupun operasional, dan

b. Kasubdis/Kabag/Kabid selaku pengendali teknis atas kegiatan
yang menjadi langgung jawabnya.

Pasal 130

(1) Kepala SKPDVUKPD selaku penanggung jawab terhadap
semua pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 hurul a dibantu oleh Pengawas Teknis uniuk

melakukan Pengawasan leknis  terhadap pelaksanaan
keglatan,
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(2} Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
dilaksanakan oleh .

(3)

a.

UKPD Teknis terkait alau konsullan pengawas untuk
pelaksanaan pekenaan pemborongan jasa konstruksi yang
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

UKPD Teknis lerkait Provinsi yang bersangkutan untuk
pelaksanaan pengadaan pekerjaan pemborongan jasa
konstruksi vang dilakukan secara swakelola oleh UKPD
Teknis di Kota AdministrasilKabupaten Administrasi,

BPKD dengan koordinasi bersama pengurus barang
SKPD/UKPD bersangkutan yang ditunjuk oleh Kepala
SKPD/UKPD untuk pelaksanaan pemeliharaan/perawatan
barang bergarak.

Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
adalah UKPD Teknis lerkaikonsultan pengawas Yang
berlugas melaksanakan pengawasan di lapangan yang terdiri
dari ;

d.

mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan seqi
kualitas, kuaniitas sera laju pencapaian volume;

mengawasi pekerja serta produknya. ketepatan waklu dan
hiaya pekerjaan konstruksi,

mengisi Buku Hanan Lapangan (BHL) yang harus selalu
baerada di lapangan, secara lengkap lentang kemajuan
pekerjaan konstruksi setiap har antara lain.  uraian
pekerjaan, bahan/malenal yang digunakan, tenaga kena,
peralalan, deviasiketerlambatan, permasalahan dan lain-
lain untuk diketahui Kepala SKPD/UKPD;

. mengusulkan/mengevaluasi dan membuat rekomendasi

teknis terhadap perubahan-perubahan pekeraan sepanjang
masih tercantum dalam Sural Perfanjan/Kontrak. Terhadap
perubahan pekerjaan lersebutl dibuat gambar perubahan/
pelaksanaan oleh pelaksana sebanyak 2 (dua) set dan
diteliti oleh Pengawas Teknis,

. meneliti dan menandatangani Berita Acara Bobot

Pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa,
selanjutnya Berila Acara Bobot Pekerjaan tersebut harus
disahkan oleh Kepala UKPD Teknis terkait;

membuat laporan mingguan dan bulanan kepada Kepala
SKPD/UKPD mengenal pelaksanaan pekerjpan dan
menyampaikan  hasil rapal-rapat  lentang deviasi/
kelerdambatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa
baik yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki,
perubahan-perubahan dan hal-hal yang terjadi di lapangan;

. menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi dan atau

di tempal lain secara berkala; dan

. menyusun daflar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat

pekerjaan selama masa pemeliharaan beserla pengawasan
tindak lanjutnya.
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(4) Membaniu Kepala SKPD/UKPD dalam menyusun dokumen-
dokumen penyerahan asel.

(5} Untuk mengantisipasi atau mengatasi kendala-kendala di
lapangan, Kepala SKPD/UKPD dapal meminta bantuan
Camatl uniuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di wilayah
kecamatan yang bersangkutan.

(6) Setelah berakhirmya pelaksanaan kegiatan, Pengawas Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban
menyerahkan hasil pekerjaan pengawasannya kepada Kepala
SKPD/UKPD dengan Berita Acara yang dilampiri dengan
laporan/dokumen lainnya.

(7) Berila Acara Preslasi Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e dibuat dan ditandatanganli oleh
Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Kepala SKPD/
UKPD.

(8) Pembayaran untuk kegiatan pengawasan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh SKPD/
UKPD teknis diberikan melalui pengisian Kas sementara dan

disesuaikan dengan presiasi pekerjaan Penyedia Barang/
Jasa,

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 131

(1) Pengawasan bertujuan mendukung agar penyelenggaraan
Pamerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{2) Untuk mencapai ujuan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), pelaksanaan pengawasan periu memperhatikan
hal-hal sebagal berikul.

a. Agar pelaksanaan lugas umum pemenntahan dilakukan
secara lerlib berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku seria beardasarkan sendi-sendi kewajaran
penyelenggaraan,

b, Agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan rencana dan program serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan; dan

c. Agar sedini mungkin dapat dicegah terjadinya pemborosan,
kebocoran dan penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang
dan asetl daerah, korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga
dapal terbina aparatur yang lertib, bersih dan berwibawa.

Pasal 132
Pengawasan terdirn dari:

a. Pengawasan melekal ;
b. Pengawasan fungsional; dan
¢. Pengawasan Masyarakal.
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Pasal 133

Kepala SKPD/UKPD bersama unsur pimpinan dalam SKPD/
UKPD berkewajiban melaksanakan pengawasan melekal dan
meningkatkan mutu atas pelaksanaan penggunaan anggaran
dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam lingkungannya.

Pelaksanaan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud
pada avyat (1), dilakukan melalui :

a. Penggarisan struklur  organisasi yang jelas  dengan
pembagian tugas dan fungsi beserla uraian tugas pekerjaan
yang jelas,;

b. Rincian kebijaksanaan pelaksanaan yang diluangkan
secara lertulis yang dapal menjadi pegangan dalam
pelaksanaannya cleh bawahan yang menerima pelimpahan
weawenang dari alasan;

¢. Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus
dilaksanakan, bentuk hubungan kera anlar berbagai
kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai;

d. Prosedur kera yang merupakan pelunjuk pelaksanaan
yang jelas dan atasan kepada bawahan;

e. Pencatatan hasil kerja seria palaporannya; dan

Pembinaan personil yang flerus menerus agar para

pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan

lugas dengan baik yang menjadi tanggung jawab  dan
fidak melakukan kegiatan tindakan yang berentangan
dengan maksud sera kepenlingan lugasnya

—

Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu
organisasi pemernntahan, lidak mengurangi pelaksanaan dan

peningkalan pengawasan melekal yang harus dilakukan oleh
atasan lerhadap bawahan.

Pasal 134

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dilakukan sebagai berikut,

a.

Kepala SKPD/UKPD menyelenggarakan pengawasan melakat
atas pelaksanaan penggunaan anggaran dalam lingkungannya;

Kaepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan kas alas
pengurusan kas penerimaan dan kas belanja secara periodik
sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dengan
membuat Berta Acara Pemeriksaan Kas dengan tembusan
Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat, uniuk
tingkat Walikola/Kabupaten Acl ‘nistrasi disampaikan kepada
Badan Pengelola Keuangan Do dan Inspektorat Pembantu
Kola/Kabupalen Administrasi ya: rsangkulan;

Kepala SKPDIUKPD mengadakai,  nenksaan alas pengurusan
barang secara perodik sekuran rangnya satu kali dalam
tiga bulan dengan membuat Beril: a Pemeriksaan Barang,
dengan tembusan BPKD dan ktoral, wunluk tingkatl
Walikotafabupaten Administrasi disampaikan kepada BPKD

dan Inspekiorat Pembanlu KolaKabupaten Administrasi yang
bersangkutan;



d.

a,

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)

i

71

Kepala SKPD/UKPD melakukan pengawasan melekal lerhadap
pelaksana keglalan yana menjadi tanggung jawabnya dengan
berpadoman pada DPA; dan

inspeklorat/inspektoral Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi
mengadakan pengawasan atas pelaksanaan program Pendapatan
dan Belanja yang dilakukan oleh SKPD/UKPD.

Pasal 135

Pemeriksaan Kas olch Kepala SKPD/UKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 133 hurufl b dilakukan sebagai  Derikul,

a. Secara mendadak.

b, Menutup buku kas penermaan dan pengeluaran untuk
mengelahui saldo buku;

2. Menghitung isi kas (brankas) baik berupa uang tunal
maupun sural berharga serla saldo uang di Bank uniuk
mengetahui saldo kas;

d. Mencocokkan saldo Buku dengan salde Kas, unluk

mengetahui apabila terjadi perbedaan (selisih lebih/
kurang), dan

. Membual Berila Acara hasil pemeriksaan kas dan Register
Penutupan Kas serta menyampaikan laporan kepada
Sekretaris Daerah Propinsi dalam hal ini Kepala Badan
Pangelola Keuangan Daerah dan tembusannya disampaikan
kepada Kepala Inspeklorat,

Kepala SKPD/UKPD juga melakukan pengawasan, pembinaan,
pengarahan, dan memberikan petunjuk-pelunjuk terhadap
pengelolaan keuangan yang dilakukan Bendahara sera
melakukan tindakan koreklif apabila terjadi penyimpangan/
penyelewengan keuangan.

Penyaienggaraan pengawasan  oleh  Kepala SHPDIUKPD
terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 133 hurul d dilakukan sebagai benkul.

&, Melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan
di lapangan.

b. Melakukan tindakan korektd terhadap kelambatan penyelesaian
pelaksanaan  kegiatan, hambatan dan  penyimpangan
maupun penyelewengan; dan

c. Meneliti dan menguji kebenaran SPJ keuangan dan
kelengkapan dokumen saat laporan bulanan.

Penyelenggaraan pengawasan oleh Kepala Unit terhadap
pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

a. hasil peninjauan lapangan oleh Kepala SKPD/UKPD yang
dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu (insidenlil),

0. laporan mingguan dan bulanan yang disampaikan oleh
Pengawas Teknis; dan

c. laporan terakhir yang disampaikan oleh penanggung jawab
kegialan.

Laporan/pengaduan yang herasal dari masyarakat.
Pasal 136

Pengawasan fungsional dan pemenksaan atas perencanaan,
palaksanaan dan perlanggungjawaban pengelolaan Keuangan

aerah dilaksanakan oleh Inspekloral/inspekioral Pembaniu
KotaKabupaten Administrasi.
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Selain pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), pengawasan dapat juga dilaksanakan aparat
pengawasan fungsional ekstemn sesuai dengan keleniuan
yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan fungsional ekstern sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dikordinasikan oleh Gubernur melalui
Kepala Inspekiorat.

Pasal 137

Perbualan atau tindakan Penyedia Barang/lasa yang dapat
dikenakan sanksi lainnya adalah:

a. Berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/Pejabat yang
berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya
yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang
telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/ konlirak,

danfatau ketentuan peraluran perundang-undangan yang
beraku;

b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa
lain untuk mengatur harga penawaran di  luar prosedur
pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/menghambat/
memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat
danfatau merugikan pihak lain;

c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar unluk memenuhi

persyaralan Pengadaan Barangflasa yang ditenfukan
dalam dokumen pengadaan;

d. Mengundurkan din sebagai pelaksana Penyedia Barang/
Jasa dengan berbagai alasan yang tlidak dapat

diperlanqggungjawabkan dan/atau lidak dapal diterima oleh
Panitia Pengadaan;

e. Tidak dapat menyelesaikan pekeraannya sesuai dengan
kontrak; dan

f. Mengalihkan pekerjaan utamanya danfatau seluruh
pekeraan kepada pihak lain.

Atas perbuatan alau findakan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), dikenakan sanksi berdasarkan kelentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan
indakan tidak mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa yang
terfibat dalam kesempatan Pengadaan Barang/Jasa pada
Pemarintah Pravinsi DKI Jakaria selama 2 (dua) tahun

Pleml:-&rian sanksl sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan oleh Kepala SKPD/UKPD kepada

a. Gubernur melalui Sekretans Daerah: dan

. Pejabal yang berwenang mengeluarkan izin usaha kepada
Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan;

Fasal 138

Laporan hasil pemenksaan Inspektorat disampaikan kepada
Gubemur dan temuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada
Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan dengan tembusan
kepada Sekretaris Daerah dan Instansi Terkail.
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Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat/inspektoral Pembaniu
Fota/Kabupalen Administrasi disampaikan kepada Gubermur
melalui Kepala Inspektoral dan temuan hasil pemeriksaan
disampaikan kepada Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan
dengan tembusan kepada Walikota/Bupati dan Instansi
Terkait

Laporan Hasil Pemenksaan aparat pengawas fungsional
gkstern disampaikan kepada Gubemur dengan fembusan
kepada Inspektoral/inspekioral Pembantu  Kola/Kabupaten
Adminisirasi, Walikota/Bupali terkail serta SKPD/UKPD yang
bersangkutan.

Laporan Hasil Peamanksaan aparal pangawas fungsional yang
menyangkul Kerugian Daerah, proses penyelesalannya
dilimpahkan kepada Majelis TGR dan penjatuhan hukuman
disiplin dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang menjaluhkan
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 139

Kepala SKPD/UKPD selelah menerima laporan  hasil
pemeriksaan dari aparal pengawasan fungsional segera
menindaklanjuli sesuai dengan ketenluan yang berlaku.

Tindak lanjul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal
berupa:

a, Tindakan administralil di bidang kepegawaian termasuk
penerapan hukuman disiplin sesuai peraturan perundangan-
undangan yang berlaku, dan

b. Melaporkan kepada Gubemur apabila menyangkul tindakan/
gugatan perdata, antara lain :

Tuntutan ganli rugifpenyeloran kembali/denda:

Tuntutan perbendaharaan;

Melaporkan kepada Gubemur apablla terdapal tindak
pidana khusus seperli korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

Mengadakan penyempurnaan di bidang kelembagaan,
kepegawaian, dan kelatalaksanaan.

& W

Pasal 140

Kepala SKPIYUKPD melaporkan perkembangan penyelesaian
tindak lanjul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)

wepada Gubernur dalam hal ini Sekretans Daerah dan Kepala
Imepektoral.

Perkembangan penyelesaian tindak lanjul hasil pemeriksaan
yang menyangkut kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah kepada Gubermur dengan
tembusan kepada Kepala Inspekiorat

Perkembangan penyelesaian tindak lanjul hasil pemeriksaan
yang menyangkul hukuman disiplin di luar kewenangan
Kepala SKPDYUKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah
kepada Gubearnur denagan tembusan Kepala Inspekloral
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lanjut sebagaimana pada ayat (1) Gubemur menugaskan
kepada Kepala Inspeklorat untuk melakukan penelitian
perkembangan penyelesaian tindak lanjut tersebut

Kepala Inspektorat melaporkan hasil penelitian perkembangan
nyelesaian tindak lanjul sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Gubernur.

Pelaksanaan lindak lanjut hasil pemerksaan Aparal Pengawasan
Fungsional menjadi salah salu indikator penilaian atas kinerja
Pimpinan SKPD/UKPD.

Berdasarkan laporan p-arhernhanftm penyelesaian lindak

Pasal 141

Gubernur menampung pengaduan dar masyarakal mengenal
masalah vyang timbul sebagai akibal dar pelaksanaan
Angnaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan mengambil
langkah-langkah penyelesaian yang dianggap periu.

Tindak lanjut pengaduan masyarakal dimanfaatkan untuk

a. Menegakkan hukum dan Keadilan secara terlib dan
proporsional baﬂ semua pihak yang melanggar keteniuan
yang beraku dalam Pengadaan Barang/Jasa;

b. Membangun cilra aparat pemerintah yang bersih, profesional
dan bertanggunajawab;

c. Menumbuhkembangkan parlisipasi masyarakal dalam

kontrol sosial terhadap pengelolaan dan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa,

d. Membangun sensitiflas lungsi-flungsi manajerial para
pejabal pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa.

e. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian,
melode kefa dan ketatalaksanaan dalam Pengadaan
Barang/Jasa dan pelayanan masyarakal, dan

f. Menggiatkan dan mendinamisasikan aparal pangawasan
fungsional.
Pengawasan Masyarakal (Wasmas) dapat berfungsi :

a, Sebagai barometer untuk  mengukur dan mengetahui
kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah,
khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;

b. Memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan

slkkap, cara berfikir dan/perilaku pejabat birokrasi yang
menyimpang dalam Pengadaan BaranglJasa; dan

. Memberikan masukan-masukan yang bemmanfaatl sekaligus

mendinamisasikan fungsi-fungsi  perumusan  kebijakan,
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan
pemanggungjawaban dan pengawasan melekal maupun
fungsional dalam Pengadaan Barang/Jasa

BAB Vi

SANKSI

Haszal 142

Pelanggaran lerhadap ketentuan Peraturan Gubernur im dapat
dikenakan sanksi berupa tindakan administratif dan lindakan-
tindakan lain berdasarkan Peraluran Perundang-undangan.
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BAB WVIN
KETENTUAN LAIN
Pasal 143

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Gubemur

ini merupakan baglan yang lidak terpisahkan dar Peraturan
Gubemur ini.

BAB I1X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berdaku, Peraturan
Gubemur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan Peraluran Gubernur Nomaor 174 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Momor 130
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsl Daerah Khusus |bukota Jakaria,
dicabut dan dinyatakan lidak berdaku,

Pasal 145
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta,

Ditetapkan di Jakara
padatanggal 25 Maret 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKBTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 31 maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Y i

FADJAR FANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 4l



Lampiran | : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Momor 37 TAHUNM 2011
Tanggal 25 Maret 2011

KETENTUAN TENTANG PEKERJAAN PERENCANAAN
PERAMCANGAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

KETENTUAN UMUM

Pakefjaan perencanaan/perancangan dan pengawasan leknis harus dilakukan oleh
penyedia barangfasa yang kompelen (konsullan perancanal, !uawaii pakarjaan
parencanaan/perancangan dan pengawasan fleknis dapal dilaksanakan oleh
SKPD/UKPD teknis terkait yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadal
dan dalam batas nilai terlentu.

A, Pekenaan Perencanaan/Perancangan Teknis

1

Penyedia barangfjasa yang melaksanakan pekerjaan perencanaan/perancangan
teknis (konsullan perancana) dilarang merangkap sebagal pelaksana pekerjaan
hasil perencanaan/perancangan teknisnya. Penyedia barangfjasa yang
melaksanakan pekerjaan pengawasan leknis (konsullan pengawas) dilarang
marangkap sebagal pelaksana pekerjaan yang menjadl objek pengawasan
ieknisnya.

Penyedia barangfjasa yang melaksanakan pekerjaan perencanaar/perancangan
teknis (konsultan perencana) dapal merangkap sebagai penyedia barangfjasa
yang melaksanakan pekerjaan pengawasan leknis (konsullan pengawas} uniuk
pelaksanaan pokerjaan yang sama

Hasil pekerjaan perencanaaniperancangan leknis yang diaksanakan oleh
penyedia barangfjasa (konsullan perencana) sebelum diserahkan kepada Kepala
SKPD/UKPD/Pejabat yang dilunjuk yang bersangkutan, terlebih dahulu harus
mendapat penalitian/pengesahan dar SKPDIUKPD terkail vang barsangkulan
Fengajuan hasil pekerjaan perencanaan/pearancangan leknis larsebul dibuatl
secara ftertulis dan disampaikan kepada SKPD/UKPD teknis terkail yang
bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat yang dilunjuk yang
bersangkutan.

Penelitian/pengesahan SKPD/UKPD terkait yang bersangkutan fidak mengurang

tanggungjawal: profesi yang melekat pada lenaga akhli penyedia barangfasa
{konsultan perencana). .

SKPDVUKPD 1eknis terkail yang bersangkulan harus sudah menelilifmensahkan
hasil perencanaan/perancangan feknis tersebut selambat-lambatnya sepulubh har

kerja sejak diterimanya pengajuan darl penyedia barangfasa (konsullan
perencana)

Apabila SKPD/UKPD leknis lerkait yang bersangkutan belum dapal menyetujui
seluruh atau sebagian hasil perencanaan/perancangan teknis yang diajukan, maka
hasil pekerjaan perencanaanfperancangan leknis {ersebul dikembalikan kepada
penyadia barangijasa (konsultan perencana) unluk diperbaiki, selambat-lambatnya

lima harl kerja sejak dilefimanya pengajuan dari penyedia barangljasa (konsultan
perancanal,

Pengembalian hasil perencanaan/perancannan yang tidak/belum dapat disetujui
dibuat secara terlulis dengan disertai alasan-aiasannya serta disampaikan kepada
penyedia barangfjasa (konsultan perencana) dengan tembusan disampaikan
kepada Kepala SKPD/UKPD/Pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan,



6. Apabila selambal-lambainya dalam waktu sepuluh hari kerja seperti tersebul pada
angka 4, SKPD/UKPD teknis terkait yang bersangkutan belum mensahkan hasil
perencanaan/perancangan leknis dimaksud, maka hasil perencanaan/
perancangan feknis tersebul dianggap sudah diseiujui dan penyeda barangfjasa
(konsullan perencana) dapat langsung menyerahkan kepada Kepala SKPD/UKPD
/Pejabal yang ditunjuk yang bersangkutan

7. Perencanaan/perancangan leknis onluk bangunan standar yang memerukan

penyesuaian atau pekerjaan l[ainnya yang biayanya bemnilai sampai dangan
Rp 100.000.000,00 (seratus jula n.lplah{ dapat dilakukan sacara swakelola oleh
SKPDUKPD teknis lerkail s2suai bidangnya.
Uniuk pekerjaan perencanaanperancangan leknis yang berleknologi linggi dan
atau beresiko tinggi yang biayanya bernilal lebih dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah), dapal dilakukan secara swakelola cleh SKPDAUKPD teknis yang
leriait sesual bidangnya dengan melalui persetujuan Gubernur,

8 Pada seliap fahapan pekerjaan gﬂfnnnaam‘pﬂﬂ"ancﬂngan tekniz vang
dilaksanakan, adalan dalam beniuk laporan hasil perencanaan lengkap dari
masing-masing lahapan pekerdaan lersebut yang dibual sebanyvak 5 (hima)
rangkap.

B. Pekerjaan Pengawasan Teknis

1. Pengawasan laknis terhadap suatu obyek pekeraan dilarang dilakukan oleh
pengawas leknis (konsultan pengawas) yang berada di bawah satu manajemean
dengan kontraklor pelaksana yang bersangkutan unluk pelaksanaa pekeraan
Yamng Sama.

2. Pengawasan teknis untuk bangunan standar atau pekerjaan pengawasan teknis
lainnya yang biayanya bemilai samaal dengan Rp 100.000.000,00 (seralus jula
rupiah), dapat dilakukan secara swakelola oleh SKPD/UKPD feknis terkail sesuai
kompeatensinya,

3. Untuk pekarjaan pengawasan leknis yang berleknologi tinggi dan alau beresiko
tinggi yang biayanya bemilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus jula rupiah)
dapat dilakukan secara swakelola oleh SKPDIUKPD teknis lerkait sesuai
kempalensinya dengan melalul parsetujuan Gubernur,

4 Pada =zeliap lahapan peheqaan pengawasan leknis yang dilaksanakan, adalah

dalam bentuk laporan hasil pengawasan lengkap dan masing-masing lahapan
pekenaan tersebul yang dibual sebanyak 5 (lima) rangkap.

Il. LINGKUP PEKERJAAN PERENCANAAN/PERANCANGAN TEKNIS

A

Perencanaan/Perancangan Teknis Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas lengkap
dengan sarana dan prasarana, meliputi kegiatan-kegiatan ;

1. Tahap Konsepsi Perencanaan/Perancangan Teknis, meliputi antara lain

a. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi lapangan;
b. Menyusun program kerlaci._rang akan digunakan sebagai dasar perencanaan/
arancangan leknis yang didasarkan kepada Kerangka Acuan Kega (KA

¢ Monsultasi dengan Dinas Tata Ruang dan Dinas Penataan dan Pengawasan
Bangunan.

2. Tahap Penyusunan Prarencana Teknis, meliputi antara lain -

Membual rencana tapak;

Membuat pra rencana;

Membual perkiraan rencana DEE-G:

Membanlu Kepala SKPD/UKPD/Pejabat yang dilunjuk menqurus advis
planning/blok plan dari Dinas Tala Ruang dan izin pendahuluan/izin

prinsipflzin mendirikan bangunan {IMB) dari Dinas Penalaan dan Pengawasan
Bangurnan.

anme



3. Tahap Penyusunan Rencana/Rancangan Teknis Pelaksanaan, melipuli antara
lain .

a Membaniu konsepsi perencanaandperancangan lteknis secara keseluruhan
ditinjau dari keselarasan sistem yang latkandung didalamnya;

b. Menyiapkan sislem-sistem konstruksi/strukiural bangunan dan instalasd leknis
(mekanikal, elekirikal dan utilitas lainnya);.

c. Membuat penjelasan secara garis besar bahan-bahan bangunan yang akan
dipakai;

d. Membuat perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan;

&. Mengadakan penyelidikan lanah (terbatas untuk sondir dan bor dangkal) untuk
pondasi.

4. Tahap Pembuatan Dokumen Pelaksanaan, meliputi anfara lain :

Membual uraian detaill mengenai rencana arsilektur, rencana strukiural,
rencana ulillas lengkap dengan perhilungan-perhitungannya;

Membual dokumean persyaratan administrasi;

Membuat dokumen persyaratan smum;

Mambuat dokumen spesilikasi leknis,;

Membuat dokumen spesifikasi khusus;

Membuat gambar detail pelaksanaan;

Membual rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya.

ampaps

5. Tahap pemilihan penyedia barangfasa, melipull antara lain ;

a. Memberikan penjelasan mengenal pekenaan yang akan dilelangkan pada
rapat penjelasan {aarwijzing),

b. Membantu panitia pengadaan barangfasa dalam melakukan evaluasi
penawaran,

c. Melaksanakan tugas-ugas yang sama apabila leradi pemilihan penvedia
barang/Jasa ulang.

6. Tahap Pengawasan Berkala, sekurang-kurangnya sekall unluk setiap minggu
melipuli antara lain :

a. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

b. Memberikan penjelasan lerhadap permasalahan yang limbul selama masa
pelaksanaan;

¢. Menyusun laporan pelaksanaan,

7. Nilai untuk masing-masing tahap pekernaan, ditelapkan sebagai berikut -

a. Tahap konsepsi perencanaan 11,00%
b. Tahap pra rencana 15,00%
¢. Tahap rencana palaksanaan 28,00%
d. Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan 33,50%
e. Tahap pemilihan penyedia barang/jasa 2,50%
. Tahap pengawasan berkala 1
100,00%

8. Ketentuan-kelenluan tersebul dialas hanya berlaku uniuk pekerjaan yang

perencanaan/parancangan leknis dan pelaksanaan konstruksinya dilaksanakan
dalam salu tahun anggaran

9. Khusus untuk pekerjaan perencanaanfperancangan teknis untuk pekerjaan
pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, nilai
untuk masing-masing tahap pekerjaan, ditetapkan sebagai berikut.

a. Tahap konseps| parencanaan 11,00%
b. Tahap pra rencana 15,00%
c. Tahap rencana pelaksanaan 28,00%
d. Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan 33,50%

a7,50%



Perencanaan/Perancangan Teknis Jalan, melipuli kegiatan-kegiatan :

Tahap Konsepsi Perencanaan/Perancangan Teknis, melipuli anlara lain :

a. Pengurusan trace lahan unluk jatan dan bangunan pelengkapnya dari Dinas
Tala Ruang;

b. Melakukan pengukuran horizontal (jarak datar), verikal (elevasi), profi
melintang dan memanjang beseria gambar-gambarnya.

Tahap Perencanaan/Perancangan Teknis (engineering design), meliputi anlara
lain

a. Kegiatan penyelidikan lanah;

b. Perhitungan geomelrik jalan;

¢, Perhitungan konstruksi badan jalan, subbase dan base serta permukaan jalan
{surface) basarta gambar-gambamya.

Tahap pembuatan dokumen palaksanaan, meliputi antara lain :

Membual uraian detail mengenai perencanaan falan, rencana sirukiural,
rencana utilitas lengkap dengan perhitungan-parhitungannya;

Membual dokumen persyaratan administrasi;

Membua! dokumen persyaratan umum;

Membuat dokumen spaesifikasi laknis;

Membual dokumen spesifikasi khusus;

Membuat gamber detail pelaksanaan;

Membuat incian volume pekerjgan dan rencana anggaran biaya,

e~eapg

Tahap pemiiihan penyedia barangfjasa melipuli antara lain :

a. Memberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilelangkan pada
rapal penjelasan (aanwijzing};

b. Membantu parilia pengadaan barangfasa dalam maolakukan  avaluasi
penawaran,

c. Melaksanakan lugas-lugas yang sama apabila lerjadi pemilihan penyedia
barang/jasa ulang.

Tahap Pengawasan Berkala, sekurang-kurangnya sekali uniuk seliap minggu,
meliputi antara [&in

&. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
b, Membarkan penjelasan lerhadap permasalahan yang timbul selama masa
pelaksanaan;

c. Menyusun laporan pelaksanaan

Nilai unluk masing-masing tahap pekerjaan ditetapkan sebagai berikul -

a. Tahap konsapsi perencanaan 17,500
b. Tahap perencanaan teknis 24,50%
c. Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan 45,50%
d. Tahap pemilihan penyadia barangfjasa 2.50%
@8, Tahap pengawasan berkala 10,00%

100,00%

Ketentuan-ketenluan tersebul dialas hanya berlaku uniuk pekerjaan yang
perencanaan/perancangan teknis dan pelaksanaan konstruksinya dilaksanakan
dalam satu ahun anggaran,

Khusus uniuk pekadaan perencanaan/perancangan leknis untuk pekerjaan
pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan lebih dari satu lahun anggaran, nilai
untuk masing-masing ‘ahap pokerjaan, dilelapkan sebagai berikut

a. Tahap konsapsi perencanaan 17.50%
b. Tahap perencanaan leknis 24.50%
c. Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan i5,50%

87,50%



C. Perencanaan/Perancangan Teknis Saluran, melipull kegiatan :

1.

Tahap persiapan perencanaan/perancangan teknis, malipuli anlara fain

a. Pengurusan trace saluran dari Dinas Tata Ruang;

b. Pangurusan unluk memperoleh advis lentang arah pembuangan ar,
perkiraan debit aliran dan peil banjir serta hal lain yang berkaitan dari Dinas
Pakarjaan Umum; . _

¢ Melakukan pengukuran horizontal (jarak datar) dan veriikal (elevasi) beserta
gambar-gambamya.

Tahap Perencanaan/Perancangan Teknis (engineering design), melipuli antara
lain :

a. Hegiatan penyelidikan tanakh,

b. Perhilungan dan analisa hidrologi, hidrolika, penampang saluran, kemiringan
dasar saluran, profil melintang dan memanjang dan perhitungan stabilitas
fanggul;

g. Perhilungan konstruksi saluran beserta gambar-gambarnya.

. Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan, melipul antara lain

Membuat uraian delal mengenal perencanaan saluran, rencana strukiural,
rencana utililas langkap dengan perhifungan-perhilungannya;

Membuat dokumen persyaralan admimstrasi;

Membual dokumen persyaratan umunm,

Membuat dokumen spesifikasi leknis,

Membuat dokumen spesifikasi khusus,

Membuat gambar detail pelaksanaan;

g. Membuat rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya.

~sonw

Tahap/Pemilihan Penyadia Barang/Jasa, melipuli anlara lain :

a. Memberikan penjelasan mengenai pokerjaan yang akan dildlangkan pada
rapal penjelasan (aanwijzing);

b, Membantu panilia pengadaan barangljasa dalam melakukan evaluasi
panawaran,

c. Melaksanakan lugas-tugas yang sama apabila lerfjadi pemilihan penyedia
barangfjasa ulang.

Tahap Pengawasan Berkala, sekurang-kurangnya sekali untuk setiap minggu,
meliputi antara 'ain

a. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

b. Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang timbul selama masa
pelaksanaan;

e, Menyvusun [aporan petaksanaan

Nilai untuk masing-masing tahap pekerjaan, dilelapkan sebagail beriku

a. Tahap konsepsi perencanaan 17.50%
b. Tahap perencanaan laknis 24 50%
€. Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan 45,50%
d. Tahap pamilihan panyadia barangfjasa 2,50%
@, Tahap pengawasan berkala 1
100,00%

. Kelentuan-ketentuan tersebul dialas hanya beraku unluk pekerjaan yang

perencanaan/perancangan teknis dan pelaksanaan konstruksinya dilaksanakan
dalam satu tahun anggaran.

Khusus untuk peksrjaan perencanaan/perancangan teknis uniuk pekerjaan
pelaksanaan konsiriksi yang dilaksanakan lebih dari salu tahun anggaran, nilai
unituk masing-masing fahap pekerjaan, ditetapkan sebagai berikut.



a. Tahap konseps perencanaan 17,50%
b. Tahap perencanaan feknis 24 500
c. Tahap pembuatan dakumen palaksanaan 45 50%

Jurmlah 8T .50%

D. Perencanaan/perancangan leknis jembatan, maelipuli kegiatan-kegiatan !

1

Tahap persiapan pargncanaan/perancangan tekms, meliputi antara lain

a. Pengurusan unfuk memperoleh ped banjir beserta gambar-gambarnya dari
Dinas Pekerjaan Limum;

b Pengurusan uniuk mamparoleh trace jembatan dari Dinas Tata Ruang;

o Melakukan pengukuran horizonlal (jarak datar) dan verikal (elevasi) beserla
gambar-gambarnya.

Tahap perencanaan/perancangan leknis (engineerng design), melipuli anlara
lair :

a. Kegiatan penyzlidikan lanah (antara lain sondir dan bor dangkal) untuk
pondasi;

b. Perhitungan debil banjir, strukiur pondasi dan pangkal jembatan, bangunan
atas jembatan, dan perhilungan tembok penahan;

¢, Perhitungan konsiruksi jembalan dan pelengkapnya besera gambar-
gambarnya.

Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan, maeliputi antara lain :

W

Membual uraian delail mengenai perencanaan/perancangan teknis jembatan,
rencana strukiural, rencapa  ulifilas  lengkap dengan  perhilungan-
perhilungannya;

Membuat dokumen porsyaratan adminisirasi;

Membual dokumen persyaralan umum;

Membuat dokumen spesifikasi leknis;

Membuat dokumen spasifikasi khusus;

Membual gambar detail pelaksanaan;

Membualt rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya

©mpapo

Tahap pamilihan penyedia barangfjasa meliputi antara fain ;

a. Memberikan penjelasan mengenal pekerjaan yang akan dilelangkan pada
rapal penjelasan (aanwijzing);

b. Membantu panilia pengadaan barangfasa dalam melakukan evaluas:
penawaran,

€. Melaksanakan tugas-lugas yang sama apabila terdadi pemilihan penyedia
barangfjasa ularg.

. Tahap pengawasan berkala, sekurang-kurangnya sekall untuk sefiap mingau,

meliputt antara lain

a. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

b. Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang timbul selama masa
pelaksanaan;

c. Menyusun laporan pelaksanaan,

Milai untuk masing-masing tahap pekerjaan, ditelapkan sebagal berikut -

&. Tahap konsepsi perencanaan 17.50%
b. Tahap perancanaan leknis 24 50%
¢. Tahap pembualan dokumen pelaksanaan 45 50%
d. Tahap pemilihan penyedia barang/jasa 2,50%
. Tahap pengawasan berkala 10,00%

100,00 %

Ketentluan-kelentuan tersebul diatas hanya berlaku unluk pekenaan yang

perencanaan/perancangan teknis dan pelaksanaan konstruksinya dilaksanakan
dalam satu tahun anggaran.



8. Khusus unluk pekerjaan perencanaan/perancangan leknis uniuk pekerjaan
pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan lebih dari salu tahun anggaran, nilai
untuk masing-masing lahap pekarjaan, dilelapkan sebagai benkul -

a. Tahap konsepsi perencanaan 17,50%
b. Tahap perencanaan leknis 24,50%
c. Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan 45,50%

Jumlah BT.50%

Perencanaan/perancangan leknis pekeraan inslalasi leknik dan perencanaan
lainnya menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan lersebul di atas.

perencanaan/perancangan leknis pekerjaan Wonsullansi yang ruang lingkup dan
tahapan pekenaannya lidak sama dengan kelentuan sebagaimana yang dimaksud
pada hurul A, B, C dan D di atas, dapal diatur dengan kelentuan lersendir,

lIl. LINGKUP PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS

Pekerjaan pengawasan feknis melpuli kegiatan pengawasan ieknis terhadap
pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang lerdini atas

b.

i

Mengawasi pelaksanaan pekernaan konsiruksi dan segi kualilas, kuanttas dan laju
pencapaian volumae;

Mengawasl setiap tahapan dan keseluruhan pekeraan sera produknya, mengawasi
ketapalan wakiu dan biava pekeraan konstruksi;

Menyiapkan/menyediakan Buku Harian Lapangan (BHL) dan seliap hannya harus
selalu berada di lapangan,

Mengisi Buku Hanan Lapangan (BHL) yang memual lenlang jumiah lenaga
kerja/personil, kondisi lapangan, kondisi bahan, penyimpangan/perubahan
pekerjaan (kalau ada) dan kemajuan pekerjaan konsiruksi di lapangan selap hari;

Mengusulkan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian di lapangan
kepada Kepala SKPDVUKPLD/Pejabat yang ditunjuk, untuk mamecahkan persoalan-
persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konsiruksi Terhadap
perubahan pekerjaan tersebutl harus dibuat gambar perubahan (as buill drawing)
sebanyak dua set;

Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekenaan yang diajukan oleh
Pamborong/Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya Berita Acara Bobol Pekerjaan
tersebul harus disahkan oleh Kepala SKPDIUKPD Teknis Terkail:

Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/iokasi secara berkala;

Membuat laporan mingguan dan bulanan kepada Kepala SKPD/UKPD/Pejabat yang
dilunjuk mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang melipull | masukan
hasil rapal-rapat  di  lapangan, penyimpangan vyang dilakukan oleh
Pemborong/Penyedia Barang/Jasa yang sudah diperbaiki maupun yang belum
diperbaiki dan hal-hal lain yang terjadi di lapangan;

FPenyimpangan-penyimpangan lersebul pada huruf g di alas sebelumnya harus
dicatlal oleh Pengawas Teknis dalam Buku Harian Lapangan (BHLY;

Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacal pekerjaan selama masa
pemeliharaan.

V. PEDOMAN PEKERJAAN DESAIN INTERIOR

A.  Lingkup dan Tahap Pekerjaan Perencanaan/Perancangan Teknis Interior.

Pekerjaan perencanaan/perancangan teknis interior dapat dibedakan menjadi tiga
lingkup pekerjaan yang dapat dikerjakan secara terpadu maupun berdiri sendin masing-
masing lingkupnya

Feliga lingkup lersebut adalah

1.

Pekerjaan pokok dan utama, lerdin dari tahapan-tahapan



a)

D)

c)

d)

Skelsa gagasan/desain konsepiual

Sualu skelsa dalam benluk gagasan atau konsep yang dapal membenhkan
gambaran yang cukup jelas tentang pola pembagian ruang, lala letak, beniuk
dan jenis atau sifat interior dan kelengkapannya lermasuk gagasan atau konsep
skema warnanya. Sketsa tersebut harus dapal menggambarkan lujuan desain
dan pemikiran-pemikiran yang mendasar lentang latar belakang yang mencakup
segala segi dari kegiatan yang akan direncanakan bersama semua dala
informasi yang berhubungan dengan kegiatan lersebul. Gambar-gambar yang
dipakai sebagai dasar unluk mengadakan pembicaraan dengan pengguna
barangfjasa/pejabal yang ditunjuk dan mendapatkan persetujuannya.

Gambar yang dianjurkan, denah lantai dalam skala 1 : 100, pengelompokan
ruang maupun masing-masing fungsi dalam denah lantai. Gambar-gambar
perspekiif, sebaiknya berwarna dan dilengkapi dengan skema warna dan pilihan
bahan yang direncanakan akan digunakan.

Pengelolaan data/konsep rencana dan program ruang intarior.

Dalam hal desain inleror unfuk suatu kegialan perkanioran dengan jumlah
penghuni yang cukup besar serla struklur organisasi yang cukup kompleks biasa
jupa dikenal sebagai Manajemen Fasilitas tahap ini menyangkut : pengumpulan
data dan informasi melalui sistem kuesioner terlulis maupun wawancara lisan,
pengolahan data, penyusunan program ruang alau konsep hubungan antar
ruang, maupun organisasi baik verikal maupun horizental. Rencana penggunaan
ruang yang disesuaikan dengan rencana pengembangan organisasi pember)
lugas maupun program investasinya, baik uniuk saal pemberian lugas dibesikan
maupun untuk masa-masa mendatang. Dalam lahap ini yang dapal diberkan
kepada Kepala SKPD/UKPD meliputi, gambar-gambar skema, diagram
lengkung, matnks, rencana pemakaian ruang dan hubungan anlar ruang baik
secara vertikal maupun horizontal, program kebutuhan ruang berdasarkan dala-
data yang dikumpulkan, baik dalam benluk gambar maupun progam yang
disiapkan secara manual maupun dengan bantuan peralatan slektronik lainnya
Gambar yang dianjurkan, unluk denah lantai dalam skala 1 @ 100, untuk
rancangan hubungan verlikal, gambar polongan bangunan dalam skala 1 : 200
Untuk rencane dalam benluk tulisan sesuai dengan standar atau Tormat
peralatan yang dipakai

Prarencana

Prarencana terdiri dan gambar-gambar denah lanlai, denah langit-langil kalau
diperiukan, pandangan dan/alau penampang yang dapal memperihalkan garis
besar pemikiran dan yang dapat memperlihatkan garis besar pemikiran desain
interior dan yang dapal dipakai sebagai dasar cleh konsultan-konsultan lain
dalam perencanaan bidang masing-masing seperti konsultan mekanikal,
elekirkal, akusiik dan lain-lain. Gambar-gambar lersebul harus sudah dapat
dipakai sebagai dasar perhilungan alau perkiraan biaya pelaksanaannya,
dengan skala yang dianjurkan 1 - 100 dan 1 - 5.

Pengembangan rencana

Pengembangan rercana termasuk dalam rancangan pelaksanaan merupakan
uraian lanjut atau pengembangan prarencana. Gambar-gambar terdini dari denah
lantai, tata letak kelengkapan ruang, denah langil-langit, tata letak kelengkapan
ruang, denah langit-langit lengkap dengan skema lampu sera diagram hubungan
kelengkapan mekanikal dan elekirikal, yang dapatl digunakan oleh kensultan
mekanikal dan elekirikal untuk menyusun gambar-gambar instalasinya.
Gambar-gambar pandangan dan potongan lengkap dengan tampak peralatan
kelengkapannya. Gambar-gambar detail penjelasan dari bagian-bagian interiar
yang diperlukan uniuk pelaksanaannys. Gambar-gambar perabotan dan
perlengkapan inleror lainnya. Gambar-gambar mebel merupakan gambar
lersendin yang dibuat secara lengkap dengan ukuran-ukuran dan detail-detailnya
sehingga siap unluk diproduksi, Gambar-gambar pengembangan rencana
tersebutl harus dapat dijadikan kelengkapan dokumen pelelangan dan dapat
digunakan sebagai bahan perhilungan biaya pelaksanaannya.



Skala gambar dianjurkan, untuk denah lantai dan langit-langit 1 : 100 dan 1 'I.iﬂ,
pandm?rgnn atau penampang/potongan 1 : 50, gambar-gambar detall 1:10,1:5,
1 -2 dan 1 - 1. Gambar-gambar mebel meflipuli skala 1: 20, 1 :10, 1 : 5. Untuk
detail skala 1 -2, 1: 1 atau sesual dengan kebutuhannya.

e) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, yang harus disiapkan oleh perencana
teknis interior, adatah maliputi :

1) Gambar-gambar perencanaan seperti yang dwrakan di alas, lengkap
dengan gambar detail dan panjalasannya .

2) Spesifikasi teknis pekerjaan, sekurang-kurangnya memual :
- Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- Jenis dan muly bahan yang dipergunakan.
- Cara-cara pelaksanaan yang dipersyaratkan.

1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang melengkapi dokumen perencanaan/
perancangan fteknis inlenor, adalah perhilungan besamya perkiraan
anggaran yang diperiukan untuk bahan dan upah serla biaya-biaya lain yang
berhubungan dengan pelaksanaan, dihilung secara terinci  yang
menunjukkan bagian-bagian pekerfaan dalam satuan-satuan yang sesual

[. Pemilihan penyedia barang/jasa

Pemilihan penyedia barang/jasa melipuli pekerjaan yang mencakup membaniu
penyiapan seiuruh dokumen pemilihan penyedia barangfjasa (gambar-gambar,
uraian dan syaral-syaral pekerjaan) serta lampiran-lampiran, memberkan
enjelasan  pekerjaanfanwijzing, membantu  panitialpejabal  pengadaan
Eamngr sa selama proses pemilihan penyedia barang/jasa. serla memberi
nasihaliadvis kepada Kepala SKPD/IUKPD di dalam pemilihanpenatapan
penyedia barangfasa (konitraklor pelaksana) yang akan diserahi pekerjaan
{dan bila dianggap peru membanlu menyusun dan mempersiapkan
kontrakipelaksanaan),

g. Pengawasan berkala

Pengawasan berrala adalah mewakili Kepala SKPDIUKPD di dalam
pengawasan secara umum dalam hal-hal yang menyangku! pelaksanaan
pekerjaan konstruks: sebagai barkul :

1} Memberi himbingan dan mengadakan pengawasan wumum dalam
pelaksanaan peXerjaan tetapi bukan sebagai pimpinan haran. .

2} Turul menyetujul pembayaran angsuran biaya pelaksanaan yang masih
dianggap perlu untuk lebih menjelaskan apa yang sudah dinyatakan dalam
E;am r-gambar datail.

3y Memerksa dan kalau perdu memperbaiki atau menyuruh  memperbaiki
pambar-gambar kerja yang dibuat aleh pelaksana danfatau pihak Ketiga untuk
pelaksanaan pakeraan.

d4) Membuat evaluas! laporan-laporan pengawasan dan pelaksanaan uniuk
kegialan Kepala SKPD/UKPD.

5) Memeriksa pelaksanaan pekeraan paling sedikit empat minggu sekali dan
paling banyak seminggu sekali.

2, Limgkup Pekerjaan Potengkap dan Pendukung

Lingkup pekerjaan pelengkap dan p&nl:lukug!g adalah pekerjaan yang mungkin
dipariukan dalam Keadaan terteniu) uniuk melengkapi dan mendukung dpaharjaah
perencanaan/perancangan teknis interior, seperli pembuatan maket studi ataupun
maket jadi, pembuatan perspeklii-renderng khusus (misalnya uniuk keperuan-
keperiuan lerlentu separti publikasi) dan lain sebagainya.

3. Lingkup Pekerjaan Khusus

Lingkup pekerjaan khusus adalah pekerjaan lain yang memerlukan keahlian khusus
salain perencana teknis interior, seperti gambar-gambar dan perhitungan konstruks
instalasi-instalasi teknik dan lain-lainnya yang perlu dibuat oleh ahli-ahli khusus lain,
dapal diusulkan oleh perencana teknis inlerior dengan imbalan jasa yang
ditenfukan secara tersendiri, letapi ahli-ahli lain tersebul juga dapat ditunjuk
langsung cleh Kepala SKPDIUKPD.
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Apabila ahli-ahli lain lersebutl bekena unluk perencana leknis intenor, maka
pembayaran imbalan jasa dilentukan oleh perencana leknis interior yang
bertanggung jawab terhadap pekerjaan dari ahli-ahli tersebul. .
Dalam hal serupa ini perencana leknis interior menjadi penanggung jawab dari
saluruh pekerjaan ahli-ahli lersebul dan semua kelenluan yang ada dalam
pedoman ini tidak berlaku bagi ahli-ahli lain,

B. Tanggung Jawab Perencana Inlerior

1. Kecuali dalam hal yang disebu! dalam ayal-ayal berikul, perencana leknis inlerior
bertanggung jawab alas segala kerugian yang didenta oleh Kepala SKPDVUKPD,
sebagal akibat langsung dar kesalahan-kesalahan yang dibual oleh perencana
teknis interior atau  oleh orang-orang yang bekera padanya pada waklu
pelaksanaan lugas |ika kesalahan-kesalahan ilu dibual dalam keadaan yang
seharusnya dapal dihindarkan dengan keahlian dan kewaspadaan serla cara
pelaksanaan yang lazim.

2. Tanggung jawab unltuk kesalahan-kesalahan dalam keadaan luar biasa. Perencana
teknis interior tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh
orang-crang yang bekerfa padanya jka perencana leknis interior dapat
membuklikan bahwa kesalahan-kesalahan lersebul lidak dapal dihindarkan alau
lidak dapat diketahui sabolumnya maskipun lelah disdakan pengawasan dan
kewaspadaan yang lazim oleh perencana leknis inlerior,

3, Tanggung jawab serla koordinasi dengan ahl) lain, Pada dasamya perencana 1eknis
imenor tidak bertanggung jawab  atas hasil pekeraan  perancangan  alau
pengawasan yang dilakukan oleh ahli-ahli khusus lain seperti dimaksud pada huruf
A angka 3 kecuali bitamana

a. Aht-ahll tersebul bekarja unluk dan alas nama perencana leknis interior dalam
rangka sualu penugasan menyeluruh sera dipilih dan diangkal oleh perencana
leknis interior sendi, dengan alau lanpa perselujuan Kepala SKPDIUKPD:

b. Ahli-ghli tersebul, meskipun tidak bekerja untuk dan alas nama perencana
leknis inlerior yang mendapatkan penugasan lerbatas secara tegas disebulkan
berada di bawah kordinasi perencana teknis interior sepanuhnya.

Bilamana pemilihan ahfi-ahli tersebut seria besarnya telah diselujui perencana
teknis interior maka dalam hal ini perencana leknis intarior wajib memikul
sebagian tanggung jawab atas hasll pekerjaan ahli-ahli tersebut.

4. Pembatasan langgung jawab

a. Tanggung jawab perencana interior untuk kesalahan-kesalahan tidak dapat lebih
besar dari jumlah imbalan jasa yang harus dilerima oleh ahli-ahli unluk
melaksanakan tugasnya kecuali jika terjadi hal yang disebut dalam huruf b.

b. Dalam hal kesalahan-kesalahan disengaja oleh perencana teknis intenior maka
perancana inlerior bertanggung jawab penuh uniuk semua akibal kesalahan-
kesalahan itu tanpa ada pembalasan:

c. Seliap langgung jawab dari perencana leknis interior akan gugur dengan
sendirinya tiga tahun setelah tanggal penyelesaian baglan terakhir dari
penugasan, masa pamaliharaan liga bulan - dua belas bulan

C. Perhitungan Biaya Perencanaan/Perancangan Teknis Interior
1.  Komponen-komponen perhilungan untuk :

a. Pekerjaan desain interior bangunan, besamya jasa ditentukan oleh komponen-
komponen ;

1) Kilasifikasi bangunan

2) Rencana biaya interior bangunan
3) Lingkup dan lahap penugasan

4) Tabel persentase tarif



2.

3

b. Pekerjaan pengawasan lerpadu, besamya imbalan jasa dilentukan aleh
komponen-kemponen :

1
2
3

Biaya pelaksanaan inlenor bangunan
Klasifikasi bangunan

Tabel persantase tarif

a. Pekerjaan perencanaan

b. Pekeraan pemberian nasehal

¢. Jasa-jasa lain

Biaya Interior adalah biaya-biaya untuk melaksanakan pekerjaan interior yang Lelah
didesain yang terdin dari biaya-biaya :

a.

Bahan berikul upah pekerjaan .

1) Pekerjaan penyelesaian inlerior yan melipuli bidang-bidang @ laniai.
dinding dan langit-langit; ;
2} Pekerjaan kelengkapan intenor, lermasuk di dalamnya armatur lampu dan
kele pannya, mebel dan perabotan yang lain serla kelengkapan baik
ng iri sandiri maupun tertanam pada bagian inlenor,
3) Fakmja,an sub-sistem interior sebagai pendukung pokerjaan intenior.

Peralatan berikul upah pengadaan dan pemasangan sistem-sistem dalam
interiar guna .

1) Pengkondisian udara;

2} Transporiasi verlikal dan horizonial;
3) Pencegahan bahaya kebakaran;

4) Komunikasi,

Biaya-biaya kerja yang lidak langsung anlara lain peralatan kera. biaya
pengelolaan dan lain sebagainya.

d. Keuntungan pemborong

a. Pajak-pajak yang berlaku

Klasifikasi bangunan, dilenlukan oleh sifal, kegunaan dan tingkat krealifitas
dasainnya dan dibagi dalam :

a. HKelompok 1

Bangunan monumental rumah l:||'.?I | yang dibuat secara khusus dan fasililas
lain yang memerlukan tingkal keahlian desain serla kerumitan detailnya, yang
termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah museum, mousoleum,

memaorial, bangunan dengan dekorasi khusus, rumah tinggal dengan pesanan
khusus dan inir-iain

Kelompok 2

Bangunan den{:ﬂ sifal khusus dan lingkal kompleksitas desain yang tingg
vang memeriukan lingkal perimbangan vang luas menvangkul desain
struktur, mekamkal dan elekirkal, yang fermasuk dalam kelompok ini
diantaranya adaiah audilorivm, gaferi seni, bank, theater, gedung-gedung
lembaga linggi caerah seperti balai sidang DPRD, balaikota, ruang pameran,
rumah sakit, club house, fasilitas keagamaan, pusat riset dan lain-lain

Kelompok 3

Bangunan dengan sifal khusus lapi dengan ko leksitas desain sedang serla
lingkal pertimbangan cukup dalam hal kaila. o dengan desain strukiur,
mekanikal dan elekirikal, yang lermasuk dalam -lsmpok ini diantaranya
adalah gedung bioskop, fasilitas konvensi, hotel (d. nublik seperil Iuht:l’y.
rastoran, kamar-kamar khusus seperti suile room), thusus {(eksekulil),
kantor pos, restoran, lemminal transporlasi, fasilitas perguruan tinggi
dan fasilitas pendidikan lainnya.

Kelompaok 4

Bangunan dengan sifal dan defail konvensiona! ngan delall A
hubungan dengan desain strukiural, mekanikal dan E|E‘H.i'lhﬂ?amm'm!, yang

termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah apartemen (kamar standar
hotel), gedung perkantoran, asrama, motel, pusal perbelanjaan, loko serba
ada, pabrik, gedung sarana clahraga, hanggar dan lain-lain,
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. Kelompok 5

Bangunan dengan sifat kegunaan sederhana lanpa kompleksilas desain dan
memerlukan lingkat hubungan serta penyelesaian dengan rancangan struktur,
mekanikal dan olekirikal vang minimal, yang termasuk kelompok N
diantaranya adalah gabungan industn, gudang peranian, gedung parkir.
garas dan lain-lain.

4. Lingkup dan Tahap Penugasan
Pembagian tahap pekerjaan dinyatakan dalam persentase uniuk menilai bobot
masing-masing lahapan pekenaan dan pengaturan angsuran pembayaran imbalan
jasa,

5. Nilai untuk masing-masing tahap pekerjaan diletapkan sebagal berikut.

a. Tahap pengolahan data/konsep rencana 15,00%
dan rencana program ruang

b. Tahap pra disain 15.00%
c. Tahap pengembangan disain 30,00%
d. Tahap pembuatan dokumen pelaksanaan 20,00%
e. Tahap pemilihan penyedia barangfjasa 5,00%
f. Tahap pengawasan berkala 15.00%

100,00%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
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TABEL PERSENTASE ALOKASI DAN PENGGUNAAN BIAYA

DALAM DPA-SKPD

|. TABEL PERSENTASE ALOKASI BIAYA

TABEL A

Persentase blaya pembangunan untuk bangunan gedung dan
perumahan dinas lengkap dengan sarana kelengkapannya yang
pekerjaan perencanaan dan pengawasan teknisnya merupakan satu
kesatuan yang dilaksanakan oleh Konsultan.

TABEL B

Persentase biaya pembangunan untuk bangunan gedung dan
perumahan dinas lengkap dengan sarana Kkelengkapannya, yang
pekerjaan perencanaan dan pengawasan teknisnya merupakan satu
kesatuan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD teknis terkail

TABEL C

Persenlase biaya pembangunan untuk pekerjaan jalan, pekerjaan |
lanah/urugan, perdamanan, saluran, pagar, turap, dan rehabilitasi |
parawatan gedung, sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri yang
pekarjaan perencanaan dan pengawasan leknisnya dilaksanakan oleh
Konsultan.

| TABEL D

Persenlase biaya pembangunan untuk pekerjaan jalan, pekerjaan
tanah/urugan, pertamanan, saluran, pagar, turap, dan rehabilitasi/
perawatan gedung, sebagal pekerjaan yang berdii sendin yang
pekerjaan perencanaan dan pengawasan leknisnya dilaksanakan oleh
SKPD/UKPD teknis lerkail

TABEL E

Persenlase biaya pembangunan untuk pekerjaan jembatan, gorong-
gorong, beton berulang dan konstruksi beton berulang lainnya,
sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri yang pekerjaan perencanaan
dan pengawasan leknisnya dilaksanakan oleh Konsultan,

TABEL F

Persentase biaya pembangunan unluk pekerjaan jembatan, gorong-
gorong, belon berulang dan konstruksi belon bertulang lainnya
sebagai pekerjaan yang berdin sendiri yang pekerjaan perencanaan
dan pengawasan teknisnya dilaksanakan oleh SKPD/UKPD teknis
terkait.

TABEL G

Persentase biaya pembangunan unluk pekerjaan instalasi teknik
(mekanikal dan elekirikal) sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri, yang
pekerjaan perencanaan dan pengawasan teknisnya dilaksanakan oleh
Kons.ltan.

TABEL H

'l

| SKPD/UKPD teknis terkait.

Persenlase biaya pembangunan untuk pekerjaan mnstalasi teknik
tmehqniical dan eleklirkal) sebagai pekerjaan yang berdiri sendirl, yang
pekerjaan perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh

TABEL |

| Persentase biaya pembangunan untuk bangunan gedzr}g dan

perumahan dinas lengkap dengan sarana kelengkapannya. yang
pekerjaan pengawasan leknisnya merupakan salu kesatuan yang
dilaksanakan oleh Konsultan,

— — =




TABEL J

Persentase biaya pembangunan untuk bangunan gedung dan
perumahan dinas lengkap dengan sarana kelengkapannya. yang
pekerjaan pengawasan leknisnya merupakan satu kesaluan yang
dilaksanakan oleh SKPD/UKPD Teknis terkait.

TABEL K

Persentase biaya pembangunan untuk pekerjaan jalan, pekerjaan
tanah/urugan, pertamanan, saluran, pagar, turap, dan rehabilitasi/
perawatan gedung, sebagal pekerjaan yang berdin sendin yang
pekerjaan pengawasan leknisnya dilaksanakan oleh Konsultan.

TABEL L

Persentase biaya pembangunan unluk pekerjaan jalan, pekerjaan
tanahlurugan, pertamanan, saluran, pagar, turap, dan rehabilitasi/
perawatan gedung, sebagai pekerjaan yang berdin sendin yang
pekerjaan pengawasan teknisnya dilaksanakan oleh SKPD/UKPD
leknis terkait,

TABEL M

: | Persentase blaya pembangunan unfuk pekerjaan jambatan, gorong-

gorong. beton berulang dan konstruksi beton berlulang lainnya,
sebagai pekerjaan yang berdin sendiri yang pekerjaan pengawasan
teknisnya dilaksanakan oleh Konsullan,

TABEL M

Persentase biaya pembangunan unluk pekerjaan jembatan, gorong-
gorong. beton bertulang dan konstruksi beton bertulang lainnya
sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri yang pekeraan pengawasan
teknisnya dilaksanakan oleh SKPD/UKPD teknis terkait.

TABEL O

Persentase biaya pembangunan untuk pekeraan instalasi teknik
{mekanikal dan elekirkal) sebagal pekerjaan yang bardin sendiri, yang
pekerjaan pengawasan leknisnya dilaksanakan cleh Konsultan, |

TABEL P

Persentase biaya pembangunan untuk pekerjaan instalasi teknik
{mekanikal dan elekirikal) sebagai pekerjaan yang berdiri sendin, yang

pekerjaan pengawasannya dilaksanakan oleh Unit Teknis terkait |

TABEL Q

Persentase biaya pembangunan unfuk bangunan gedung dan |
perumahan dinas lengkap dengan sarana Kelengkapannya, }'angl
perencanaan/perancangan leknis prolotipe.

TABEL R

Persentase biaya pelaksanaan pengadaan barang.

TABEL S

Persentase biaya HKonsullansi yang hanya dialokasikan  uniuk
konsultansi yang dilaksanakan oleh Konsultan.

TABELT

Persanlase biaya Konsullansi yang hanya dialokasikan untuk
konsultansi yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD teknis terkait.

TABEL U

Perseniase biaya Konsultansi pekerjaan perencanaan/perancangan
teknis interior yang dilaksanakan oleh Konsultan,

TABEL V

Persentase biaya Konsullansi pekerjaan perencanaan/perancangan
teknis interior yang dilaksar .an oleh SKPD/UKPD tenis lerkail.

TABEL W

Persentase biaya Kons sl yang hanya dialokasikan untuk
konsultansl yang memeriu lim Pendamping (Counter Part)

TABEL X

Persentase biaya peraw 'pemeliharaan barang bergerak, yang
pekerjaan perencanaan d: sngawasannya menjadi salu kesatuan
yang dilaksanakan oleh Ur ~ tarkait.

TABEL Y

Perseniase honoranum panitia, blaya administrasi dan maya‘
operasional unfuk melaksanakan pembebasan tanah dan benda- |
benda yang berada diatasnya.




TABEL A : PERSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN DINAS LENGKAP DENGAN SARANA
KELENGKAPANNYA YANG PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNISNYA MENJADI SATU KESATUAN YANG

DILAKSANAKAN OLEH KONSULTAN.

——

NICAT PERSENTASE
NILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)
NO o i 15 ~50 >100 ~300 >400 >500 >1000 ~4000
5.d s.d s.d sd s.d 5.d s.d s.d >10.000
50 100 200 400 500 1.000 4.000 10.000
1 2 3 4 5 5 7 B g 10 11
1 | PELAKSANAAN BB.45 88,70 88,05 88,60 89,70 90,25 92,05 93,35 94,30
s.d s.d s.d gd s.d 5.d s.d 5.d
8a.7a B&US BE.80 848.70 90,25 9208 83,35 94,30
1.1 Pemilihan Penysdia
Barang/fdasa (Rp) 450,000 920.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 Maksimal
{diambil dan biaya s.d 5.4 5.d 5.d s.d B.000.000
pelaksanaan) 920,000 2.600.000 4,000.000 ¥.200.000 B.000.000
2 | PERENCANAAN 7.30 7.10 6.85 6,40 5,50 5.05 4.00 3.25 2.70
5.4 5.4 5.0 5.d 5.d z.d 5.d g5.d
7,10 6.85 G40 5,50 5,05 4,00 3.25 2,70
2.1 Pemilihan Panyedia
Barang/Jasa (Rp) 250,000 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 &, 500.000 Maksimal
(drambil dari biaya 5.d s.d s.d s.d s.d 5.d s.d 8.000.000
perancanaan) 520.000 1,000,000 2000, 000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000
3 | PEMGAWASAN 4.25 4.20 4,10 4,00 3,80 3,70 2.95 2.40 2.00
s.d s.d s.d s.d 5.d g.d 5.d s.d
4,20 4,10 400 3.80 370 295 2.40 2,00
3.1 Pamilihan Penyedia 250.000 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000
Barang/Jasa (Rp) =d s.d 5.d s.d sd 5.d s.d Maksimal
(diambll dari biaya 520.000 1.G00.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 B.500.000 &.000.000 B.000.000
pengawasan)
4 |IPENGENDALIAN TEENIS o d 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 104,00 100,00 100,00




TABEL B: PERSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAM PERUMAHAN DINAS LENGKAP DENGAN
SARANA KELENGKAPANNYA, YANG PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNISNYA MENJADI SATU
KESATUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH UNIT TEKNIS TERKAIT,

NILAI PERSENTASE

NILAI PROYEKKEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)

e T{%ﬂ?ﬂﬁ? 19 >50 >100 >200 >400 >500 >1000 =~4000
s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d sd >10.000
50 100 200 400 5040 1000 4,000 10.000
1 2 3 4 5 & T 8 g 1 11
1 | PELAKSANAAN §1.70 B3,35 82,55 92,80 83,55 83,90 94,55 95,40 98,15
s.d ed s.d s.d e.d sd s.d s.d
893,35 3,55 82,90 893,55 8390 94,55 95,40 896,15
1.1 Pemilihan Penyedia
Barang/J=sa (Rp) 460.000 920.000 2.600.000 4,000,000 T.200.000 Maksimal
(diamt | dan biaya sd s.d 5.d sd 5.d 8.000.000
pelaksanaan) 920.000 2,600,000 4.000.000 7.200.000 8,000,000
2 | PEREMCAMAAN 5,50 4.25 410 3,80 3,30 3.00 2.60 210 1,65
5.d s.d s.d g.d 5.d 5.d 5d s.d
4,25 4.10 3.80 3.30 3.00 2,60 2.10 1.65
3 | PENGAWASANM 2.80 2.40 2.35 2,30 2,15 2,10 1,85 1,50 1,20
s.d 5.d 5.d g.d 5.d 5.d 5.d 54
2,40 2,35 2,30 2,15 2.10 1.85 1.50 1.20
4 |PENGEMNDALIAM TEKMNIS 0.00 0,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00
Jumilah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00




TABEL C: PERSCNTASE DBIAYA FEMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAN JALAN, PEKERJAAN

5

TANAH/URUGAN, . PERTAMANAN,

SALURAN, PAGAR, TURAP DAN REHABILITASI/PERAWATAN GEDUNG, SEBAGAI PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI
YANG PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKMISNYA DILAKSANAKAN OLEH KONSULTAN,

MILAI PERSENTASE

MNILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)

NO KOMPONEN 15 =50 -100 =200 =400 =500 =1000 >4000
KEGIATAN
sd 5.d s.d s.d 5.d s.d s.d 5.d >10.000
50 100 200 400 &00 1.000 . 000 10.000
1 2 3 4 5 B 7 8 g 10 11
1 | PELAKSAMAAN 82,50 82,70 891,90 a82.30 83,30 93,70 93,50 84,25 894,75
=d s.d s.d 5.d sd s.d 5.d s.d
892,70 8280 82.30 83,30 23.70 93.90 84,25 9475
1.1 Pamilihan Panyadia
Barangflasa (Rp) 480,000 820,000 2,600,000 4 000000 7.200.000 Maksimal
{diambil dar biaya s.d s.d s.d 5.d s.d B.000.00:0
pelakzanaan) 920.000 2.600.000 4.000.000 T.200.000 8.000.000
2 | PERENCAMNAAN 3,50 3,40 3.25 3,00 2,35 2,10 2.00 1,85 1.85
s.d s.d 5.d s.d s.d s.d 5.d s.d
3,40 3.25 3.00 235 2,10 2.00 1.85 1.65
1.2 Pemilikan Panyedia
Barang/Jasa (Rp) 250.000 520.000 1.000.000 &.000.000 3.500.000 5.000,000 6.500.000 Maksimal
{diambil dari biaya s.d s.d sd &.d 5d 5.d 5.d 8.000.000
perancanaan) 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 &.500.000 8.000.000
3 | PENGAWASAM 4,00 390 3,85 3,70 335 .20 3,10 280 2,60
s.d sd 5.d =d s.d s.d 54 s.d
3,90 3.85 3,70 335 2,20 310 2.80 2,60
1.3 Pamilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 250.000 520.000 1.000.000 Z2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 Maksimal
(diambil dari biaya s.d sd s.d s.d s sd s.d 8.000.000
pengawasan) 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000
4 |PENGENDALIAM TEKNIS 0.co 0,00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00
Jumiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




B

TABEL D: PERSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAN JALAN, PEKERJAAN TAMNAHURUGAN, PERTAMANAN,
SALURAN, PAGAR, TURAP DAN REHABILITASI/PERAWATAN GEDUNG, SEBAGAI PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI
YANG PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNISNYA DILAKSANAKAN OLEH UNIT TEKNIS TERKAIT.

NILAI PERSENTASE

MILAl PROYER/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)

NO KOMPOMEM 15 >50 =100 =200 =400 =800 =1000 =4000
KEGIATAN
5.d s.d 5.d s.d 5.d s.d s.d 5.4d =10.000
50 100 200 200 500 1.000 4.000 10,000
1 2 Jd 4 b & T ] 9 10 1
1 | PELAKSANAARN 85,60 95,75 894,85 95,10 85,70 95.80 85,95 86,15 945,50
&.d s.d sd 5.d s.d s5.d s5.d sd
85.7hH 85,85 85,10 85,70 55,80 85,85 86,15 86,50
1.1 Pemilihan Penyedia
Barane 1==1 [Rp) 460.000 920.000 | 26500000 | 4.000.000 | 7200.000 Maksimal
{diarr Ll dari biaya 5.d 5.4 5.d s5.d s.d 8.000.000
pelsksanaan) 920.000 2.600.000 | 4.000000 | 7.200.000 | B.000.000
2 PEREMCAMAAN 2,10 2.00 1.85 1.75 1.40 1.35 1.25 1.15 1.00
z.d s.d s.d c.d s.d s.d s.d s.d
2.00 1,95 1.75 1.40 1,35 1,25 1,15 1,00
3 | PENGAWASAMN 2,30 2,25 2,20 215 1,90 1,85 1.8 1,70 1,50
5.d 5.d 5.d s.d 5.d 5.d 5.d s.d
2.25 2.20 2.15 1.80 1,85 1.8 1,70 1,50
4 |PENGEMDALIAN TEKNIS 0.00 0,00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00
Jumilah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00
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TASEL E: PLISENTASE olAYA PEMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAM JALAN, PEKERJAAN JEMBATAKN, GORONG-GORONG, BETON
BERTULANG DAN KONSTRUKS! BETON BERTULANG LAINNYA, SEBAGAI PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI YANG
PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNISNYA DILAKSANAKAN OLEH KONSULTAN,
MILAI PERSEMTASE
MILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)
NO ROMPONEN 15 =50 =100 =200 =400 =500 =1000 =4000
KEGIATAN
5.d &.d s.d 5.d 5.d s.d s.d sd =10.000
50 100 200 400 500 1.000 4,000 10.000
1 2 3 4 5 ] 7 8 o 10 11
1 | PELAKSAMNAAN 81,40 91,60 21.00 81.70 82,70 83.50 93,70 93,90 94,30
s.d 5.d s.d s.d 5.d a.d 5.d s.d
91,680 8200 81.70 92,70 893,50 83.70 93,80 94,30
1.1 Pamilihan Panyedia
Barang/Jasa (Rp) 460.000 920.000 Z.600.000 4.000.000 ¥.200.000 Maksimal
(diambil dari biaya 5.d g.d s.d e.d sd B.000.000
pelaxsanaan) 820.000 2.600.000 4 000.000 7.200.000 8.000.000
2 | PERENCANAAN 4,60 4,50 4,30 3,80 3,10 2.70 2,60 2,50 2.30
s:d 5.d 5.d s.d s.d s.d 5.d s5.d
4 50 4,30 3,80 3,10 2,70 2,60 2.50 2.30
1.2 Pemilihan Penyadia
Barang/Jasa (Rp) 250.000 520.000 1.000 000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 Maksimal
[dizrnbil dari biaya i 5.d 5.d 5.d 5.d 5.d 5.4 8.000.000
pe - -...000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5,000,000 5.500.000 8.005.000
d | PENG 4,00 3.90 3.70 3.50 320 2,80 270 2,60 2.40
s.d sd s5d 5.4 sd zd 5.d sd
3,90 370 3,50 3,20 2,80 270 2,60 2,40
1.3Pe &an Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 250.000 520.000 1.000.000 | 2000000 | 3500000 | 5000000 | 6.500.000 Maksimal
idiambil dari biaya sd s.d s.d 5.d sd 5.d s.d 8.000.000
pangawasan) 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000
4 |PENGENDALIAN TEKNIS 0.00 0,00 .00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00
Jumiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




TABEL F° PERSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAN JALAN, PEKERJAAN JEMBATAN, GORONG-GORONG, BETON
BERTULANG DAN KONSTRUKS| BETON BERTULANG LAINNYA, SEBAGA|I PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI YANG
PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNISNYA DILAKSANAKAN OLEH UNIT TERKAIT.

NILAI PERSENTASE

NILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH]

NO Bty 15 =50 =100 =200 =400 =500 =1000 =4000
KEGIATAN
sd s.d s.d s.d s.d sd s.d s.d =10.000
50 100 200 400 500 1.000 #.000 10.000
1 2 3 q 5 G 7 8 g 10 11
1 PELAKSANALMN 94,85 95,10 9425 94,60 495,30 §5.70 85,80 95,00 896,30
5.d 5.d s.d s.d 5.d 5d 5.d 5.0
85.10 85,25 84 60 85,30 85,70 85,80 85,00 98,30
1.1 Pemilihan Penyadia
Barang/Jasa (Rp) 460,000 920.000 2.600.000 4.000.000 T.200.000 Maksimal
(diambil dari biaya sd s.d s.d s.d s.d 8.000.000
pglakﬁnaanj 920,000 2 600,000 4.ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ' ?-?‘Dﬂﬂﬂﬂ E.Dﬂﬂ-ﬂﬂﬂ
2 | PERENTANAAN 2,75 2.65 2.55 2.30 1.80 1.60 1.56 1.45 1,30
s5d 5.d s.d 5.4 5.d s.d 5.d s.d
2.65 2.55 2.30 1,80 1.60 1.55 1.45 1.30
3 | PENGAWASAN 230 2.25 2,20 2,10 1.80 1.70 1,65 1.55 1,40
&.d s.d 5.d s.d 5.d s.d sd g.d
2.25 2,20 2.10 1.490 1.70 1,65 1,55 1,40
4 |PENGENDALIAN TEENIS Q.00 0.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
Jumilah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TABEL 5 PERSENTASE BiATA PEMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAN INSTALASI TEKNIK (MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL), SEBAGAI
PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI YANG PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNISNYA
DILAKSANAKAN OLEH KONSULTAN.

NILAI PERSENTASE
MILAl PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPLAH)
NO HH%MGTETNAEMN 15 >50 >100 =200 >400 *500 >1000 >4000
5.0 5.4 s.d 5.4 &4 sd s.d s.d >10,000
50 100 200 400 500 1.000 4.000 10.000
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
1 | PELAKSANAAN 84,35 94,50 93,80 84 35 94,70 85,20 96.20 o97.70 28,35
5.d i s.d s.d s.d g.d s.d 5.0 5.d
84,50 94,80 8435 94,70 5,20 86,20 o7, 70 88,35
1.1 Pamilihan Panyadia
Barang/Jasa (Rp) 450,000 B20.000 2,600,000 4,000,000 7,200,000 Maksimal
{dizmbil dari biaya 5.d 5.d sd s.d s.d 8.000.000
palaksanaan) 220.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 8.000.000
2 | PERENCANAAN 2,40 2,30 2.10 1.80 1.60 1.50 1,10 0,50 0,25
s.d 5d s.d g.d 5.4 5.4 s.d s.d
2.0 210 1,80 1.60 1,50 1,10 0,50 0,25
1.2 Pamilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 250,000 520,000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 G.500.000 Makzimal
{diz -~ dari biava s.d s.d s.d 5.d 5.d s.d s.d 8.000.000
piE 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000
3 | PENG: 3,25 4,20 3,10 2,85 2,70 2,30 1,70 (.80 0,40
s.d s.d s.d s.d s.d s.d 5.d &5.d
3.20 3.10 2,85 2,70 2,30 1.70 0.80 0,40
1.3 Pemilihan Penyadia
Barang/Jasa (Rp} 250.000 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5,000.000 §.500.000 Maksimal
(dambil dari biaya s5d s.d 5.d sd g.d sd sd 8.000.000
pengawasan) 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 B.500.000 8.000.000
4 |PENGEMDALIAN TEKMIS 0,00 0,00 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00 1.00 1.00
Jurmlah 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00




10

TABEL H: PERSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAN INSTALASI TEKNIK (MEKAMNIKAL DAN ELEKTRIKAL), SEBAGAI
PEKERJAAN YANG BERDIR! SENDIRI YANG PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNISNYA DILAKSANAKAN OLEH SKPD/UKPD
TEKNIS TERKAIT.

MILAl PERSENTASE
KOMBGHEN MILAl PROYEE/KEGIATAMN (DALAM JUTA RUPIAH)
NO 15 »50 =100 =200 =400 =500 =>1000 >4000
KEGIATAM
s.d s.d s.d g.d s.d s.d s.d s.d =>10.000
50 100 200 400 500 1,000 4.000 10.000
1 2 i 4 5 B 7 & a 10 11
1 FELAKSANAAMN 096.65 896.75 45.4a0 96.20 94,40 94,60 7,20 88,20 98,50
s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d 5.d
96,75 496,90 96,20 86,40 96,60 87.20 98,20 98,50
1.1 Pemilihan Penyadia
BaranglJasa (Rp) 460.000 920.000 | 2600.000 | 4.000.000 | 7.200.000 Maksimal
{mamn" dan biaya sd 5d 5.d 5.d s.d &.000.000
palaksanaan) S20.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 B.000.000
2 | PERENMCANAAN 1.45 1.40 1,30 1.10 1.00 0,90 0,70 0,30 0,20
5.d 5.d s.d 5.d z.d 5.d 5.d s.d
1,40 1,30 1.10 1.00 .90 L 0,30 0,20
3 | PENGAWASAN 1.50 1,85 1,80 1,70 1.60 1.50 1,10 0.50 0,30
s.d 5.0 5.d 5.d s.d s.d s.d 5.0
1,85 1.80 1,70 1,60 1,50 1,10 0,50 0,30
4 |PENGENDALIAN TEKMIS 0,00 0,00 1.00 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00
Jumiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TABEL | PERSENTASE UIATA PEMBANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN DINAS LENGKAP DENGAN
SARANA KELENGKAPANNYA YANG PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNISMYA MENJADI SATU KESATUAN YANG
DILAKSANAKAN OLEH KOMNSULTAN.
MILAI PERSENTASE
NILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)
ND HEINE e 15 »50 >100 =200 =400 =500 =1000 =4000
KEGIATAN
s.d s.d s.d 5.d 5.d 5.d s.d s.d >10.000
50 100 200 400 500 1.000 4,000 10.000
1 2 3 4 5 B T a8 9 10 11
1 | PELAKSANAAN 85,75 95,80 94,90 95,00 85,20 95,30 985,05 8a,60 a7.00
s.d 5.d s.d &.d sd s.d s.d 5.d
85,80 895,80 45,00 95,20 95,30 86,05 95,60 a7.00
Barang/Jasa (Rp) 450000 920.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 Maksimal
(diambil darn biaya 5.d s.d 5.d s.d sd £.000.000
palaksanaan) 920.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 | 8.000.000
2 | PENGAWASAN 4,25 4,20 4.10 4,00 3,80 3.70 2,95 240 2.00
s.d s.d 5.d g.d s.d s.d g.d sd
4,20 4,10 4,00 3.80 3.70 2,95 2,40 2,00
Bar lasa (Rp) 250.000 520.000 1.000.000 2.000.000 3500000 5.000.000 6.500.000 Maksimal
(dizmbil dari biaya 5.d 5.d s.d s.d sd 5d £.d 8.000.000
pangawasan) 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 B.000.000
3 |PENGENDALIAMN TEKMIS 0,00 0,00 1.00 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00
Jumlah 100,00 104,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TABEL J: PERSENIASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN DINAS LENGKAFP DENGAN
SARANA KELENGKAPAMNYA  YANG PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNISNYA MENJADI SATU KESATUAM YANG
DILAKSANAKAN OLEH SKPD/UKPD TEKNIS TERKAIT.
MILAI PERSENTASE
MILAI PROYEF/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)
NO IMEChE 15 =50 =100 =200 =400 >500 >1000 >4000
KEGIATAM
sid 5.d s.d 5.d s.d s.d s.d 5.d >10.000
50 100 200 400 500 1,000 4,000 10.000
1 2 3 a4 5 B [ 8 g 10 11
1 PELAKSANAAMN or.20 a7.60 96,65 96,70 06,85 86,90 a7.15 a7 .50 o780
sd z.d z.d s.d s.d s.d 3d s.d
97 .60 47.65 896,70 96 85 06, a0 a7.15 a7.50 97.80
1.1 Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 480,000 220,000 2.600.000 & 000.000 7.200.000 Maksimal
{diambil dari biaya s.d s.d s.d 5.d s.d 8.000.000
palaksanaan) 520.000 2.600.000 4. 000.000 7.200.000 8.000.000
2 | FENGAWASAN 2,80 240 235 230 2,15 2,10 1.85 1.50 1,20
5.d s.d 5.d &.d s.d 5.d sd s.d
2,35 2.30 2.15 2,10 1.85 1.50 1,20
3 [(PENGENDALIAN TEKMNIE _D,Dﬂ 0.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00 1.00
Jumiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,00
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TABEL ¥ DPERSENTASE BIAYA FLMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAN JALAN, PEKERJAAN TANAH/URUGAN, PERTAMANAN,
SALURAN, PAGAR, TURAP DAN REHABILITASI/PERAWATAN GEDUNG, SEBAGAI PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI
YANG PENGAWASAN TEKNISNYA DILAKSAMAKAN OLEH KONSULTAN.
NILAI PERSENTASE
NILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)
NO REIM=ONEN 15 ~50 >100 5200 >400 ~500 >1000 ~4000
KEGIATAN
s.d 5.d s.d s.d s.d s.d 5.d s.d >10.000
50 100 200 400 500 1.000 4.000 10.000
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
1 | PELAKSANARN 896.00 86,10 05.15 85,30 95.65 095,80 85,90 86,10 g6, 40
s.d a.d s.d 5d sd 5.d 5.d s.d
56,10 5G,15 85,30 85,65 05,80 95,90 86,10 96,40
1.1 Pemilinan Panyedia
Barang/Jasa (Rp) A60.000 920.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 Maksimal
{diambil dari biaya sd s.d s.d s.d gd 8.000.000
pelaksanaan) 220,000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 8.000.000
2 | PENGAWASAN 4,00 3,80 3.85 3,70 3,35 3,20 3,10 2.90 2.60
s.d sd s.d s.d &.d 5.d s.d 5.d
3.90 3,85 3.70 3.25 3,20 3.10 2.90 2.80
2.1 Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 250.000 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500,000 5.000.000 5.500.000 Maksimal
(diambil dari biaya 5.d sd s.d sd 5.4 s.d 5.d 8.000.000
pengawasan) 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000
1 [PENGENDALIAN TEKNIS 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jumiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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WAGEL L: PERSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAN JALAN, PEKERJAAN TANAH/URUGAN, PERTAMANAN,

SALURAN, PAGAR. TURAP DAN REHABILITASI/PERAWATAN GEDUNG, SEBAGAI PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI
YANG PENGAWASAN TEKNISNYA DILAKSANAKAMN OLEH SKPD/UKPD TEKMIS TERKAIT.

NILAI PERSENTASE
MILAI PROYER/EEGIATAN (DALAM JUTA RUPLAH)
KOMPOMNEN
KEGIATAN 15 =50 =100 =200 >0 =500 > 1000 >4000
5.d sd s.d s.d 5.d 5.d sd sd =10.000
50 104 200 400 500 1.000 4.000 10.000
2 3 4 8 [+ 7 A 2] 10 11
PELAKSANAAN 87.70 9r.75 56.80 96,85 947.10 g7.15 ar.20 ay. an ar.50
s.4d s.d g.d 5.d 5.d 5d s.d 5.d
87,75 G7.80 06.85 a7r.10 a7.15 av.2n o7 30 g7.50
1.1 Pe s=vadia
Baraii, 460000 920.000 2.8600.000 4,000,000 7,200,000 Maksimal
{diambil dari bizya a.d s.d 5.d 5.d 5.0 B.000.000
palaksanaan) 920,000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 H.000.000
PENGAWASAN 2.30 2,25 2,20 2,15 1.80 1.85 1.80 1,70 1.50
s5.d s.d =d zd g.d =.d g.d 5.d
2,25 .20 2.15 1.490 1,85 1.80 1.70 1,50
PENGENDALIAN TEKNIS 0,00 0,00 1,00 1,00 1,040 1,00 1,00 1,00 1.00
g 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00
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TABEL M: PERSENTASE BIAYA PEMOANGUNAN UNTUK PEKERJAAN JENBATAN, GORONG-GORONG, BETON BERTULANG DAN
KONSTRUKSI BETON BERTULANG LAINNYA, SEBAGAI PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI

TEKNISNYA DILAKSANAKAN OLEH KONSULTAN.

YANG PENGAWASAN

NILAI PERSENTASE

MNILAI PROYEK/KEGIATAN {DALAM JUTA RUPIAH)

e KHE;ETET%N 13 >50 >100 >200 =400 >500 >1000 >4000
s.d sd s.d s5.d s.d s.d 5.d sd >10.000
50 100 200 400 500 1.000 4.000 10.000
1 2 3 i 5 5] [ & B 10 11
1 | PELAKSAMAAN 86,00 96,10 95,30 895,50 95,80 96,20 86,30 86,40 96,60
s.d s.d 5.d s.d s.d 5.d s.d sd
96,10 96,30 95,50 95,80 96.20 98,30 96,40 96.60
1.1 Pamilihan Panyedia
Barang/Jasa (Rp) 460.000 920.000 | 2600000 | 4.000.000 | 7.200.000 Maksimal
(diamnbil dari biaya s.d s.d s.d s.d s.d 8.000.000
pelaksanaan) 8920.000 2.500.000 4.000.000 ¥.200.000 8.000.000
2 | PENGAWASAN 4,00 3,90 3,70 3,50 3,20 2,80 270 2,60 2.40
s.d s.d 5.d s.d sd sd 5.d 5.d
3,90 3,70 3,50 3.20 2,80 270 2,60 240
2.1 Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 250.000 520.000 1.000,000 | 2000000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 Maksimal
{diambil dari biaya s.d s.d s.d s.d 5.d s.d s.d 8.000.000
pengawasan) 520.000 1.000.000 2.000.000 | 3500000 | 5000.000 | 6.500.000 | 8.000.000
3 |PENGENDALIAN TEKNIS 0.00 0.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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"FERSENTASE BlavA PEMBANGUMAN UNTUK PEKERJAAN JEMBATAN, GORONG-GORONG, BETON BERTULANG DAN

PABEL M.
KONSTRUKSI BETON BERTULANG LAINNYA, SEBAGAI PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI YANG PENGAWASAN
TEKNISNYA DILAKSANAKAN OLEH SKPD/UKPD TEKNIS TERKAIT.
NILAI PERSENTASE
NILAI PROYER/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPLAH)
NO o 15 >50 100 >200 >a00 >500 >1000 ~4000
5.d 5.d s.d s.d s.d 5.d s.d s.d >10.000
50 100 200 400 500 1.000 4,000 10.000
1 2 3 4 5 ] T a g9 10 11
T | PELAKSANAAN a7.70 97,75 96,80 96,90 a7.10 a7 30 a7.35 a7 45 87.60
s.d s.d £.d sd sd s.d sd s.d
87,75 a97,80 896,80 a7,10 87,30 ar7.35 a7.45 a7 60
1.1 Pemilihan Panyedia
Barang/Jasa (Rp) 460.000 920.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 Maksimal
(drambil dari biaya 5.d 5.d s.d s.d s.d 8.000.000
pelaksanaan) 820,000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 8.000.000
2 | PENGAWASAN 2,30 225 2,20 2,10 1.80 1.70 1,65 1,55 1.40
s.d sd sd s.d sd s.d s.d s.d
2,25 2.20 2.10 1.90 1.70 1,65 1,55 1,40
3 |[PENGENDALIAN TEKNIS 0,00 0,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00
Jumilah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TABEL U PenokbNTASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK PEKERJAAN INSTALASI TEKNIK (MERANIKAL DAN ELEKTRIKAL), SEBAGAI
FEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI YANG PENGAWASAN TEKNISNYA DILAKSANAKAN OLEH KONSULTAN.

NILAI PERSENTASE

NILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)

KOMPONEN
HE KEGIATAN 13 =50 >100 >200 =400 >500 >1000 >4000
5.d s.d s.d 5.d s.d 5.d s.d 5.d =10.000
50 100 200 400 500 1.000 4.000 10.000
1 2 3 4 5 <] 7 B 9 10 11
1 | PELAKSANAAN 96,75 896,80 85,90 86,15 86,30 96,70 87.30 08,20 98,60
s.d 5.4 5.d a.d 5.d s.d 5.d sd
86,80 86,90 86,15 96,30 96,70 97.30 08,20 98,60
1.1 Pamilihan Panyedia
Barang/Jasa (Rp) 460,000 020.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 Maksimal
{diambil dari biaya s.d s.d sd s.d s.d B.0D0.000
pelaksanaan) 920.000 2,600,000 o 000,000 7.200.000 8.000.000
2 | PENGAWASAN 3,25 3,20 310 2,85 2,70 2,30 1,70 0,80 0,40
s5.d 5.d sd s.d 5.d 5.d 5.d s.d
320 3.10 2,85 2,70 2.30 1,70 0.80 0.40
2.1 Pemilihan Panyadia
Barang'Jasa (Rp) 250,000 520,000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 5.500.000 Maksimal
(diambil dari biaya s.d s.d 5.d s.d g.d 5.d 5.d B.000.000
pe 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 &.500.000 8.000.000
3 |PENGE :KNIS 0,00 0,00 1.00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00
suimiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00




18

TABEL 7. PERSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN UNTUR FEKERJAAN INSTALASI TEKNIK (MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL), SEBAGAI
PEKERJAAN YANG BERDIRI SENDIRI YANG PENGAWASAN TEKNISNYA DILAKSANAKAN OLEH UNIT TEKNIS TERKAIT.

NILAI PERSENTASE

NILAI PROYER/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)

NO HH{?EMGF;ETF;ENN 15 =50 =100 =200 =400 =500 =1000 =40040
5.d s.d s.d s.d s.d s.d 5.d s.d >10.000
50 100 200 400 800 1.000 4000 10.000
1 2 3 4 -] & ) 8 9 10 1
1 PELAKSANAAN 9810 Q58.15 97,20 avr.an av.40 a7 .50 a97.80 a8, 50 Ba, 70
s.d s.d s.d s.d 5.d g.d s.d &.d
88,15 48,20 87,30 a97.40 87,50 a7.60 898 50 98,70
1.1 Pamilihan Penyeadia
Barang/Jasa (Rp) 460.000 920,000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 Maksimal
[diambil dari biaya a.d g.d 5.d 5.d 8.4 8.000.000
pelaksanaan) B20.000 2,600,000 4.000.000 7.200.000 8.000.000
2 | PENGAWASAN 1.80 1.85 1.80 1,70 1,60 1,50 1,10 0,50 0,30
s.d 5.0 s.d 5.0 5.4 s.d 5.d sd
1,85 1.80 1,70 1,60 1.50 1,10 0,50 Q.30
2.1 Pamilihan Penyedia
BaranglJasa (Rp) 250.000 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 Maksimal
(diambil dari biaya s.d 5.d sd s.d s.d 5.d 5.d 8.000.000
pengawasan) 520.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5,000,000 6.500.000 8.000.000
3 |[PEMGENDALIAN TEKNIS 0.00 0,00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
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TABEL Ot PERSENTASc BiATA PEMBANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN DINAS DENGAN MENGGUNAKAN

PERENCANAAN/PERANCANGAN TEKNIS PROTOTIPE,

NILAI PERSENTASE

NILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH )

PEREMCANAAN/PERANCANGAN & PENGAWASAN TEKNIS

PERENCAMNAAN/PERANCANGAN & PENGAWASAN TEKNIS

OLEH UNIT TEKNIS TERKAIT

KOMPOMEN
NO KEGIATAN OLEH KONSULTAN
15 =50 =100 15 =50 =100
s.d 5.d sd =1000 s.d s.d s.d >1000
50 100 1000 50 100 1000
1 2 3 4 5 6 T 8 ) 10
1 PELAKSAMAAMN 94,24 94.24 05,68 85,68
85,24 895,24 sd kg 06,68 96,68 v 3
84,24 04,24 8568 95,68
1.1 Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 460,000 220.000 2,600 000 450.000 920,000 2.600.000
{diambil dan biaya . s.d s.d 6.000.000 sd s.d s.d £.000.000
pelaksanaan) FRVINT) 2.600.000 4.000.000 920.000 2.600.000 4.000.000
PENYESUAIAN PTRCAN 1.36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
PENGAW 3.40 3,40 340 3,40 1,96 1,96 1,96 1,96
3.1 Pamili! :
Barang/Jasa (Rp) 120,000 240,000 400.000 E00.000
{diambil dan biaya sd s.d s.d sd ) . )
pengawasan) 240,000 400,000 600,000 1.200.000
4 |PENGENDALIAN TEKNIS 0,00 0,00 1,00 1,60 Q.00 0,00 1.00 1.00
Jumiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,04 100,00 100,00 100,00




TABEL R. PERSENTASE BIAYA PELAKSANAAN FENGADAAN BARANG,

0

NILAlI PERSENTASE

NILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)

NO H&%TE&EP‘EN 15 =50 =100 =200 =400 >500 =1000 =4000
s.d 5.d 5.d s.d 5.d 5.d s.d 5.d =10.000
50 100 200 400 500 1,000 4.000 10.000
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11
b EERRARSENGW 100,00 100,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
1.1 Pamilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 300.000 820,000 1.800.000 3.250.000 Maksimal
(diambil dar biaya sd sd s.d 5.d 4.000.000
palaksanaan) 920.004 1.800.000 3.250.000 4.000.000
2 |PENGENDALIAM TEKNIS 0,00 0,00 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00
Jumiah 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00
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TABEL 5. PERSENIASE BIAYA KUNSULTASI YANG HANYA DIALURASIKAN UNTUK PEKERJAAN KONSULTASI YANG
DILAKSANAKAN OLEH KONSULTAN.
NILA| PERSENTASE
MILAI PROYERK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)
NO Kﬁ%’-é'?fﬁi” 15 =50 >100 >200 >400 >500 >1000 >4000
5.d s5.d s.d 5.d s5.d s.d sd s.d >10.000
50 100 200 400 500 1.000 4.000 10.000
1 2 3 4 5 8 7 E E 10 11
1 | PELAKSANAAN 85,00 99.00 84,00
100,00 100,00 84 00 99,00 893,00 98,00 s5.d s.d
99,00 99,00
1.1 Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 150.000 320.000 660.000 1.000.000 1.600.000 2.500.000 4. 600.000 Maksimal
(diambil dari biaya &.d s.d sd 5d s5.d sd s.d 6.000.000
pelaksanaan) 320.000 660.000 1.000.000 1.600.000 2.500.000 4,600.000 &.000.000
2 |PENGENDALIAN TEKNIS 0,00 0.00 1.00 1,00 1.00 1,00 1.00 1.00 1,00
Jumiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TABEL T. FERSENTASE BIAYA KOUNSULIASI YANG HANYA DIALOKASIKAN UNTUK PEKERJAAN HKONSULTASI YANG
DILAKSANAKAN OLEH SKPD/UKPD TEKNIS TERKAIT.
NILAI PERSENTASE
MILAI PROYEK/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)
he) Kﬁihéffgﬁfw 15 =30 >100 >200 >400 >500 >1000 =4000
g.d 5.d s.d 5.d s.d s.d s.d &.d >10.000
50 100 200 400 500 1.000 4.000 10.000
1 2 3 4 5 5 7 8 a 10 11
1 | PELAKSANAAN 949,00 99,00 89,00
100,00 100,00 09,00 89,00 29,00 89,00 s.d s.d
99,00 o9,00
2 |PEMGENDALIAM TEKMIS 0.00 0,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1,00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TABEL Ui PERSENTASE BIAYA KONSULTASI  PEKERJAAN PERENCANAAN/PERANCANGAN TEKNIS INTERIOR YANG
DILAKSANAKAN OLEH KONSULTAN.

MILA| PERSEMTASE
MILAI PEKERJAAN/KEGIATAN (DALAK JUTA RUPIAH)
H&"éffﬁﬁ” 100 >200 300 =400 >500 >1000
5.d s.d s.d 5.d s.d s.d =3000
200 300 400 500 1.000 2.000
2 3 4 5 B T B g
10,00 9,50 9.00 8,50 8,00 7.50 7.00
KELOMPOK | 5.d 5.d 5.d z.d 5.d 5.d
9,50 9.00 a.50 8.00 7.50 700
.00 B.50 8,04 T.50 T.00 .50 a,00
KEL OMPOK I 5.d s.d s.d s.d 5.d s.d
8.50 8.00 7.50 7.00 6,50 6.00
8,00 7.50 7,00 6,50 a,00 550 5.00
KELON 20K I 5.0 s.d 5.0 5.d 5.d 5.d
7.50 7.00 6,50 6,00 5.50 5,00
.00 6.50 6,00 5.50 5,00 4. 50 4.00
KELPOMPOK IV s.d 5.d sd sd 5.d 5.d
6,50 o,00 5,50 5.00 4.50 4.00
.00 5,50 5,00 4,50 4,00 3.50 3.00
KELOMPOK W 5.d s.d 5. s.d sd 5.d
5,50 5.00 4.50 4. 00 3.50 3.00
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IABEL V. PERSENTASE BIAYA KUNSULTAS! PEKERJAAN FERENUANAAM/PERANCANGAN TEKNIS INTERIOR YANG
DILAKSANAKAN OLEH SKPD/UKPD TEKNIS TERKAIT.

MILA| PERSEMTASE
KOMPONEN MNILAI PEKERJAAMKEGIATAN {DAL.RM JUTA RUPIAH)
100 =200 =300 >400 =500 >1000
KEGIATAN
&.d s.d sd g.d s.d s.d >3000
200 300 400 500 1.000 2.000
2 3 4 -] 6 7 B o
7.00 6.50 6,00 5,50 5.00 4,50 4,00
KELOMPOK | =d s.d 5.d 5.d 5.d 5.d
6.50 6,00 550 5,00 4.50 4.00
6,50 6.00 £.50 500 4,50 4,00 3.50
KELOMPOK II s.d s5.d s.d s.d 5.d s.d
6,00 5,50 5,00 4.50 4,00 3,50
.00 E.50 5,00 4,50 4,00 3.50 3.00
KELOY =~ s5.d 5.d s.d 5.4 5.d 5.d
5.00 4,50 4,00 3,50 3.00
5.00 4 50 4.00 3,50 .00 2.50
KELPOMPOK IV f 5.d 5.d sd 5.d zd
+,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50
5.00 4.50 o, 00 J.50 304 2.50 2.00
KELON s.d 5d 5.d 5.d 5.d 5.d
I 4,50 4,00 3.50 3,00 2,50 2,00
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TABEL W. PERSENTASE BIAYA KONSULTASI YANG HANYA DIALOKASIKAN UNTUK PEKERJAAN KONSULTASI YANG MEMERLUKAN

TIM PENDAMPING (COUNTER PART)

NILAl PERSENTASE (%)

NILAI PEKERJAAN/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)

PERENCANAAN/PERANCANGAN & PENGAWASAN

PERENCAMNAAN/PERANCANGAN & PENGAWASAN TEKNIS OLEH

KOMPOMEN
MO KEGIATAN TEEMNIS OLEH KONSULTAMN SKPD/UKPD TEKNIS TERKAIT
15 =50 =100 =200 =400 =500 =1000 =4000
s.d s.d s.d s.d sd s.d s.d s.d >10.000
50 100 200 400 500 1.000 4.000 10.000
1 2 3 4 5 6 7 B8 9 10 1
PELAKSANAAMN (%) 89.00 89.30 89.80 20,50 82,50 85.50 87.50
.00 B0.00 s.d s.d s.d s.d s.d sd
89,30 89,90 80,50 82.50 85,50 ar.50
1 [1.1 Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 450,000 920.000 2600000 | 4.000.000 | 7.200.000 Maksimal
{diambil dari biaya s.d ed sd s.d sd £.000.000
pelaksanaan) 820.000 2.600.000 4.000.000 7.200.000 8.000.000
10,00 9,70 8,10 B,50 6,50 3,80 1.50
2 |TIM TEENIS PENDAMPIMNG 10,00 10,00 5.d 5.d sd 5.d s.d sd
8,70 9,10 8,50 8.50 3,50 1,50
3 |PENGENDALIAN TEKMIS 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 1,00 1,00
Jumilah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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PERSENTASE BIAYA PERAWATAN/PEMELIHARAAN BARANG BERGERAK, YANG PEKERJAAN PERENCANAAN DAN

| ADGEL .
PENGAWASAN TEKNISNYA MENJADI SATU KESATUAN YANG DILAKSAMNAKAN OLEH SKPDYUKPD TEKNIS TERKAIT.
NILAI PERSENTASE (%)
NILAI PEKERJAAN/KEGIATAN (DALAM JUTA RUPIAH)
S — PERENCAMAAN/PERANCANGAN & PENGAWASAN TEKNIS OLEH | PERENCANAAN/PERANCANGAN & PENGAWASAN
NO OMPONEN KONSULTAN TEKNIS OLEH SKPD/UKPD TEKNIS TERKAIT
KEGIATAN
18 >50 >100 >200 >400 >500 > 750
5.d 5.d 5.d 54d 5.4d g.d
50 100 200 400 500 750
1 2 3 4 5 & T 8 9
PELAKSAMNAAN (%)
08,32 08,56 o777 95,02 88,02 98,02 98,02
1 |1.1 Pamilihan Penyedia
Barang/Jasa (Rp) 450,000 220.000 £.500.000 4,000,000 7.200.000 Maksimal
(diambil dari biaya s.d s.d s.d 5.d s.d §.000.000
pelaksanaan) 920.000 2 600.000 4.000.000 7.200.000 8.000.000
2 |TIM TEKNIS PENDAMPING 1,68 1,34 1,23 0,98 0,94 0.98 D98
3 |PENGEMNDALIAN TEKMIS 0,00 0.00 1,00 1.00 1,00 1,00 1.00
Jumiah 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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FTABEL Y. PERSENTASE HUNORARIUM PANITIA, BIAYA ADMINISIRASI DAN BIAYA OPERASIONAL MELAKSAMNAKAN
PEMBEBASAN TANAH DAN BEMDA-BENDA YANG BERADA DIATASNYA (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55
Tahun 1993 dan Peralturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Momar 1 Tahun 1994)

MO KOMPOMEM KEGIATAMN | MILAI PERSENTASEE (%)
i 2 3
1 |PELAKSANAAN ' 1,00
2 |HOr JRARIUNM PANITIA 1,00
3 h BIAYA ADMINISTRASI 2,00
a |BlAYA OPERASIONAL 96,00
100,00

KETERANTAN :
1. Perse = biaya-~iava diatas adalah merupakan paket tertinggi yang dapat dicantumkan dalam REA. Apabila dalam pelaksanaannya lemyata basarnya
biaya oar nbebasan tanah dan benda-benda yang berada diatasnya lebih kecil dari blaya yang tercantum dalam RKA, maka persenlase biaya

tersebut dihi, :ng rea. asi biaya yang dikeluarkan untuk ganti rugi tanah dan benda-benda yang berada diatasnya

2.  Biaya pemilihan penyadia barang/jasa, pengendalian umum, perencanaan/psrancangan laknis.
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Il PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA KEGIATAN DALAM DPA-SKPD

‘Penggunaan alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan dalam DPA-SKPD, diletapkan
sebagal berikut.

A. Biaya Pelaksanaan, adalah paket blaya terlinggi yang disediakan untuk |

1

Biaya pelaksanaan fisik pekerjaan/pengadaan barang;

2. Jasa Pemborongan/Penyedia Barang/Jasa;
3.
4. Biaya operasional untuk penyelesaian :

Pajak (PPN);

a. lzin prinsipflzin pendahuluan/izin mendirikan bangunan ;
b. Penetapan peil banjir;

©.  Rencana kota/blok planftrace dan semacamnya;

d. Pengukuran;

g. Dan lain-lain yang bersangkutlan.

Biaya pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dengan ketentuan apabila dalam
pelaksanaan terdapat kegialan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan
pelelangan/seleksi  umum, pelelangan/seleksi  terbatas, pemilihan/seleksi
langsung atau panunjukan langsung.

Biaya penggandaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa (RKS, gambar-gambar
dan keterangan lainnya); dan

Biaya pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui media massa,
media cetak dan papan pengumuman.

B. Biaya Perencanaan/Perancangan Teknis, adalah paket biaya terlingg yang
disediakan untuk :

1.

Biaya pekerjaan perencanaan/perancangan leknis yang melipuli kegiatan-
kegiatan sebagaimana tercanlum dalam Lampiran |ll Keputusan ini; dan

Biaya kegialan pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak disediakan untuk

pekerjaan perencanaan/perancangan leknis yang dilakukan secara swakelola
oleh SKPD/UKPD teknis.

C. Biaya Pengawasan Teknis, adalah paket biaya \ertinggi yang disediakan untuk :

1.

Biaya pengawasan {eknis kegiatan di lapangan yang mealiputi kegiatan-kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran |1l Keputusan ini; dan

Biaya kegiatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak disediakan untuk

pekerjaan pengawasan teknis yang dilakukan secara swakelola oleh SKPDY
UKPD teknis.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK@ITA JAKARTA,




Ibukota Jakarta

Nomor 37 TAHUN 2011
Tanggal 25 maret 2011

PENGELOMPOKAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Kelompok | (Barang Tidak Bergerak) :

. Bidang Tanah

. Bidang Jalan dan Jambatan
. Bidang Bangunan Air

. Bidang Instalasi

. Bidang Jaringan

Bidang Bangunan Gedung
. Bidang Monumen

"!I'FTI{J'I-F-HM—I-

B. Kelompok Il (Barang Bergerak)

Bidang Alat-alat basar

. Bidang Alat-alat Angkutan

Bidang Alat-alat Bengkel

Bidang Alat-alat Perlanian

Bidang Alal Kantor dan Rumah Tangga
Bidang Alat-alat Studio

. Bidang Alat-alal Kedokteran

. Bidang Alat-alal Laboratorium

. Bidang Buku/Perpustakaan

. B!dang Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
. Bidang Hewan Temak dan Tumbuh-tumbuhan
. Bidang Alat Keamanan

ol ol
P) = O 0 00 1 Dt fa GRS =

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKGQTA JAKARTA,




Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota lakarta

Momor 37 TAHUN 2011
Tangga! 25 Maret 2011
Lampiran ; Fermot Laporan Bulanan Realisast Kegiatan
LAPORAN BULANAN / KHUSUS
l. BATA KEG'-“TA" [S'I.I'D AKHIR BL”.-AN 8 hsidieaini HAN'GEAL & i e s FU“M BRI
SEPDAUKPD | cicissivamiaiiimnnin
TAHUN ANGGARLAN MILAI DPA-SKPD ? RP i immioms
JUMLAH KEGIATAMN e et rrie ST TY T Y 7 T———
NOMOR VOLUME DPA-SEPD | MILAI DPA-SKPD/ADM REALISASI
|
BAG. 5U8. NAKMA PROGRAM & {FI:|_'.|:| PELAKSANAAN SPRA LIF_",."GI_.I sSp2D LJP‘.!’E_U KEGIATAN
KEG. | KEG KEGIATAN Hasil : TU/LS TU/LS JADWAL/TGL
Volume Swanelols REKANAN/ MULAI [SELESAI
Hasidl Helglangan Umum Rp % Rp %% Rp 0 PELAKSANA
Pelaksanaan Felelangan Saderhana
Penunjulan Langiung
Pengadaan Langsung
Kanled/ Sayembara
Pefelangan Terbatas
Pemiliban Langsung
1 2 3 4 5 6=(7x5) | 7 8 |9] 10| 1 12 13 14
Catatan : 1. ASLI Biro Administrasi/Biro vang ditunjuk Asisten Sekdaprov DKl Jakarta

2. Tembusan : Bappeda Proving [l Jakarta
3. Tembusan : inspektorat Provinsi DK Jakarta
4. Tembusan ; BPED Provinsi DEI Jakarta
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LAPORAN BULANAN [ KHUSUS

(50 AKHIR BULAN = .o [ TANGGAL S
B G L KRG SEPDSUMNPDY = ECHRM. PRI
TAHUN ANGGARAN
IMULAH KEGIATAN & MILAI DPASKPD £ B oo icisicanas
PINJAMAN R oo
NOMOR MAasALAH BULAN LALU MASALAH BULAN INI APAKAH TINDAK LANIUT DIPERLUKAN
BAGS | SuB. NAMA PROGRAM & IMETANS JADWAL
KEG, | KEG. KEGIATAN RIMNCIAM HASIL PENYELESALAN (RINCLAN] TIDAK YA YAMG DAPAT TINDAK
MEMBANTLU LAMIUT
1 ) 3 5 B T B L 10
Mengetahui lakart: i [ Dviisi oleh Biro Administrasi/8iro yang ditunjuk |
KA SKPD/UKPD PENGGUMA ANGGARAN/

KEUASA PENGGUNA ANGGARAN

USAHA-USAHA PENYELESAIAN MASALAH |

GUBERNUR PRQVINSI DAERAH KHUSLUIS

IBU r'i' TA JAKARTA,




Lampiran V ; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
lhuknta lakarta

37 TAHUN 2011

Mamor
Tanggal 25 Maret 2011
Rancangan Anggaran Kas
Tahun AnGoaran. .. .........ccocoevunrn,
Anggaran Triwulan | Triwulan I Triwutan 1Nl Triwulan IV
Kode Rakening Uratan Tahun ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
{Rp) Jan [Feb [ Mar [ Apr [ Mei[ Jun | Jul [Ags[Sep| Okt | Nov| Des
1 2 3 4 5 5] 7

Saldo awal kas
Pandapatan asli dasrah

Pajak daerah
Retribusi daarah

dst
Pembiayaan penenmaan
Jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan

Jumlgh = =si kas yang tersedia untuk pengeluaran
Alokas ngsung dan pe an pengaluaran
Jan langsung
1 pegawai
N seialija bunga

I i

i jFembiayaan pengeluaran
| Pembayaran pokok utang

il T

Jumiah alokasi balanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran

per bulan
Jumiah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pangeluaran

per lriwulan
Sisa kas setalah dikurangl belanja tidak langsung dan pembiayaan
pengeluaran per friwulan




Anggaran Triwulan | Triwulan || Triwulan [ Triwulan IV
Kode Rekening Uraian Tahun ini (Rp) (Rp) (Rp) R
{Rp) Jan | Feb [ Mar [ Apr [ Mei [ Jun| Jul | Ags | Sep ov| Des
1 2 3 4 5 B 7
Belanja Langsung
Belanja Langsung
Kegiatan....
Kegiatan... ... I
i dst :
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan
Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan
Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belarja langsung serta
pembiayaan puEEunaran
Sisa kas setelah dikurangl belanja tidak langsung dan belanja
langfung soria pambiayaan pengeluaran
oo t@Nggal
*) cored vang tidak pariu
Kepala SKPD/UKPD. .. ........

(tanda tangan)

{nama lengkap)

NIF




Cara Pengisian :

m i

11.
12
13.
14,
15.

B o m

. Formulir ini diisi oleh Kepala SKPD/UKPD untuk menyusun rancangan anggaran xas.

Setiap kolom mulai Zari kelom 3 sampai dengan kolom 7 dijumlahkan pada barns
terakhir,

Diisi dengan uraian rekening pendapatan.

Diisi dengan jumiah anggaran pendapatan yang lercantum dalam DPA-SKPD.

Diisi dengan perkiraan jumiah pendapatan setiap bulan di twulan | (boleh per tniwulan).
Diisi dengan perkiraan jumiah pendapatan setiap bulan di tiwulan Il (boleh per triwulan).
Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan setiap bulan di triwulan 1l (boleh per tmwulan).
Diisi dengan parkiraan jumlah pendapatan setiap bulan di tnwulan IV (boleh per irwulan).
Diisi dengan kode rekening rincian obyek belanja.

Diisi dengan uraian rekening belanja.

Ciisi dengan perkiraan jumlah anggaran belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Diisi dengan perkiraan jurmniah belanja setiap bulan di triwulan | (boleh per triwulan).

Diisi dengan perkiraan jumlah belanja setiap bulan di triwulan 1l (boleh per triwulan),
Diisi dengan perkiraan jumlah belanja seliap bulan di triwulan I (boleh per trwulan)

Diisi dengan perkiraan jumlah belanja seliap bulan di triwulan IV (boleh per tnwulan),

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




tampiran V! ¢ Persturon Gubemur Provinsd Dasrah Khusie
Ibukata Jakarta

Momor 37 TAHUN 2011
Tanggal 25 Maret 2011

1. Contoh Daftar Kuantitas dan Harga Tambah Kurang Pekarjaan

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA TAMBAH KURANG PEKERJAAN

NAMA KEGIATAN E e B b e A AR A A AR LR e
KODE REKEMING R RSN S T WA g LS.
LOKASI PEKERJAAN
Parubahan PekeraanVolumeHarga ' Realisa
Kontrak Semula s —— PO o IR
Mo, | Janis Pekerjaan
Yo | Dera JH".’:;';‘ vol | glews L“:,‘:: Vol | Harga Satuan | JumishMarga | Vol | Harga Satuan | Jumish Harga
1 2 3 4 5 B i 8 9 10 H 12 13 14
Jakarta, oo
PENYEDIA BARANG JASA PENGGUMNA BARANG/JASA
Catatan
1. Dafar kuantitas dan a tambah kurang pekeraan ini merupakan RAB baru uniuk ak terpisahkan dan Addendum SPH atau Sural PeranjanMaonirak,
sahagai anti dari daftar kuantitas dan harga I_.'ang laﬂammrﬁalam SPK atau Sural Parjanji 1mll: sebelumnya
1 Daftar kuanttas dan ha'gca tambah Fl;umng Wan ni harus dilampin dengan Benta Acara Hasd Peritungan Yolume bersama yang ditandatangani aleh  Penencana Teknis,
Pangawas Teknis, Pen Barang/Jasa, aknis ftarkait dan diketahui olgh una Barang Jasa.

3. Nila maksimal lambah

ng pﬂgqam adatah 20% dani nila kontrak dan tidak lebih rdan Rp. 250,000,000 - (dua ratus lima puluh jula rupiah)




o Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
lenfang
PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN

NAMA KEGIATAN
KODE REKENING

Pada hariini ,........ langgal..
kami yang bertanda langan di bawah ini, maﬁlng masing :

Kepala :.

Selaku Ffangguna .ﬁ.ngga-r:anl‘Pnng-guna Eurﬂngf.las-a sela-n:utn}ra dl dalarn Etema An:ara ini disabul
sobagai PIHAK PERTAMA,

Direkiur/Kuasa dari P.T/C ViFa,

Mama Perusahaan
Alamal Perusahaan

Selaku Palaksana K&glata.t-rr selan}ulnya di dalam Berita ini disebul 5ﬂbaga- PIHAK KEDUA
Telah mangadakan serah lenma pekerjaan yang lelah selesai dilaksanakan sebaga Dafikun |

PiHAK KEDUA selaky Pelaksana Rincian Kegialan dengan ini menyerahkan bangunan
yang lalah selesai dikerjakan Kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA selaku Pengguna
Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan yang dilakukan cleh Direksi Harian dengan ini lelah menerima penyerahan bangunan
yang lelah selesai difaksanakan oleh PIHAK KEDUA selaku Pelaksana Rincian Kegiatan tersabut
di atas, satu dan lainnya sest:i dengan Sural Peranjian Nomor ...

tanggal ... cengan ketenluan PIHAK KEDUA Wﬂ.jltl rﬁeiahuhan pamellharaan
bangunan tersebut dalam keadaan batk selama ... ...l ) BUAR

Demikianlah Berita Acara inl ditanda tangani di Jakarta pada han dan tanggal tersebut di
muka, oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibual dalam rangkap sepuluh untuk
dipergunakan sapearlunya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA
PANITIA/PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN,



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Mo, ...

lenlang
PENYERAHAN KEDUA PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSAMNARAN !

NAMA KEGIATAN
HODE REKENING

Pada hari imi . kT T R 20........,
¥ ami yang beranda Iangan I:H bamh imi, mamng-maﬂng

kKepala

Selaku Pun-gg-una .ﬂmggarann'Fungguna Eamng-"..lhsa ﬂlamutn';ra dL daham Bania Acara ini disebul
ssbagal PIHAK PERTAMA,

|| [P
DirekturMuasa dar P.T/IC. VIFa.

Hama Perusahaan .
.nlamal Perusahaan : B
“elaku Palaksana Hegmlan aelanj.ulnya di dalam Berita ini dissbut Eﬂbagal F'IH-AI'E HEUUA

Telah mengadakan serah lerima pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sebagal berikul

PIHAK KEDUA selaku Pelaksana Kegiatan dengan ini menyerahkan bangunan yang telah
zolesai dikerjakan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA selaku Pengouna Anggaran
Famerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekarfaan yang
d lakukan sleh Direksi Harian dengan ini telah menerima panyaranan bangunan yvang telah selesai
¢ /laksanakan oleh PIHAK KEDUA selaku Pelaksana Rincian Megiatan tersebutl di atas, satu dan
lainnya sesuai dengan Sural Perjanjan MNomor ... . tanggal ....

cengan ketentuan PIHAK KEDUA wajib melakukan peméluharaan hangu'nan lersebul dalam i-{eadaan
baik selama .. RN TR S A e ... ) bulan.

Demikianlah Berita Acara ini ditanda tangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut  di muka,

cleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serla dibual dalam rangkap sepuluh untuk dipergunakan
seperiunya.

PIHAK KEDUA, IHAK PERTAMA
ZPALA SKPDIUKPD,

 DIREKTUR NP



3, Contoh Berita Acara Pemariksaan Barang

BEFRITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Mamaor .

Bada Ran I oeveeeeeerorerererssssrsenens M coveecemesssensssnnersres 20 coverrressresense

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

o PR [ )11 AR e R e R | | ] |l AR e oy Uy SRR

2. NAMA ¢ iiieeressrrsnsmssssnrrss S@DALEN

A Mama | ..ocociiiiiiienienioo... Jabatan

R ) R e SR Jabatan

B OMNBMA © e Jabatan
Berdasarkan Keputusan Gubernur . .......... . Nomor, ... . langgal ..
Selaku Panitia Pejabat Penerima Hasil Pahar]aan dan talah mmarlksa Eamng -:Ien-gan leuh barang
sabagaimana daflar terfampir :.mng diserahkan oleh . berdasarkan Suraf
Fesanan/SPK/Konirak tanggal. .. -
Momor .. e M e TP A o dangan has:mpulan sebagal berikut

a) Terdapat baik, sesuai surat Pesanan/SPH/Konirak.
b} Kurang/Tidak baik

Earang yang lerdapat baik, kami beri tanda .. . yang selanjutnya

# kan diserahkan oleh Rekanan kepada Pum&gang Eamng -auda.ngl-ian yang tidak baik telah kami ben
tznda . R—

[remikian Berita Acara ini dibual dalam rangkap ... (.o}
Lintuk dipergunakan sebagaimana mastinya,
FANITIAPEJABAT PEMERIMA
HASIL PEKERJAAN
1. Mama
Tanda tangan :(......coomvrmiiiinnriinnnnd)
Rekanan 2. Nama i
Tandalangan -{.........c.ccooeeiiinnnd)
3. Nama (i i
Dio/Cap Tandalangan {.......ocoooriinniinnd
Tandatangan :{.......coreereimieneinnnes §
[y aasimpmn g waean e imiad 5. Mama . _

MNama terang Tandatangan (o)



4. Contoh Bernita Acara Penerimaan Barang

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Momar
Padahariinl ....ooooviiviaeinns tanggal ..o TR | EXETRE
Kami yang bertanda tangan di bawah ini -
Mama
Jabatan

bordasarkan Keputusan  Gubernur  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukoia  Jakaria
langagal ..
telah menerima barangyang diserahkan oleh rekanan
sasual dengan Berila Acara Pemeriksaan Bamng fanggal
- ¢ IR 2 |, (PR .. 3ebagaimana daﬁartnﬂamp:r

Demikian Berila Acara Penerimaan Barang ini dibual © dalam rangkap
[ ormemsimsina e ieie e aeeea - ) UNMuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Yang Menyerahkan

Yang Menerima
Rekanan,

Momor

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU DTA JAKARTA,
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